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ABSTRAK

Nama . Fatwa Yulianto

Program Studi: Fakuitas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Judul . Peranan Badan Standardisasi Nasional Dalam Upaya Melindungi
Konsumen Terhadap Berlakunya ASEAN - China Free Trade
Agreement (ACFTA)

Pada tanggal 01 Januan 2010, telah resmi diberlakukan ASEAN - China Free
Trade Agreement (ACFTA). ACFTA ini merupakan salah satu blok perdagangan
terbesar di dunia setelah Uni Eropa dan NAFTA. Enam negara anggota ASEAN,
yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand
mulai menerapkan tarif nol persen untuk perdagangan ekspor impor antar negara.
Dan terhadap negara-negara yang baru menjadi pihak ASEAN, perjanjian ini baru
mulai berlaku pada tahun 2015. Terkait dengan diberlakukannya ACFTA, untuk
dapat meredam laju produk impor dan mengurangi peredaran barang palsu, serta
barang yang memiliki kualitas buruk di pasar nasional, sekaligus untuk
melindungi konsumen, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan
melakukan standardisasi melalui pelabelan Standar Nasional Indonesia (SNI)
yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Standardisasi barang atau
jasa oleh konsumen merupakan hak jaminan minimal dari suatu barang atau jasa
kepada konsumen yang sekaligus menjadi kewajiban dan larangan dari pelaku
usaha, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. SNI sejatinya bersifat non-disknminatif, yang artinya
SNI tersebut berlaku untuk semua barang yang beredar pasar nasional, baik yang
berasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan diterapkan hal tersebut, maka
akan membuat konsumen menjadi lebih aman dalam memilih dan mengkonsumsi
barang. Dan sudah saatnya konsumen Indonesia tidak lagi menjadi objek atau
target pasar produk impor yang tidak layak dan sudah saatnya konsumen menjadi
subjek atau pelaku pasar yang cerdas, kritis, pandai memilih produk yang baik,
dan mengedepankan pembelian produk buatan Indonesia atau memilih produk
yang memiliki standar.

Kata Kunci:
BSN, SNI, Konsumen, Pelaku Usaha
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ABSTRACT

Name : Fatwa Yulianto

Study Program : The Postgraduate Faculty of Law University of Indonesia

Title : The Role of National Standardization Agency to Protect
Consumers from Implementation of the ASEAN-China Free
Trade Agreement (ACFTA)

On January 1, 2010, ASEAN - China Free Trade Agrcement (ACFTA) was
officially enacted in ASEAN. ACFTA is one of the world’s largest trading blocks,
beside European Union and North American Free Trade Agreement (NAFTA).
Six country members of ASEAN, namely Brunei Darussalam, Indonesia,
Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand began to act zero percent tariff for
import export trade between those countries. This agreement will be implemented
in 2015 for the new ASEAN members. Related to the enactment of ACFTA, in
order to reduce the rate of imported products, and also to reduce the circulation
of counterfeit goods and low quality goods inthe national market, as well
as to protect consumers, one step that can be done which 1s to standardize goods
and services with Indonesian National Standard (SNI) labeling, issued by
the Agency for National Standardization. Standardization of goods or services for
consumers is the Minimum Guarantee Right, which also an obligation and
prohibition for business person, as regulated in Act No. 8 of 1999 on Consumer
Protection. SNI is a non-discrimination standard, which means that SNI is valid
for all goods circulated in the national market, both from inside and outside the
country. If SNI labeling is enacted in Indonesia, it will promote consumers’
security  inselecting  and consuming goods. Indonesian consumers will  not
become market object or target of low quality imported products. It is time for the
consumers to be intelligent, critical, good at selecting products, and prefer to
purchase Indonesian products or standardized products.

Key Words:
BSN, SNI, Consumer, Business
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BAB |
PENDAHNULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi yang saat ini merebak ke sclurub dunia terjadi
kurena kemajuan teknologi dan informasi yang mendorong ruang gerak dari
arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi wilayah negara. Hal ini akan
mainbawa pengaruh positif dan negatif pada kehidupan ckoromi masyarakat
dan dengan segala implikasinya. Salah satu ciri yang menonjol dalam era
globalisasi ini adalah terciptanya pasar bebas yang menuju ke arah
penghilangan batas negara (borderless states) yang diwarnai dengan
persaingan sehat antar negara.

Esensi vntuk bertransaksi dagang mecupakan dasar filosofis dari
munculnya perdagangan. Perdagangan merupakan suatu “kebebasan
fundamental™ (furndamental freedom).! Dengan kebebasan ini, siapa saja
harus memiliki kebebasan untuk Lerdagang. Ke'oe'basan ini tidak boleh
dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem
hukum, dan lain sebagainya. Dalam Piagam hak-hak dan kewajiban ncgara
charter of economic right and duties of state mengakui bahwa setiap Negara

memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional.’

' The Definition of Fundamental freedoms by Babylon's frec dictionary was basic
frcedom, cssential righi, The Constitution Act, 1982 cveryone has the following
fundamenta! freedoms: (a) frecdom of conscicnce and religion; (b) freedom of thiought,
belicf, opinion and expression, including freedom of the press and other means of
communication; (c) frcedom of peacefu! asserably; and (d) frecdom of association.

2 Charter of economic Rights and Dulies of States Chapter 1: Fundamentals of
international economic relations Economic as well a< political and other relations among
States shall be governed, inter alia, by the follocing principles: (a) Sovercignty, territorial
intergrity and political independence of States; (b) Sovereign cquality of atl States; (¢) Non-
agpression; (d) Non-intervention; (¢) Mutual and equitable benefit; (f) Peaceful
coexistence; (g) Equal rights and self-determination of peoples; (h) Peaceful seitiement of
disputes; (i) Remedying of injustices...; (j) Fulfillment in good faitk of inlernational
obligations; (k) Respect for human rights and international obligations; (1) ..; (m)...; (n)...;
(0) Free access to and from the sea by land-locked countries within the ramecwork of the
above prnciples.
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Pasar atau perdagangan bebas yang secara fenomenal imulai tumbuh
dalam perdagangan intemasional menuntut adanya kemampuan produsen
untuk menghasilkan barang dan jasa yang mampu memenuhi standar
internasional. Tanpa adanya kesadaran tentang hal tersebut, maka daya
saing pelaku usaha akan lemah dan akan ditinggalkan olch konsumen.”
Berkaitan dengan hal tewscbut, maka masyarakal sebagai  konsumen
mempunyai kebebasan memilih, menggunakan kualitas bararg atau jasa
sebagaimana yang diinginkannya.

Berkaitan dengan pasar bebas. pada tanggal 61 Jaruari 2010, telah
resmi diberlakukan ASCAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Enam
negara anggota ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,
Filipina, Singapura, dan Thailand mulai mencrapkan tarif nol persen untuk
perdagangan ekspor impor antar ncgara. Ide mengesnai ACFTA mulai
dicetuskan pertama Kali olch mantan Perdara Menteri China, Zhu Rongji
pada Pertemnuan Puncak ASEAN Keenam tahun 2000, setelah itu berbagai
tunggapan mulai bermunculan dari para pembuat kebijakan, pelaku usahg,
ataupun kaum cendekiawan di Asia Tenggara.

Negara-negara anggota ASEAN dan China telah sepakat untuk
membentuk perdagangan bebas dalam pertemuan tingkat tinggi di Brunei
Darussalam pada tahun 2001. Keputusan ini kemudian diikuti dengan
pengesahan  Framework Agreement on Comprehensive Econvmic
Cooperation between the Association of South East Asian Nations and the
Feople’s Republic of China 2002. Negara-negara ASEAN dan China terikat
pada kesepakatan ACFTA ini. Indonesia terikat melalui pengesahan
kesepakatan ini dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004
tentang Pengesahan Framework Agreemen: on Comprehensive Economic
Ccoperaticn between the Association of South East Asian Nations and the
People’s Republic of China {Persetujuan Kerangka Kerjasaria Ekonomi
Menyeluruh Antar Negara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan
Republik Rakyat China).

’ Badan Standzrdisasi Nasional, Sta=dardisasi Dalam Pevspekiif lmu, ndustri
dan Perdagangan, (Jakarta: BSN, Oktober 2000), hlin. 12.
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ACFTA  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  mengurangi  dan
menghilangkan hambatan (barrier) dalam perdagangan internasional. Sclain
itu ACFTA juga bertujuan untuk memberikan kepastian ckonomi yang lebih
besar. transparansi, dan mengurangi biaya yang terkait dengan perdagangan
international dan juga untuk meningkatkan investasi diantara negara-negara
puserta ACIFTA,

Berkembangnya kerjasama internasional dalam ACFTA nicnuntut
Indonesia untuk mempersiapkan dirinya dalam menghadapi perkembangan
arus barang dan/atau jasa icruama dalam lial pengaturannya.  Arus
globalisasi ekonomi haruslal diikuti, mengingat keeenderungan globalisasi
exonomi tesebut  berkembang melalui  perundingan  dan  perjanjian
intenasional. Implikasi globalisasi ekonomi itu terhadap hukum juga tidak
dapat dihindarkan. Sebab globalisasi hukum mengikuti daripada globalisasi
ckonomi, dalam arti substausi berbagai undang-undang dan perjanjian-
perjanjian menyebar melewati batas-batas negara. Globalisasi hukum it
dapat teijadi melalui perjanjian dan konvensi internasional, perjanjian
privat, dan institusi ekonomi baru.*

Di lain hal bagi Indonesia, implementasi dari ACFTA mcmbuat
produk-produk China kian marak beredar di pa<ar nasional. Produk dari
China scperti tekstil, makanan, minuman, kosmetix, fiber sintetis, elektronik
(kabel) dan peralatan listrik, kerajinan rotan, permesinan, besi serta baja
sangat mudah didapatkan. Semuanya hampir dipasarkan Jdengan harga
murah (low price) dan lebih murah dibanding produk dalam negeri. Hal ini
mengakibatkan pelaku usaha dalam negeri mengalami kesulitan untvk
mengimbanginya karena tanpa adanya ACFTA produk- produk buatzn China
sudah murah, apalagi dengan adanya ACFTA akan membuat barang-barang
produksi dalam negeri akan semakin ditinggalkan oleh rakyatnya scndiri.

Dengan adanya ACFTA, maka perckonomian akan bersifat tcrbuka
yang terpengaruh dengan prinsip perekonomian global dan prinsip

liberalisasi perdagangan. Karena perekonomian Indonesia akan berhadapan

* Erman Rajagukyuk, “Globalisasi Huxum dan Kemajuar: Teknologi: Impiikasinya
Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia”. pidato nrada Dies Natalis
Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001, him. 4.
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dengan  perekonomian negara lain atau  perckonomian  mitra dagang
Indonesia seperti ekspor-impor: inveslasi, baik yang bersifat investasi
langsung maupun tidak langsung: serta pinjam-meminjam.

Ial ini membuat semakin Ketatnya persaingan produk-produk dalam
negeri, yang dapat mengubah perilaku produsen atau pelaku usaha dalam
negeri yang tidak sanggup bersaing mengarah pada persaingan yang tidak
schat. Dan persaingan yang tidak schat ini akan berujung merugikan
konsumen. Karena mau tidak mau untuk dapat bersaing dengan produk-
produk asal China tersebut, maka produsen atau pelaku usaha dalam negeri
harus mampu menurunkan harganya agar konsumen mau membeli barang
produksinya. Dengan menurunkan harga barang dikhawatirkan produsen
atau pelaku usaha dalam negeri akan melakukan penurunan mutu dan
knalitas barangnya dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab dan
tidak sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku. Sebaliknya, bagi
pelaku usaha dengan adanya ACFTA dapat memberikan kesemgzatan lebih
luas untuk memasuki pasar produk dalam negeri di negara-negara anggota
peserta ACF LA,

Pengaruh pcrekonomian ini menjadi tantangan bagi perumusan
kebijaksanaan nasional, dunia ekonomi dan pelaku ekonomi. Untuk itu
diperlukan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam
membantu produsen atau pelaku usaha dalam negeri terutama dalam
memfasilitasi investasi dan perdagangan dengan kompetisi yang schat
dalam mendorong industri untuk menghasilkan produk nasional dengan
standar yang kompetitif di pasar nasional maupun pasar global.

Di lain pihak, keberadaan ACFTA bagi masyarakat Indonesia
sebagai konsumen sangatlah membantu untuk pemenuhan kebutuhan
hidupnya. Karena dampak yang didapat adalah maraknya produk dengan
berbagai macam varian baru dan dengan harga yang lebih kompetitif. Salah

satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalan untuk meningkatkan
kesejahteraan bangsa Indonesia, baik maiericl maupun spiritual yaitu
dengan ketersediaannya kebutuhan pokok berupa sandang {pakaian), pangan

(makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Olch karena itu Negara
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dengan  scgenap  peranghatnya  berhewajiban  untuk  menyclenggarakan
tercapainya kehidupan rakyatnya dengan layak atau scjabtera lahir dan
batin.

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mencgaskan bahwa:
“Tiap-tiap warga Negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi
Khemanusiaan™

Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan, maka perlu
penycdiaan barang dan/atau jasa dalam jumlah yang cukup dan dengan
kualitas sesuai standar, serta dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat
sebagai pihak konsumen pada umumnya.

Dalam era perdagangan bebas dan dalam  Kaitannya dengan
berlakunya ACFTA  diperlukan fangkah-langkah perlindungan yang
dilakukan olch pemerintah  dalam upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakatnya. Hal ini perlu dilakukan karena setiap konsumen dalam
mengkonsumsi suatu barang atau jasa, sclalu senantiasa mengharapkan agar
barang dan/atau jasa terscbui memiliki kualitas yang memadai dan sesuai
dengan standar normatif kuaiitati{ yang ditetapkan olch pemerintah.

Pada dasarnya seorang konsumen yang membeli barang selzlu
menginginkan hal-hal sebagai berikut:

I. Keyakinan bahwa barang tidak berbahaya bagi keselamatan dan
keschatannya;

2. Banyak sumbemnya, sehingga akan lebih bebas memilihnya;

3. Informasinya yang jelas dan dapat dipercaya untuk dapat menilainya dan
membandingkannya. schingga dapat disesuaikan dengar keperiuannya;

4. Kcepastian bahwa barang ckan cocok dan tepat ukurannyas scrta dapat di

gunakan bersama barang yang telah dipunyainya;
. Mengetahui bagaimana menggunakan dan memecliharanya; dan

. Jaminan bahwa barang dapat digunakan dan dapat berfungsi dalam waktu
yang wajar.’

[« ]

Konsekuensi dari hal tersebut, maka setiap produsen atau pclaku
usaha secara konsisten dan bertanggung jawab harus mampu memenuhi

harapan dari konsumen. Ariinya sctiap pelaku usaha harus selalu akomodatif

* Az Nasution, Konsumen dan ilukam, (Jakarta: Pustaka Sinar 1{arapan, 2000),
him. 159-160.
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terhadap scegala aspek keperluan konsumen dan secara sadur mampu
menyediakan barang yang dapat dipertanggung jawabkan Jan diandalkan
dari scgi kualitasnya, Karena melindungi konsumen sama artinya dengan
melindungi seluruh bangsa. scbagaimana diamanatkan dalam  tujuan
pembangunan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, Dan
dengan demikian dapat mclahirkan masyarakat Indonesia yang sehat
Jasmani dan rohani scbagai pelaku-pelaku pembangunan dalam rangka
menjaga keseimbangan pembangunan nasional dan guna menjamin sumber
daya pembangunan.

Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia telah tumbuh dan
berkembang banyak industri barang dan jasa, baik yang berskala besar,
menengah maupun kecil dan gambaran mengenai keinginan atau hak-hak
konsumen pun dapat dijumpai dalam kehidupan schari-hari. Namun,
harapan dari konsumen secara faktual belum menunjukan dapat
direalisasikannya secara maksimal akan hak-hak konsumen. Hal ini
dikarenakan masih banyak ditemukan produk-produk tertentu yang
merugikan, baik secara ekonomis, kesehatan dan keamanan maupun
keselamatan kcnsumen. Selain itu konsumen lebih cenderung uatuk
memiliki barang dengan harga yang murzh tapi dengan kualitas yang bagus.
Namun, harga yang murah selalu identik dengan kualitas produk yang jclek,
dan sebaliknya kualitas yang bagus pasti harganya akan lebih mahal.

Kondisi dan fenomena iersebut di atas dapat mengakibatkan
kedudukan pelaku usaha ¢an konsumen menjadi tidak seimbang, dan
konsumen berada dalam posisi yang iemah. Konsumen menjadi objck
aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besamya olch
pelaku usaha melalui kiat promosi, corak perjanjian, serta perjanjian-
perjanjian standar yang merugikan konsumen.®

Idealnya hubungan antara pelaku usaha dan konsumcn adalah
seimbang, namun realitanya kedudukan pelaku usaha jauh lebih kuat

daripada konsumen yang merupakan perorangan, hal ini dikarenakan

® 1bid., him. 65.
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penguasaan informasi tentang produk sepenuhnya berada pada pelaku

usaha.’

Dalam ilmu konsumen, terdapat dua tecori mengenai posisi antara
pelaku usaha dan konsumen. yaitu:

I. Kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada dalam posisi yang
sciinbang. Tecri ini tidak memandang perlunya perlindungan terhadap
konsumen dengan alasan karena kednanya berada pada posisi yang
berimbang dalam menentukan pilihannya, olch karena itu konsumen
dituntut untuk bersikap hati-hati dalam mengkonsumsi suatu produk.
Dasar pemikiran dari teori ini adalah “fet the buyer bewaie”, artinya
sebelum koasumen membeli suate barang scharusnya konsumen lehih
bersikap hati-hati, misalnya memeriksa kelengkapan dan informasi dari
barang yang hendak dibclinya. Konsep pemikiran ini menjadi tidak
tepat, karcna pada kenyataannya konswmen seringkali tidak
mendapatkan  informasi  yang lengkap tentang preduk  yang
dikonsumsinya dan hanya pelaku usahaiah yang tahu mengenai produk
yang dihasilkannya tersetut.

2. Pelaku usahz memiliki kewajiban untuk sclalu bersikap hati-hati karena
mereka lebih mengetahwi kondisi produknya sendiri, baik sejak proses
produksi hingga pemasarannya kepada konsumen. Konscxucnsi dani
teori ini adalah pelaku usaha harus menanggung kesalahan (liability)
apabila ada produknya yang merugikan konsumen. Dari teori ini
berkembang konsep ganti rugi, dimana produscn harus memberikan

enti rugi jika melakukan kesalzhan dan merugikan konsumen.* Namun
pelaku  usaha  tidak  bisa  dipersalahkan  atau  dimintai
pertanggungjawabannya, jika ternyata mereka telah berbuat hati-hati.
Tanggung jawab ini dikenal sebagai “product liability” (1anggung gugat
produk).

7 Nining Muktamar et al, Berperkaru Secara Mudah, Murah dan Cepal,
Pengenalan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen: Pelajaran dari Uni
Lropa (Jakarta: Piramedia, 2005) him. 2.

b 2 * Happy Susanto, /lak-flak Konsumen Jika Dirugikan (Jakarta: Visimedia, 2008),
m. 29.
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Mengingat hal terscbut diatas terdapat taktor utama yang menjadi
kclemahan konsumen dalam hal kedudukan yang tidak seimbang antara
konsumen dan pelaku usaha, yaitu tingkat kesadaran konsumen akan hak-
haknya yang masih rendah. lal ini teratama dischbabkan oleh rendahnya
pendidikan atau pengetahuan dari konsumen itu sendiri dan kurangnya
sosialisasi peraturan yang melindungi konsumen.

i‘aktor lain yang dapat menycbabkan Kurang tepenuhinya hak-hak
konsumen sebagaimana mestinya aualah karena kesadaran dari pihak pelaku
usaba juga masih belum maksimal dalam memproduksi barang-barang yang
berkualitas sebagaimana yangz sclalu diinginkan konsumen. flal tersebut
pada umumnya terjadi atau dilakukan oleh pelak. usaha yang rendah
pendidikannya, lemahnya keterampilan, keterbatasan modal serta
mempunyai kemampuan yang minimal dalam bidang mancjcrial.

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara
intemasional, sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB,
No. A/KES/39/248 Tabun 1985, tentang Guidelines for Consumers
Protection, yang menyatakan bahwa:

“Taking into account the interests and needs of consumers in all
countries, particularly those in developing countries, recognizing that
consumers ofien facc imbances in economics terms, educational levels,
and bargaining power, and bearing in mind that consumers should have
the right to access to non-hazard-ous products, as well as the right to
promote just, equitable and sustainable economic and social
development.”

Masalah mengenai kedudukan yang tidak seimbang antara
konsumen dan pelaku usaha ini tentunya tidak dapat dibiarkan terus-
menerus berlangsung, karena jelas akan mecnimbulkan kerugian bagi
konsumen yang jug2 pada akhimya akan berdampak pada kerigion dari
pelaku usaha itu sendiri, karena akan ditinggal olch konsumennya. Terlebih

lagi pada masa yang akan datang, dimana konsumen akon semakin kritis

® Dr. Susanti Adi Nugroho, S.11., M.LL, Proses Penyelesaian Sengketa Koasumen

D]ilinjau Dari Hukum Acara Sertu Kendula Impelementasinya, (Jakarta: Kencana, 2008),
him 4.
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dan sclektit” dalam menghonsumsi barang, serta semakin sadar akan hak-
haknya.

Oleh scbab itu. untuk menyeimbangkan kedudukan antara pelaku
usaha dan konsumen. maka dibutubkan perlindungan  hukum  pada
Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen tclah berlaku sccara cfektif terhitung scjak tanggal 20 April 2000
atau satu tzhun sctelah diundangkan, namun setclah sepululi tahun
xeberadaannya masih belum juga dirasakan dengan baik oleh konsumen.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tcntang Perlindungan Konsumen
dimaksudkan agar menjadi iandasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan
lembaga swaday. masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan
konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Bersamaan
dengan undang-undang tersebut, lahir pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1995 tentang Larangan Praktck Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
Kedua undang-undang yang berkaitan erat satu dengan yang lain ini
“terlahir” dengan jarak hanya 36 (tiga pululi cnam) hari saja. Sungguh saat
yang sangat pendek. dibandingkan dengan di negara-negara lain."

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk
mematikan usaha dari para pclaku usaha, akan tetapi justru sebaliknya
perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang
mendorong lahimya pelaku usaha yang tangguh dalam menghadapt
persaingan melalui penvediaan barang dan jasa yang berkualitcs.

Pengembangan suatu standar sclalu terkait dengan perlindungan dan
daya saing. Pertimbanganaya adalah untuk perlindungan konsumen
terhadap kesehatan. keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup yang
dilakukan melalui registrasi produk yang termasuk dalam berbagai
perjanjian internasional, seperti World Tiade Organization (WTO), The
Assaciation of Southeast Asian Nations (ASEAN), Asia Pacific Economic
Cooperation (APEC), ASEAN Frec Trade Arca (AFTA), maupun ASEAN
China Free Trade Area (ACFTA). ltulan sebabnya, Undang-Undang Nomor

' Az. Nasution, /lukum Perlinaungan Konsumen Suatu Pengantar, Cet. 2.
(Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 29.
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7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian WTO, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan
Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional adalah
seri aturan pemerintah yang saling berkait yang menjadi benang merah
perlunya Badan Standardisasi Nasional (BSN) dibentuk.

Keberadaan ACFTA tidak juga nampu mewberikan jaminan
lcgalitas atas produk-produk yang dihasilkannya. Karcna itu, masyarakat
scbagai konsumen harus mewaspadai terhadap maraknya produk-produk
ilegal dari berbagai negara anggota ACFTA yang beredar di pasar nasional.
Jangankan barang dari negara-negara ACFTA, barang-barang dari dalam
negeri pun hingga saat ini masih banyak yang beredar secara ilegal yang
artinya tidak memcnuhi stndar dan prosedur yang berlaku yang bisa
merugikan baik secara ekonomi, kesehatan dan keamanan maupun
keselamatan daripada konsvmen, serta merugikan keuangan negara. Selain
itu pengawasan di lapangan juga masih kurang optimal, karena di masing-
masing wilayah di pelabuiran di negara-negara ASEAN maupun China
masih sangat lemah, schingga masih memungkinkan terjadinya
penyelundupan.

Olch karena itu, masyarakat sebagai konsumen harus bisa
menganiisipasi ketidakseimbangan kedudukan dalam masalah ini, dengan
cara ketika ingin membeli suatu produk barang haruslah memperhatikan
kejelasan dan keterangan atas informasi produknya, baik produk-produk
dari dalam maupun luar negeri.

Konsumen wajib mendapatkan jaminan atas legzlitas produk. seperti
adanya kartu garansi dan tanda-tanda keabsahan produk tersebut. Satu tanda
yang juga bisa dijadikan jaminan bahwa produk itu legal zdalah terdapat
petunjuk atau cara pemakaian yang menggunakan bahasa Indonesia dalam
kemasannya. Karena untuk produk legal, prosedur dan standumya haruslah

disertai dengan petunjuk yang berbahasa Indonesia.
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Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, disecbutkan bahwa hak konsumen adalah:

a. llak atas kenyamanan. kcamanan, dan kesclamatan  dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hlak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa terscbut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi scrta
Jaminan yang dijanjikan;

¢. llak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;

¢. Hak untuk mendapaikan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyclesaian scngketa perlindungan konsumen sccara patut;

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikar konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani sccara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dar/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak scbagaimana mestinya:

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.!!

Berkaitan dengan hak konsumen tersebut di atas, dalam rangka
terciptanya kenyamanan, keamanan, dan keselainatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa, maka konsumen berhak mendapatkan perlindungan
atas barang yang dikonsumsinya. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ientang Perlindungan Konsumen
mengamanatkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang
dipersyzratkan. Hal ini berarti produsen atau pelaku usaha memiliki
kewajiban untuk memenuhi prosedur dan standardisasi dari produk yang
dihasilkannya. Schubungan dengan hal itu, terdapat Peraturan Pemcrintah
Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Dengan adanya
ketentuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran aktif Indonesia

dalam kegiatan standardisasi di tingkat regional dan intermasional.

' Indonesia (a), Unduang-Undang Republik Indunesia tentang Perlindungan
Konsumen, UU No. 8 Tanun 1999, Pasa! 4.
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fsu perlindungan konsumen sangat erat kaitannya dengan parameter
keselamatan, keschatan. dan keamanan konsumen. llal ini berhubungan
dengan pencrapan standar mutu suatu produk yang diproduksi dan
diperdagangkan, serta informasi yang benar, jelas dan jujur terkait dengan
iklan, informasi pada label serta perilaku dalam cara menjual,

Dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen melalui
standardisasi, maka pihak yang berkepentingan dalam standardisasi adalah
konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Pihak-pihak terscbut memiliki
kepentingan yang berbeda akan tetapi inieraksinya yang positif sangat
diperlukan dalam kegiatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan
masyaiakal. Akibatnya standardisasi akan sangat membantu  dalam
menjembatani kepentingan konsumen dan pelaku usaha dengan menetapkan
standar produk yang tcpat, schingga dapat memenuhi kepentingan
konsumen dan mencenminkan aspirasi para pihak yang bersangkutan. Dalam
standardisasi produk harus ditetapkar mara yang dapat dipenuki melalui
standardisasi dan mana yang ditctapken melalui cara lain. dengan tetap
memperhatihan hak-hak dasar konsumen, yaitu keselamatan, mendapatkan
informasi, memilih, dan didengar,

Sebagai pihak yang lemah dalam menghadapi pelaku usaha dengan
produksi barang-barangnya, para konsumen kadang-kadang tidak menyadari
bahwa mereka telah dirugikan karena haknya telah dilanggar. Bahkan dalam
perkembangan masyarakat modem persaingan hasil produksi akan tambah
berkembang dan akan timbul segi negatif yang akan merugikan konsumen.
Memang telah ada usaha dipelbagai bidang untuk memberikan perlindungan
terhadap konsumen, namun belum juga memberikan perlindungan bagi
konsumen.

Oleh karena itu, terhadap setiap produk yang tidak memenuhi
standar wajib, pelaku usaha termasuk didalamnya produsen diberi
kewajiban memberikan kompensasi atau ganti rugi sebagaimana ketentuan
mengenai product liability. Produsen dapat dimintai pertanggungjawaban
untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dimgikan ckibat

mengkonsumsi produk yang dihasilkan atau diperdagangkar. Dengan
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penerapan tanggungjawab ini produsen dianggap bersalah atas terjadinya
kerugian terhadap konsumen, Kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa
kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam hal ini
konsumen perlu berhati-hati dalam menentukan produk mana yang benar-
benar bermutu dan sesuai dengan standar vang dipersyaratkan.

Guna menjamin aspek  keamaran, keschatan, dan keselamatan
konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang beredar dipasar
dalam negeri gari keberadaan ACITA, maka pemerintah melalui Badan
Standardisasi Nasional (BSN) terus berupaya untuk menerapkan Standar
Nasional Indoncsia (SNI) dengan perangkat hukum nasional dibidang
standardisasi. diantaranya dengau adanya Peraturan Pemerintah Nomor 102
Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang menggantikan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 199! tentang Standar Nasional Indonesia.'?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000, kegiatan
standardisasi di Indonesia dikoordinasikan olch BSN. Tugzas pokok dan
fungsi BSN hanya terbatas pada kebijakan dalam perumusan standar dan
sistem penilaian kesesuaian, sedangkan yang menyangkut regulasi teknis
berada dalam kewenangan instansi teknis.

Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pcmerintah Nomor 102 Tahun
2000 tentang Standardisasi Nasional, disebutkan bahwa standardiasi
ansional bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen
pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk kesclamatan,
keamanan, maupun pelestarian lingkungan hidup serta untuk membantu
kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan yang sehat dalam
pcrdagangan.IJ

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan SNI menurut Undang-
Jndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal

29 tentang pembinazn dan Pasal 30 tentang pengawasan. Berdasarkan

12 «Standar Nasional Indoncsia Award”, Majalair 7era, Edisi Perdena, (Jakarta:
Oktober, 2006), him. 11.

" Indonesia (b), Peraturan Pemerintah tentang Stondardisasi Nasional, PP No.
102 Tahun 2900, Pasal 3.
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ketentuan terscbut, maka diharapkan dapat mendukung serta menjamin
pelaksanaan SNI

Standardisasi. yang dalam kontcks lain discbut scbagai standar dan
penilaian  kesesvaian  (standards  and  conformity  assessment),  dapat
berfungsi scbagai alat kontrol teknis dalam melindungi kepentingan
domestik. Standardisasi dapat dipergunakan scbagai persyaratan spesifinasi
minimum yang harus dipenuhi oleh produk inipor untuk memasuki pasar
domestik, sckaligus berfungsi scbagai alat perlindungan  konsumen,
Khususnya bagi produk-produk yang menyangkut keschatan, kcamanan,
keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkunzan hidup.

Peran standardisasi menjadi semakin nyala sctelah liberalisasi dalam
perdagangan menjadi bagian yang tak terhindarkan dari pcrkembangan
perekonomian dunia. Dalam era perdagangan bebas seperti ACFTA, maka
BSN menjadi lembaga harapan bagi banyak pihak untuk melindungi
produk-produk dalam negeri. BSN Sebagai lembaga yang bertugas
menetapkan SNI, maka peran BSN terasa semakin penting. Di era
perdagangan dunia yang kizn mengglobal penerapan standar produk sudah
menjadi hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi, begitu juga deagan kesadaran
konsumen yang semakin tinggi. Mereka akan terus menuntut haknya, yakni
meminta pelaku usaha agar terus menerapkan standar produk yang aman
bagi mereka. Tak hanya itu perkembangan teknologi juga mengharuskan
setiap produk yang dipasarkan memenuhi standar yang sesuai dengan
keinginan pasar.

BSN dikarapkan dapat meninukatkan kincrjanya terutama dalam
memfasilitasi investasi dan perdagangan dengan kompetisi yang sehat
dalam mendorong industri untuk menghasilkan produk nasional dengan
standar yang kompetitif di pasar domestik maupun pasar global dan juga
melindungi konsurien dari jaminan atas standar produk yang berasal daii
dalam dan luar negeii. SNI, menjadi basis utama kerja BSN dan lembaga
“penangkal” dari masuknya produk-produk impcr ke Indonesia khususnya
dalam menghadapi ACFTA melalui produk bertanda SNI. Sebab, penerapan

SMI dapat mendorong terciptanya suatu produk yang berkualitas baik,
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kompetitif dan ketersediaan atau rantai pasok. Peran lain dari BSN dalam
menghadapi ACFTA adalah mcmastikan ketersediaan SNI yang terkait
dengan produk ACFTA, informasi Ketersediaan Lembaga Penilaian
Kescsuaian (LPK), serta fasilitasi penyiapan, notifikasi dan implementasi
regulasi teknis berbasis SNI. tlal inilah yang menjadi faktor penguat
cksistensi dari BSN.

Langkah-langkah yang bharus ditempuh oleh BSN meliputi
penguatan dan peningkatan peran  institusi  yang bertanggungjarab
mclakukan pengujian standar  dan  pencrbitan  sertifikasi, tcrmasuk
peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. Memperkuat
infrastruktur pendukung (smana dan prasarana) yang diperlukan untuk
meningkatkan kapasitas institusi yang melakukan pengujian dan peucerbitan
standar. Pembenahan organisasi melalui peningkatan koordinasi diantara
instansi yang melakukan pengujian dan scrtifikasi standar nasional
Indonesia.  sehingga tegadi sinergi dalam pelaksanaan pengujian dan
penerbitan sertifikasi standar. Serta peningkatan pengawasan teihadap
pencrapan standar baik pengawasan di border maupun pengawasan
peredaran barang yang wajib menerapkan standar. Dan menrerbitkan
panduan SNI sebagai kebijakan hambatan nontarif (nontarifl barrier policy).
Langkah ini merupakan upaya untuk menganiisipasi dampak berbagai

kesepakatan kawasan perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia.

Keberadazn dari ACFTA tidak bisa dihindari lagi, meskipun
pemerintah berupaya untuk menunda pelaksanaanaya pada beberapa sekipr
industri. Pemerintah melzlui Kementerian Pcrdagangan telah meangirim
notifikasi ke Sekretariat ASEAN yang meminta 15 {lima belas) scktor
industri yang dimintai pcnangguhan. Scktor teisebu! yakni, tekstil dan
produk tekstil, makanan dan minuman, peirokimia, alat-alat dan mesin hasil
pertanian, alas kaki, sintetik fiber, elektronika, kabel dan peralatan listrik,
industri permesinan, besi dan baja, industii komponen manufaktur otomotif,
kosmetik dan jamu, mcbel dan fumiture, ban, seria jasa konstruksi atau

Engineering Procurement Construction (EPC).
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Meskipun  pemerintah  teluh - meminta penangguhan  terhadap
pelaksanaan ACIFTA, Dalam  ketentuan Pasal 14 Perjanjian ACFTA
memungkinkan adanya amandemen ukan tetapi permintaan tersebut harus
discpakati oleh scluruh pihak yang terikat dalam perjanjian ACEFTA.
Negosiasi yang dilakukan Pemerintah atas pemberlakuan ACFTA tidak
anan mengubah Kkeberlakvan perjanjian internasional tersebut. Karena
kalaupun China sctuju atas usul indonesia, pembatalan perjanjian tak
mungkin dilakukan jika negara anggota ASEAN lainnya tidak setuju.

Menunjuk pada kctentuan Pasal 14 kerangka kerja perjanjian
ACFTA yang mengatur soal amandemen. Rumusannya: “The provisions of
this Agreement may be modified through amendments mutually agreed upon
in writing by the Parties”. Dalam rumusan berbeda bermakna sama, Pasal
19 perjanjian ACFTA menegaskan: “This Agreement may be amended by
the mutual written consent of the Parties”. Jadi, untuk membatalkan
rerjanjian bukan saja harus ada kesepakatan scluruh pihak, tetapi juga
hesepakatan itu harus dalam bentui tertulis.

Dengan demik:ian, pemerintah harus menyiapkan diri dengan sebaik.-
baiknya karena cepat atau lambat semua negara akan menghadapi era pasar
hebas. Akan tetapi paling tidak yang sckarang bisa dilakukan olch
pemerintah adalan antara lain mendorong BSN untuk mecncrapkan tanda
SNi pada produk-produk asal China terscbut. Karena SNI adalah satu-
satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Hal ini perlu
dilakukan dalam rangka menjaga mutu dan kualitas barang-barang yang
akan masuk serta melindungi konsumen dari produk yang membahayakan
keselamatan, keamanan, dan keschatan konsumen.

Pemerintah juga sangat berperan untuk melakukan pengawasan
kualitas dan keamanan produk, kehalalan, serta penerapan standardisasi.
SNI hanya salah satu yang termasuk dalam syarat percdaran barang.
Standardisasi yang akan diwajibkan didasarkan atas mutu, kcamanan,
kesehatan, perlindungan lingkungan. Ini penting agar konsumen mengetahui
mutu barang yang akan dibeli. Standardisasi juga diberlakukan terhadap

label, termasuk kelengkapan informasi dan bahasa. Produk yang masuk ke
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pasar Indonesia, tulisan di fvoclnya harus berbahasa Indonesia, ini penting
untuk melindungi konsumen, mengingat tidak semua konsumen memahami
bahasa asing. Sebenamya ketentuan ini lebih menguntungkan industri dalam
negeri karena sudah pasti bisa memenuhinya.

Mengingat pentingnya peran standardisasi di masa Kini dan masa
yang akan datang terutama terhadap berlakunya ACFTA, maka diperlukan
svatu sistem yang dapat dipakui sebagai lundasan dalam menciptakan
Kebijakan program pengemvangan standardisasi nasional di Indonesia.
Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka penulis mencoba melakukan
penulisan tesis  dengan  mengambil judul: “PEKANAN BADAN
STANDARDISAS] NASIONAL DALAM UPAYA MELINDUNGI

KONSUMEN TERHADAP BERLAKUNYA ASEAN - CHINA FREE
TRADE AGREEMENT (ACFTA)".

B. Perumusan Masalah

Kepercayaan dan keyakinan konsumen untuk memperoleh kualiws
tertentu apabila membeli barang dan/atau jasa yang mematuhi standar,
benar-benar merupakan alat ukur bagi produsen yang bersangkutan untuk
mengembangkan usahanya dalam iklim persaingan yang kian kompetitif,

Berkaitan dengan keberadaan ACFTA, SNI mempunyai peian strategis

untuk merjamin terhadap hak-hak konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan permasalahan yang
menjadi objek penulisan dalam penclitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan mengenai standardisasi menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kensumen dan menurut
Peraturan Pemecrintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi
Nasional sudah cukup melindungi hak-hak kcnsumen?

2. Bagaimana peranan Badan Standardisasi Masional dalam upaya
melindungi konsumen terhadap berlakunya ACFTA?

3. Upaya yang dilakukan olch Badan Standardisasi dalam upaya
melindungi konsumen terhadap berlakunya ACFTA?
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C. Tujuan Penclitian

Berdasarhan perumusan pohok permasalahan di atas, maka tujuan
yang ingin dicapar dalam penelition ini adalah untuk  mendapatkan
pengetahuan empiris yang mendasari pembahasan permasalaban yang ada
serta untuk memperoleh data-data gura menjawab permasalahan yang ada.
yaiu.

I. Untuk meagetahui secara ringkas ketentuan mengenai  standardisasi
menurut Undang-Unoang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 102 ‘Tahun 2000
tentang Standardisasi Nasional, apakah suduh cukup untuk melindungi
hak-hak .onsumen.

2. Untuk mengetahui peranan Badan Standardisasi Nasional dalam upaya
memberikan perlindungan bagi konsumen melalui SNI  terhadap
ACFTA.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Standardisasi
Nasional dalam menjamin pelaksanaan SNi terhadap barang dan negara
peserta ACFTA.

D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan atau manfaat dari penclitian ini dibarapkan mempunyai
implikasi untuk:
1. Manfaat Teoritis
Diharankan dapat mengembangkan konsep SNI dalam upaya
perlindungan konsumen dalam menghadapi ACFTA.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dibarapkan dapat membcerikan sumbangan pemikiran
mengenai upaya pemberian perlindungan yang maksimal bagi koasumen
terkait dengan dilaksanakannya ACFTA melalui analisis pencrapan SNI

terhadap produk negara-negara ACFTA.
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E. Mctode Penelitian
Di dalam penulisan iri dinerlukan adanya suatu penelitian, yaitu
kegiatan yang dilakukan untvk mencari diva-data dan fakta-fakta yang
mendukung. schingga dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. 1al ini
disebabkan oleh karena penelitian  bertujuan untuk  mengungkapkan
kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses
penclitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang tclah
dikumpulkan dan diolah."* Soerjono Sockanto berpendapat bahwa penelitian
hukum dapa: dibagi dalam tiga bagian, yaitu:'?
1. Peneltian Hukum Normatif, yang terdiri dari:
a. penelitian terhadap asas-asas hukum;
b. penclitian terhadap sistematika hukum;
c. penelitian terhadap sinkronisasi hukum;
d. penelitian sejarah hukum; dan
e penelitian perbandingan hukum.
2. Denclitian Hukum Sosiologis atau Empiris, yang terdiri dari:
a. penclitian terhadap identifikasi bikum;
b. penelitian terhadap efektivitas hukum.
Adapun uraian mengenai metode penclitian yang akan digunakan
olch penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum
normatif (normative legai research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan
cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang beriaku atau ditcrapkan
terhadap suatu permasalahan hukum tertentu Penelitian hukum normatif

seringkali disebut dengan penelitian hukum doklrinal, yaitn penelitian yang

' Soerjorio Sockanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Sirigkat, (Jakanta: Rajawali Press, 1995), him. .

15 Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia (UI-Press), 1986), him 49.
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obyck kajtannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan
nustaka.'®
Kemudian berdasarkan tipe penclitian yang digunakan adalah tipe
penclitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah tipe
penclitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendckatan tersebut
melakukan pengkajian peraturan perundang-vundangan yang berhubungan
denga tema sentral penclitian. Sclain it juga digenakan pendckatan lain
yang diperlukan guna memperjelas analisis tlmiah yang diperiukan dalam
penclitian  normatil.  Pendekatan terscbut adalah konsep (conceptual
anproach), dan pendekatan Kasus (case approach)."’
Berikut ini adalah penjelasan dari penulis tcrhadap pendekatan-
pendekatan yang akan digunakan dalam penslitian ini, yaitu:
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Regulatory Approzach)

Suatu penelitian normatif tentu haruslah menggunakan nendekatan
perundang-undangan, karena vang akan diteliti adalah berbagai aturan
hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalain suatu
penelitian. Untuk itv penulis harus melihat hukum sebagai suatu sistem
tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:

1) Comprehensive. artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya
terkait antara satu dengan lain secara logis.

2) All-inclusive, bahwa kumpulan norma hukum terscbut cukup mampu
menunjang permasalahan hukum yang ada, schingga tidak akan ada
kekurangan hukum.

3) Systematic, bahwa disamping berkaitan diantara satu dengan yang

lain, norma-norma hukum ferscbut juga tersusun secara hierarkis.

'* Sarjono dan Abdurahman, Metode Penelitian Ihukum, (Jakarta: Rhincka Cipta,
2003), hlm, 55.

" Bambang Sungyono, Aetodologi Penclitiun Iukum, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002, him. 105-106.
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Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak
yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam svatau bidang studi yang
Kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari
hal-hal yang parikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah
memunculkan obyck-obyek yang menarik perhatian dari sudut pandang
praklis, nengetahuan dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut,
konsep-konsen  berhasil  menggabungkan kata-kata dengan  ohyck
tertentu. Penggabungan memungkinkan ditentukannya arti kata-kata
secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.'®
Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendckatan  kasus (case approach) dalam penelitian normatif
bertuyjuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah
hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam penclitian
normatif. kasus-kasvs dipelajari vatuk memperolch gambaran terhadap
dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik

hukum, serta menggunakai hasil analisisnya urtuk bahan masukan

(input) dalam eksplanasi hukum.

2. Sumber data

Dalam penclitian pada umumnya dibedakan antara data yang

diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka.

Yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang

diperolch dari bahan pustakaan diramakan data sekunder."

a. Data sekunder, dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang menmpunyai
kekuatan mengihat, yang terdiri dari:
a) Norma dasar Pancasila;

b) Peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945;

'8 Ibid, him. 296.

" Op. Cit., Soerjono Soekanto dan $ri Mamudii, him. 12.
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¢) Peraturan perundang-undangan:

d) Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan:
¢) Junisprudensi:

) Traktat.

2) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang tidak
mempunyai kekuatan mengikat dan hanya berfungsi sebagai penjelas
dari bahan hukum pritaer, yang terdin dari:

a) Rancangan perundang-undangan;
b) Hasil karya ihmiah para sarjana;
¢) Hasil penelitian.

3) Bahan hukum iciiicr, yaitu bahan hukum yang memberikan
informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukumi sckunder,
yang terdiri dari:

a) Kamus Hukum (Black Law Dictionary);
b) Kamus Umum Bahasa Indonesia;

¢) Kamus Perdagangan Internasional.

b. Data primer, yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang

R]

-~

berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata.

Tehnik Pergumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan

melalui cara-cara sebagai berikut:

a.

Dokumenter

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan mendokumendasikan
data sckunder, vang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yzitu
mencari dan menginventarisir berbagai data sekunder yang berkaitan
dengan penelitian ini.

Wawancara

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang berwujud
tindakan-tindakan dan pemyataan langsung dari beberapa subyck
wawancara atau pihak terkait. Di dalam penelitian mi, penulis tidak

menggunakan metode ini karcna subyek penelitian  seharusnya
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ditentuhan  menurut  hebutuhan dan kepentingan  penclitian untuk
mendapatkan  atau  memperolch  sumber  yang  dapat  dipercaya
kebenarunnya berdasarkan luasan atau cakupan materi dari tujuan

penulisan.

Tchnik Penyajian Data

Data yang dipcrolch akan disajikan secara deskriptif dalam bentuk
wiaian yang disusun sccara sistematis. Sistematis disini diartikan scbagai
keseluruhan data sckunder yang diperoleh akan dihubungkan satu
dengan yang lainnya dan discsuaikan dengan pohok penma<alahan yang

ditcliti, sehingga merupakan satu kesatvan yang utub.

Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang
lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data vang diperoleh
dianalisa secara nomatif kualitatif, yakni dengan menjabarkan dan
menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori-tenri, maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan deongan  pokok

permasalahan.

Kerangka Konsepsional

Dalam kerangka konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini

terdapat definisi operasional yang perlu dipahami agar penclitian ini mudah

dimengerti, yaitu antara lain :

Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan/jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri scndiri, keluarga,
orang lain. maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan.?’

% Indonesia (a), Opcit,, Pasal 1 ayat (2).
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1

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
kepastian  hukum untuh  memberikan  perlindungan  hepada
konsumen.*!

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perscorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudunan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
lukum negara Republik Indonesia, baik sendiri mavpun bersama-
sama meclalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai
hidang ckonom.”

4.  Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak benwvujud,
baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak
dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan, atau dimanfaatkan olch konsumen.”

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi
yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh
konsumen.*

6.  Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yany dibakukan disusun

termasuk tata cara dan mctode yang disusun berdasarkan kensensus

semua pihak yang terkait dengan mempcrlihatkan syarat-syarat
keselamaran, keamanan, kesehatan, lingkurgan hidup, perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan
masa kini dan niasa yang akan datang cntuk memperoleh manfaat

yang sebesar-besarnya.”®

3 fbid, Pasal 1 ayat (1).
2 1bid.,, Pasal 1 ayat (3).
B tbid, Pasal 1 ayat (4).
M 1bid., Pasal 1 ayat (5).

* Indonesia (b), Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi Nasional, Op. Cii.,
Pasal 1 ayat (1).
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7.  Siandardisasi adalah proses mesumuskan, menetapkan, mencrapkan
dan merevisi standar, yang dilaksanakan sccara tertib dan bekerjasama
semua pihak ™

8. Standar Nasional Indonesia (SNI1) adalah standar yang ditciapkan oleh
Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.”’

9.  Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah Badan yang membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pengembanpan dan pembinaan
dibidang standardisasi sestai dengan pengaturan perundang-undangan

yang berlaku

G. Sistematika Penulisan

Dalam usaha untuk membahas dan memahami suatu bidang hukum
sebagai ilmu pengetahuan, perlu mengetahui terlebih dahulu peraturan
hukum yang bersifat umum. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dalam
penulisan tesis ini akan disusun sccara  sistematis, cchingga
permasalahannya akan dapat semakin jelas, terarch dan mudah dimengerti.

Sistematika mempunyai pengertian sebagai unitan-urutar yang
teratur dari unsur-unsur yang merupakan <uatu  kebulatan. Untuk
memudahkan pcmbahasan, maka diperlukan suatu sistematika penulisan
yang disusun dalam 5 bab yang garis besarnya adalah scbagai berikut:

Bab | mengenai pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penclitian, kegunaan
penclitian, metode penclitian, kerangka konsepsional, dan sistcmatika
penulisan.

BAB II mengenai tinjauan umum tentang standardisasi. Dalar: bab
ini pcnulis akan membahas mengenai pengaiuran mengenai standardisasi
terkait dengan upaya perlindungan konsumen menurut Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menurut

3 1bid,, Pasal 1 ayat 2).
 1bid,, Pasal | ayat (3).
* Ibid, Pasal | ayat {17).
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Pcraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang  Standardisasi
Nasional.

Bab 1l mengenai peranan Badan Standardisasi Nasional dalam
upaya melindungi konsumen terhadap berlakunya ACFTA. Dalam bab ini
penulis akan mcmbahas mengenai tinjauan singkat mengenai ACFTA,
Badan Standardisasi Nasional, dan peranan Badan Standardisasi Nasional
terhadap berlakunya ACFTA.

Bab 1V mengenai upaya yang dilakukan 13adan Standardisasi
Nasional dalam melindungi konsumen terhadap berlakunya ACFTA. Dalam
bab ini penulis akan menguraikan tentang dampak diberlakukannya ACFTA
dan upaya upaya yang dilakukan Badun Standardisasi Nasional dalam
melindungi konsumen terhadap berlakunya ACFTA.

Bab V mengenai penutup. Dalam bab yang terakhir ini akan

dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran.
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BAB
TINJAUAN UMUM TENTANG STANDARDISASI

A. Pengaturan Mengenai Standardisasi Menurut Undang-Undang Nomor 8 ‘Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen

Pentingnya mengenai petlindungan Kkonsumen semakin  marak dibicarakan dan
pcimasalahan ini tidak akan peinah habis dan akan selalu menjadi perbincangan di masyarakat.
Hal ini didasan karena sctiap konsumer sclalu memerlukan produk yang berupa barang dan/atau
jasa yang aman bagi keselainatan dan kesehatan tubuh, serta keamanan bagi jiwa manusia. Dan
untuX menjamin hai-hal tersebut, maka diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang menjamin
syarat-syaral aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia yang harus dilengkapi
dengan informasi yang benar, jujur, dan bertanggung jawab.

Pengaturan mengenai pe:lindungar konsumcn di Indonesia terdapat dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tenwng Pe:lindungan Korsumen yang dijadikan sebagai “wumbrella
act” dan mulai diberlakukar pada tanggal 20 April 2000. Sedangkan pengaturan lain diluar
undang-undang tersebut disebut peraturan sektoral, seperti terscbut dalam penjelasan umum
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, discbutkan antara lain: Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli ¢an Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaian, Undang-undang Nomor 23 Tahur 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undarg Nomior
23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan lain sebagainya.

Menurut ketentuan Pasal | butir 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. yang dimaksud dengan perlindungan korsumen adalah *“Segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikun perlindungan kepada konsumen”.
Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperolch atau
menentukan pihhannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahanian atau

membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penycdia kebutuhan konsumen
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tennebut.’ Atau dengan kata lain, kepastian hukum bagi konsumen adalah dalamy memperoleh,

memakai, menggunakan  dan/atau memanfaatkan  barang  dan/atau jasa untuk  kebutuhan

hidupnya.

Sctiap transaksi khususnya transaksi konsumen atau jual beli aken selalu mehbatkan

lebih dan satu pibhak. pihak tersebut adalah konsumen dan pelaku usaha. Scbelum mengkaji

mengenai pengaturan tentang standardisasi menurut 'Indang-undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, hendaknya perlu dipabami terlebih  dahulu  mengenai

pengaturan tentang konsumen dan pelaku usaha dalam undang-undang tersebut, yakni:

. Asas dan tujuan perlindungan konsumen

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, bahwa “Perlindungan konsumcn berasaskan manfaat, keadilan, kescimbangan,

keamanan dan keselamatan konsumen, scria kepastian hukum”. Dalam penjelasan Pasal 2

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, discbutkan bahwa

“Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan S (lima) asas

yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1.

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa sesgala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-becarnya
bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapai diwujudkan secarc
mzksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha dan pemenntah dalam arte materiil ataupun spiritual.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan
atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakatan dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati
hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta
negara menjamin kepastian hukum.

Sedangkar yang menjadi tujuan dari perlindungan konsumen seperti terscbut Pasal 3

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai

berikut:

a.

meningkatkar kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

' Az Nasution (@), Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, (Jumal Tercpong, Mei 2003), Masyarakat

Pemantau Peradilan Indonesia, him. 6-7.
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b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dart ekses
negatif pemakaian barang dan/atan jasa;

¢. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-
haknya sebagai konsumen;

menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen.
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

meningkatkan Kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi
barang dan/atau jasa, keschatan, kenyamanarn, kezmanan, dan keselamatan konsumen.

Pengertian konsumen, hak dan kewajibannya

Di dalam prakteknya konsnmen mempunyai banyak pengertian. Hal ini disebabkan
banyaknya pendapat yang berbeda tentang konsumen itu sendiri. Mulai dari Undang-undang
Perlindungan Konsumen hingga pendapat para ahli. Karena banyaknya perbedaan pendapat
tersebut. maka dalam bab ini penulis mencoba untuk menjabarkan pengertian konsumen yang
ditinjau dari berbagai sumber.

“istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau

consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer alau consument itu tergantung

dalam posisi mana ia berada™

Black’s law Dictionary menyvebutkan bahwa consizmer adalah individuals who purchase,
use, maintain and dispose of product and service atau mercka yang memiliki, memakai,
memclihara, dan menghabiskan produk dan jasa.” Sedangkan Kamnus Bahosa Inggris-
Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.! Dan menurut Az
Nasution, pengertian kosumen adalah: “Sctiap orang yang mendapatkan secara sah dan
menggunakan barang dan/atau jasa untuk kegunaan tertentu™. ® Namun secara harfiah, arti
kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Sedangkan menvrut ilmu ckonomi, pengertian konsumen dapat terbagi menjadi tiga
bagian besar, yaitu:

a. konsumen dalam arti umum
adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.

? Az. Nasution (b), Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakaria: Diadit Media, 2002), hlm.

* 11C Black’s law Dictjonary, Sth cd, st Paul Minnesota West Publ'shmﬁm%} him. 166. Dalam pengcrtian

rsebut dapal disimpulkan bahwarzonsumcn hanyalah orang pemakzi akhir suatu produk barang dan jasa.
arang dan jasa terscbut akan dikonsumsi sendiri dan tidak akan dijual belikan iagi.

Im 186 ! John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1989),

3 Az. Nasution (), Konsumen dan Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar llarapan, 1995), him.69.
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konsumen antara

adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi
menjadi barang dan/atau jasa lain atau untuk diperdaganghan kembali dengan tujuan
komersil.

konsumen akhir

adalah pemakai. pengguna dan/atau pemanfaat borang dan/atau jasa Konsumcen untuk
memenuhi kebutuhan diri sendiri. keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk
diperdagangkan keianbali,

Yang dimaksud dengan konsumen akhir disini adalah “orang alami bukanlah badan
hukum, sebab yang dapat memakai. mcnggunakan dan/atau memanfaatkan barang
dan/atau jasa tersebut untuk memenuli kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.®

Sclain dari pengertian di atas, dalam hukum positif pun dapat ditemukan beberzpa

pengertian konsumen yang digenakan dalam berbagai istilah. Diantaranya s=bagai berikut:

1.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan

Undang-undang ini tidak menggunakan istilah konsumen untuk pemakai, pengguna

barang dan/atau pemanfaat jusa kesehatan, melainkan menggunakan berbagai istilah lain,

diantaranya adalah istilah setian orang dan istilah masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUIHPerdata)

Daiam undang-undang ini terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan antara lain

istilah pembeli (Pasal 1460, 1513, dst. Jo. Pasal 1457), penyewa (Pasal 1550 dst. Jo.

Pasal 1548), penerima hibah (Pasal 1670 dst. Jo. Pasal 1666), peminjam pakai (Pasal

1743 jo Pasai 1470), peminjam (Pasal 1744) dan sebagainya. Scdang dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ditemukan istilah tertanggung (Pasal 246 dst.
KUHD), penumparg (Pasal 393, 394, dst. Jo. Pasal 341).

Pembeli barang dan/atau jasa, penyewa, penerima hibah, peminjam pakai, peminjam,
tertanggung, atau penumpang, pada satu sisi dapat merupakan konsumen (akhir) tetapi
pada sisi lain dapat diartikan scbagai pelaku usaha. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah
Agung, pengertian khalayak ramai dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 1961,
ditafsirkan sebagai konsumen.

Studi bersifat akademis, dan bertujuan mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu
peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Dalam naskah-naskah

akademik dan/awau berbagai naskah pembahasan rancangan peraturan perundang-

¢ Az. Nasution (b), Op. Cit., hlm. 13.
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undangan, cukup banyak yang termasuk dalam lingkup perlindungan konsumen. Salah

satu dari naskah-naskah akademik terscbut adalah naskah akademis yang dipensiapkan

oleh Fakultas ITlukum Universitas  Indonesia  bekerjasama  dengan Departemen

Perdagangan Republik Indonesia, yang berbunyi: Konsumen adalah sctiap orang atau

keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai don tidak untuk diperdagangkan.

Dan beberapa butir di atas, terlihat beberapa hal tentang pengertian konsumen, yaitu:

a. Konsumen dapat terdiri dari mercka yang menggunakan barang atau jasa untuk tujuan
membuat barang atav jasa lain, atau diperdagangkan kembali (untuk tujuan komersial).
Mereka ini discbut scbagai konsumen antara.

b. Konsumen dapat pula terdini dari mercka yang menggunakan produk akhir untuk tujuan
memenuhi kcbutuhan hidup mereka, keluarganya, danatau rumah tangga (scbagai
konsumen akhir dan untuk tujuan non-komersial). Mercka ini discbut sebagai konsumen
akhir.”

Daiam peraturan perundang-undangan di Indonesia istilah konsumen sebagai definisi
yuridis formal dapat ditemukan pada Undang-undang Nomor 8§ Tahun 1999 tentang
Periindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pada Pasal 1 butir 2,
butwa pengertian “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
terscdia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendin, keluarga, orang lain, maupun
makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan™.

Pada dasamnya jika berbicara mengenai hak dan kewajiban, maka harus kembali merujuk
pada kctentuan undang-undang. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, menurut ketentuan hukum perdata selain dibentuk oleh pembuat undang-undang
(legislatif), juga dapat dilahirkan dari pepanjian antara pihak-pihak yang berhubungan
hukum. Baik perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak maupun menurut undang-
undang, keduanya membuat perikatan diantara para pihak yang membuatnya. Dan perikatan
tersebutlah yaiig merentukan hak-hak dan kewajibzﬁ-kewajiban yang harus dilakukan atau
yang tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam perikatan.

Konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan timbal-balik, kewajiban konsumen
merupakan hak pelaku usaha dan kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumea. Apabila
keseimbangan hubungan tersebut terganggu, maka akan mengakibatkan kerugian baik

materiil maupun immateriil bagi kedua belah pihak. terutama konsumen yang dalam hal ini

7 Ibid., him. 4.
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umumnyu lebih lemah  kedudukan atau  posisinya terutama  dalam  hal daya tawar
dibandingkan dengan pelaku usaha.

Menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang
Perlindungan Konsumen (Guidelines For Consumer Protection) Bagian 1l (General
Principles) Angka 3. dirumuskan berbagai kepentingan konsumen yang dilindungi dan
meliputi:

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap keschatan dan keamanan;,

b. Promosi dan perlindungan dari kepentingan ckonomi sosial konsumen;

c¢. Terscdianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan
mereka melakukan pilihan yang tepat scsuai kehendak dan kebutuhan pribadi;

d. Pendidikan konsumen;

Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;,

f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumer. atau organisasi lainnya yang relevan
dan memberikan kesepakatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan
pendapastnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan
mereka.

o

Selain itu, Presiden Amerika Serikat, J.F. Kenncdy, dalam pidato kenegaraannya
“consumers message” dihadapan kongres (DPR) Amerika Scrikat pada bulan Maret 1962
juga menyebutian tentang hak-hak konsumen yang kemudian dikenal sebagai Consumer Bill
Of Rights, yang terdirni dari:

Hak keamanan (the right 1o safety);

Hak informasi (the right to be informed);
Hak memilih (the righi to choose),

Hak untuk didengar (the right to be heard).’

BN

Empat dasar hak tersebut diakui secara intemasional dan dalam perkembangannya,
organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International Organization of
Corisumers Union (IOUC) menambahkan lagi beberapa hak, yaitu hak uniuk memperolch
kebutuhan hidup, mendapatkan pendidikan konsumen. hak mendapatkan ganu kerugian, dan
hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan schat.'® Namun tidak semua organisasi
konsumen menerima pcnambahan hak-hak tersebut, karena mereka bebas untuk menerima

semua atau sebagian.

Pustaka G 'ﬁ‘l}mf)ilogg)r:lh(li;n %tfggtvan Widjaya, /{ukum Tentang lerlindungan Konsumen, (Jakana: PT. Gramedia

1Az Nasution (b), Op.Cit., him. 159.

hm. 3; Celina Tri Siwi Knistiyanti, SJ1., M.H., Hukum Periindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
28
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Sclanjutnya salah satu organisasi konsumen di Indonesia Yavasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) memberikan perumusan tentang hak-hak konsumen yang discbut scbagai
“panca hak konsumen™, yaitu terdiri dari:

11ak keamanan dan keselamatan,

l.

2. Hak informasi.

3. 1ak memilih.

4. [ak untuk didengar.

5. Hak atas lingkungan hidup."

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya
mencantumkan hak-hak dan kewajibasi-kewajiban dar konsumen, melainkan juga hak-hak
dan kewajiban-kewajiban dari peluku usaha. Adapun yang menjadi hak-hak konsumen yang
diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tertang Perlindungan Konsumen
scbagai berikut:

Hak Konsumen adalah:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamaan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa;

b. Hck untuk memilin barang can/atau jasa scrta mendapatkan barang dan/atau jasa terscbut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaininan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang beuar, jelas, dan jujur mengenai kondis! dan jaminar barang
dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas berang dan/atau j2sa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyeclesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi barang dan/atau jasa penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang ditenima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak scbagaimana
mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam ketentuan huruf i Pasal tersebut diatas. masih ada hak-hak yang timbul dalam
praktek, antara lain hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimara disebutkan dalam
ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik

dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia setiap orang mempunyai hak atas

lingkungan yang baik dan sehat”."2

"' Az Nasution (b), Op.Cir., him. 160.

Tahun 20'8&!1&::&5% g’grt]:(i:f-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32
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Ilah hensumen selain yang diatur dalam ketentan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8
Fahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. juga terdapat dalamy hetentuan Pasal 7
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu mengenal
kewajiban pelaku usaha, hal ini dapat pula dilihat scbagai hak konsumen karena kewayiban
dan hak merupakan hal yang berkaitan dalam hukum

Dalam hal ini jika hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 butir ¢ yang meayatakan
bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengendi kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa, anabila dikaitkan dengan Pasal 7 butir b yang menyatakan
bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai xondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan. maka jelas terlihat bahwa peluku usaha menjunjung hak-hak
konsumen bukannya hanya sekcdar dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan
jujur, melainkan juga memberikan penjclasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen.

Selain itu berbagai ketentuar mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang
terdapat pada ketentuan Bab 1V Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, dan tanggungjawab pelaku usaha yang terdapat dalam Bab Vi Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kornsumen juga dapat dilihat sebagai hak
konsumen.

Dengan disediakannya sarana hukum yang menegaskan mengenai hak-hak konsumen,
maka diharapkan dapat membantu konsumcn dan menyclesaikan suatu permasalahan yang
berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Sclain memperoleh hak-hak tersebut, sebagai imbangan konsumcn juga mempunyai
kewajiban seperti yang diatur pada Pasal § Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Adapun yang menjadi kewajiban konsumen adalaly:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang Jan/atau jasa.

c. Fembayaran sesuai dengan nilai tukar yang discpakat..

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan Konsumen secara patut.

Adanya kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan

prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi kcamanan dan keselamatan
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mecrupakan hal penting mendapat pengaturan. Pentingnya kewajiban ini dikarenakan
seringnya pelaku usaha telah menyampatkan peringatan secara jelas pada label dari suatu
produknya, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.
Misalnya untuk penggunaan obat-obatan dari dokter atau berdasarkan ctiket produk terscbut
telah diberikan instruksi bahwa pemakaiannya nanya dalam dosis lertentu, namun konsumen
sendiri yang tidak mematuhi instruksi tersebut. Dengan pengaturan  kewajiban int,
memberikan  konsckuensi  turhadap pelaku usaha yang tidak  bertanggungjawab, jika
konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.”?

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembclian
barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disecbabkan karcna bagi korsumen, hemungkinan
untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku
usaha atau terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai scjak barang dirancang atau
diproduksi olch pelaku usaha. ™

K.ewajiban konsumen untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan
pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian. Dalam ketentuan
Pasal 1457 KUIiPerdata. dinyatakan persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua
kewajiban yaitu:

1. Kewujiban pihak penjual untuk menycrahkan barang yang akan dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang vang akan dibeli kepada
penjual.

Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dan Pasal 1473 KUHPerdata.
yaitu penjual wajib menegaskan dengan jelas untuk apa ia mengikat din dalam persetujuan
jual beli. Kemudian lebih lanjut pasal tersebut memberikan suatu interpretasi bahwa segala
sesuatu yang kurang jelas dalam persetujuan jual beli atau yang mengandung pengertian
kembar harus diartikan scoagai maksud yang merugikan bagi pihak penjual. Pada dasamya
kewajiban penjual menurut Pasal 1474 KUHPerdata terdin dan dua, yaitu:

a. kewajiban penjual uniuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.

'3 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. I, (Jakantz: PT. Raja Grafindo
>rsada, 2004), him. 48,

" 1bid., him. 49,
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b. kewajiban penjual untuh membernt portanggungan atau jaminan (vrijwanng). bahwa
barang yang dyual tidah mempunyai sangkutan apapun, bath yang berupa tuntutan
maupuns pembebanan

Kewajiban yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban Konsumen
mengikuti upaya penyelesaian hukum  sengketa  perlindungan konsumen  secara  patut.
Kewajiban ini dianggap scbagai hal baru. sebab schelum diundangkannya Undang-undang
Nomor 8 lahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan adanya
kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana
tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalihan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.

Adanya Kkewajiban  konsumen mengikuti upaya penyelesaian  hukum  sengketa
perlindungan konsumen secara patut dianggap tepat, sebab kewajiban ini untuk mengimbangi
hak-hak konsumen untuk mendapatkan upaya menyelesaikan sengketa perlindungan
konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen
mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. hanya saja kewajiban konsumen ini,
tidak cukup untuk maksud tersebut jika diikuti oleh kewajiban vang sama dar pihak pelaku
usaha.

Terkait dengan peristiwa yang dialami oleh konsumen dimana pelaku usaha tidak
memenuhi ketentuan atau standarisasi suatu produk yang akhimya mcrugikan konsumen
bahkan sampai mengancara jiwa konsumen, Pasal 1365 KUHPerdata merumuskan bahwa
“setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh
perbuatannya tapi juga disebabkan oleh kelalaiannya”. Dan ketentuan Pasal 1366
KUHPerdata menyatakan “bahwa pembuktian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh
pelaku usaha dibebankan kepada konsumen”. Kedua ketentnan ini sangat memberatkan
konsumen, karena pengetahuan konsumen terhadap barang yang dikonsumsi masih sangat
kurang. Ketentuan ini juga sering membuat konsumen menjadi ragu umuk menuntut apa
yang merupakan haknya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban konsumen dimaksudkan agar konsumen
sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum
bagi dirinya. Namun walaupun konsumen memiliki sekian banyak hak-hak istimewa yang

telah mendapatkan pengakuan secara hukum. tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen
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Lip berada pada posisi yang lemah. Hal ini discbabkan karena konsumen lemah dari sudut

. - 1<
.onomi. pendidikan, dan daya tawar.

engertian pelaku usaha, hak dan kewajibannya
Pihak lain yang selalu berkaitan dengan konsumen adalah produsen atau pelaku usaha,

cngertian pelaku usaha pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 entang

erlindungan Konsumen yaitu:

" Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun
bukan badan kukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum Nepara Republik indonesia baik sendiri maupun bsrsama-sama nielalui
perjaniian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ckonomi®.

Menurut penjelasan Pasal | angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
>erlindungan  Konsumen, pelaku usaha yang (ermasuk dalam pengeriian ini adalah
perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-iain.
Penyebutan pelaku usaha atas setiap transaksi yang dilakukan dapat bermacam-macam,
misalnya pelaku usaha pabrikan, pclaku usaha para distributor (dan jaringannya), tcimasuk
importir dan sebagainya. Akan tetapi undang-undang tidak membedakan hak dan kewajiban
berdasarkan perannya tersebut, yang penting 1a merupakan pelaku usaha.

Pengertian produsen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai penghastl
atau yang menghasilkan barz,’mg-barang.“S Sedangkan lkatan Sarjana Ekonomi Indonesia
memberikan perbedaan pengertian pelaku usaha, yaitu vang terdini darni:

1. Investor

Adalah pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan pelaku usaha

atau orang perolangan, seperti bank. lembaga kcuangan non-bank, dan para penyedia
dana lainnya.

2. Produsen

Adalsh pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dan barang-
barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahaw/penoleng dan bahan-bahan
lainnya). Yang termasuk dalam produsen adalah orang/badan usaha berkaitan dengan
pangan, olang/badan usaha yang memproduksi sandang, orang/badan usaha berkaitan
dengan pembangunan perumahan, orang/badan usaha berkaitan dengan jasa angkutan,

perasuransian, perbankan, orang/badan usaha berkaitan dengan obat-cbatan, keschatan,
narkotika.

15 .
.S to. M k i .
T, Rineka’Cip‘:g,ml% 87), }ﬁ;n{’%r‘:gu uran Tingkat Kepuasan Pengalaman Untuk Menaikkan Pangan Pasar, (Jakana:

2005) hl:: I%c artemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indoresia, Edisi Ketiga, (Jakana: Balai Pustaka
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-

3. Disuibutor

Adalah pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa
tersecbut kepada masyarakat seperti toko, pedagang retail, pedagang kaki lima, warung.
supermarket, hypenmarket, rumah sakit, Kiinik. “warung dokter™, usaha angkutan (darat,
laut. udara). kantor pcngacam.”

Dengan demikian pengertian pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada sckedar penghasil barang sebagaimana
pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, schingga pelaku usaha dapat dimaksudkan
sebagai salah satu pelaku usaha.

Untuk keperluan memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan
kewajiban-kewajiban para pihak serta menciptakan kenyamanan bagi para pelaku usaha dan
scbagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, maka dalam Pasal 6

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dicantumkan
mengenai hak-hzk pelaku usaha, yaitv sebagai berikut:
Hak Pelaku Usaha:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesenakatan mengenai kondisi dan
nilai tukar barang dan/aiau jasa yang diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen vang beritikad tidak
baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaar diri sepatumya di dalam penyelesaian hukum sengketa
konsumen;

d. Hak uniuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atav jasa yang dipcrdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukan pelaku usaha udak dapat menuntut lebih
banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang
memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atzu jasa yang sama.

Sedangkan menyangkut hak-hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, ¢, dan d,
sesungguhnya merupakan hak-hak yarg lebih banyak berhubungan dengan pihak pemerintah
dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan dalam tugasnya

melakukan penyelesaian scngketa.

"’ Ikatan Sarjana Ekonomi Indoncsia, Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Sumbangan Pikiran Mermenuhi
Harapan Presiden Soeharto, (Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 1990), him. .
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Dan terakhir tentang hak-hak yang jatuh dalam hetentuan peraturan perundang-undangan

lainnya. seperti yang diatur dalam Undang-undang Perscroan l'erbatas. Undung-undang

Kesehatan, Undang-undang Larangan Prakick Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Schat,

Undang-undang Pangan. dan undang-undang lainnya. Berkenaan dengan berbagai undang-

undang tersebut, maka harus diinsat bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (entang

Perlindungan Konsumen adalah sebagai payung hukum (umbrelli act) bagi semua peraturan

lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen,

Sedangkan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 Urdang-undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

a.
b.

e

Beritikad baik dalam melakukan usahanya;

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur meagenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta membeni penjelasaan panggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatf;
Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuar siandar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang
dan/atau jasa tertcntu seria mcmberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat
dar/atau yarg diperdagangian;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau perggantian apabila barang dan/atau jasa yang
diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut

merupakan manifestasi dari hak konsumen dalam sisi lainnya yang ditargetkan untuk

menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha.

Mengenai inasalan standar dan standardisasi, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mencantumkan defimisi dari kedua hal tersebut.

‘engertian dari standar dan standardisasi dapat diteinukan dalam Peratwian Pemerintah Nemor

02 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur

nengenai keteutuan standardisast, yaitu:

1. Dalam katentuan Pasal 7 hurvf d

Kewajiban pelaku usaha adalah:
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
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Salah satu hak konsumen vang dijamin olch Unding-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hak ini memungkhinkan konsumen untuk memperolch
barang yang tejamin keamanannya. Konsumen akan menikmati perlindungan tersebut Kalau
barang yang beredar di pasar dan kemudian mereka konsumsi sesuat dengan peraturan yang
berlaku atau scharusnya berlaku

Barang-barang dalam kemasan belum mencantumkan masa kadaluarsa, dan akhir-akhir
ini proauk kosmetik dan aiat makan dari melamin dengan merk tertentu yang harusnya tidak
boleh beredar masih ditemukan dipasaran. Mengingat hal-hal tersebut maka seharusnya baik
pelaku usaha maupun konsumen mengetahui persyaratan peredaran produk agar tiduk
ditemui lagi barang-barang atau jasa yang diperdagangkan yang mecrugikan xonsumen.
Terkait terkena sanksi hukuman maupun denda bila pelaku usaha (perusahaan, korporasi
BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dar lain lain) memproduksi produk tidak
sesuai standar yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan, scharusnya
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamcdir
ketentuan minimum dan maksimum khusus, sehingga terhadap pelaku dapat dikenakan
hukuman yang menjerat, mengingat akibat dari perbuatanuya dapat merugikan konsumen
akibat mengkonsumi barang dan/atau jasa yang dihasi’kan atau diperdagangkan. Sebagai
contoh penggunaan formalin atau melamin yanz sangat berbahaya bagi keschatan apabila

dikonsumsi oleh konsumen.

Dzlam ketentuan Pasal 8 huruf a

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa
yang: '

a. tidak memenuhi atau tidak scsvai dengan standar yang dipersyaraltkan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam perumusan standar sudah seharusnya juga melibatkan konsumen atau lembaga
konsumen. Hal ini dilakukan karena pada akhimya pengguna standar iersebut adalah
konsumen. Selama ini perumusan standar lebih pada pendekatan “proyek™ yang pada
akhirmya hanya berhenti pada rumusan standar tetani tidak applicable. Konsumen scbagat
pihak sangat berperan dalam pelaksanaan standar hanya dapat efektif dilakukan apabila

terlebih dahulu konsumen tersebut harus paham mengenai standar, dengan cara dilakukan
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pemberdayaan konsumen melalui pendidikan konsumen secara berkelanjutan tentang arti
penting standar.

Apabila konsumen sudah terinformasi tentang standar, maka konsumen akan menjadi
pelaku pasar yang bertanggung jawab, dalam bentuk menjadikan mutu atau standar scbagai
referensi utama dalam menentukan pilihan  sebuah  produk  untuk  dikonsumsinya.
Pemberdayaan konsumen tersebut  sesuai dergan  asas  keadilan  dan kescimbangan
scbagaimana diatur menurut ketentuar Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Periindungan Konsumen, bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,

kesetmbangan, keamanan dan kesclamatan konsumen, serta kepastian hukum™.

Dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a

Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang
dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar
mutu tertentu. gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.”

Tidak mudah untuk mengawasi seluruh barang dan/atau jasa yang sesuai dengan standar
mutu tertentu, oleh karena jumlahnya jutaan jeids dan tersebar di berbagai daerah. Oleh
karena itu peranan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sesua: dengan
ketentuan atau merugikan konsumen hendaknya juga dibantu cleh masyarakat sendin sebagai
konsumen, disamping lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakal, dan aparat
pemerintahan pusat dan di dacrah.

Agar konsumen tidak teijebak oleh cara-cara yang ditawarkan pelaku usaha, konsumen
dituntut bersikap kritis dan waspada dalam menentukan pilihannya. Untuk bersikap kritis dan
waspada konsumen dituntut memiliki kesadaran dan kepedulian baik perorangan maupun
kelompok sehingga terhindar dari perbuatan yang merugikan dari pelaku usaha, dalam hal ini
disebut sebagai kegiatan perlindungan Kkonsumen (konsumerisme). Agar Kkegiatan
perlindungan konsumen ini efcktif diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak yakni
pemerintah, pengusaha, dan konsumen sendin. Cara yang efcktif untuk menumbuh
kembangkan potensi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen. adalah dengan
memberikan bimbingan periindungan bagi konsumen yang rentan (lemah) baik pendidikan,

pengetahuan dan pendapatan. Dan mendorong konsumen yang mapar atau yang mempunyai
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kemampuan baik pendidikan, pengetahvan dan pendapatan  untuk  mclakukan upaya
perlindungan konsumen antara lain melalui pembentukan lembaga sosial atau swadaya

masyarakat (LSM) dan kelompok-kelompok strategis.

Dalam ketentuan Pasal 11 huruf a

Pelaku usaha dalam hal nenjuala: vang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang
mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:
a. menyatakan barang dan/atau jasa terscbut scolah-ojah iclah memenuhi standar mutu
tertentu.

Mengenai larangan ini, tentu saja konsuien memerlukan peran dari pemerintah untuk
menginformasikan dan memberikan pendidikan standar. Ilal ini dikarcnakan konsumen di
Indonesia belum memahami barang dan/atau jasa yang memenuhi standar mutu tertentu atau
tidak dan untuk apa kegunaan terhadap barang dan/atau jasa yang memenuhi standar mutu
teitentu tersebut. Sebagai contoh konsumen pada masyarakat modern cenderung memilih
barang dan/atav jasa yang dengan harga tinggi, karena anggapan mercka yang mahal itu
sudah pasti bagus dan memenuhi standar tericntu, padaha! belum tentu barang dan/atau jasa
tersebut telah memenuhi standar terientu.

Apabila konsumen sudah terinformasi tentang standar tertentu, maka konsumen akan
menjadi pelaku pasar yang bertanggung jawab, dalam bentuk menjadikan mutu atau standar

sebagai referensi utama dalam menentukau pilihan sebuah produk untuk dikonsumsinya.

Dalam ketentuan Pasal 29

(1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyclenggaraan peilindungan konsumen
yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pclaku usaha serta dilaksanakannya
kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

(2) Pembinaan oleh pemerintzh atas penyclenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olch Menteri darvatau menteri teknis terkait.

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas
penyelenggaraan perlindungan konsumen.

(4) Pembiraan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi upaya untuk:

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara peiaku usaha dan
konsumen;

b. berkembangnya lepnbaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkainya kegiatan peanclitian
dan pengembangan di bidang perlindungan kopsumen.

Mot and Nemtpettc wefl o Loy M- hadd M

Peranan badan..., Fatwa Yulianto, FH Ul, 2011



43

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penvelenggaraan perlindungan honsumen
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adanya keterlibatan  pemerintah  dalam  pembinaan  penyelenggaraan  perlindungan
konsumen berdasarkan ketentuan pasal ini didasarkan pada kepentingan yang diamanatkan
olch Pembukaan UUD 1945 bahwa kehadiran negara antara lain. untuk menscjahterakan
rakyatnya. Amanat ini kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945 senta
peraturan perundang-undangan lainnya.'®

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 29 dalam Undang-undang Nomor 8 Tabun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, dalam penjelusan umumnya menentukan bahwa. faktor
utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih
rendah, yang terutama disebabkan cleh pendidikan yang inasih rendah. Oleh karena itu dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan
menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdavasn konsumen mclalui
pembinaan, dan peididikan konsumen.

Mengenai tugas pembinaan penyeclenggaraan perlindungan konsumen yang menjadi
tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh menteri dan/atau menten teknis terkait
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemenntah
Noinor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan
Konsumen, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Menciptakan iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan
konsumen. Ketentuan ini dijabarkan dalam Pasal 4, bahwa upaya tersebut dilaknkan atas
koordinasi Menteri dengan menteri teknis terkait, berupa:

a. penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;

b. pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan
dengan perlindungan konsumen;

c. peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan lembaga;

d. peningkatan pcmahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak
dan kewajiban masing-masing;

e. peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan,

—_—

008), hl:‘:}.A]%l(l;adi Miru & Swtarman Yudo. Hukum Perlindungan Konsumen, (Juharta: PT RajuGrafinde Persada,
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penelitian terhadap barang dawatau jasa beredar yang menvangkut perlindungan
konsumen:

g. peningkatan kualitas barang dan/atau jasa;

peningkatan  kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam
memproduksi. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual barang
dan/atau jasa; dan;

i. peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar
mutu produksi barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku.

Berkembangnya lewabaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dijabarkan

dalam ketentuan Pasal 5, bahwa upaya tersebut dilakukan atas koordinasi menteri
dengan meateri icknis terkait, berupa:
a. pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan
dengan perlindungan konsumen;

pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM melalui
pendidikan, pelatihan, dan keterampilan.

b.

3)

Rerbagai upaya yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia
serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan
konsumen, dijabarkan dalam ketentuan Pasal 6, bahwa paya tersebut dilakukan atas

kourdinasi menteri dengan menteri teknis terkait, berupa:

a. peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil di bidang pcrlindungan
konsumen;

b. peningkatan kualitas tenaga peneliti dan pengnji barang dan/atau jasa;

c. pengembangan dan pemberdayaan lembaga pengujian mutu barang; dan

d.

penelitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang
dan/atau jasa serta penerapannya.

Penjelasan Unium Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan  Perlindungan  Konsumen juga menyebutkan bahwa

pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan olch pemerintah adalah dalam upaya
untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya
kewajiban masing-masing scsuai asas keadilan dan/atau asas keseimbangan kepentingan
yang dianut dalam Undang-undang Nomor 8 Tzhun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Terkait dengan tanggung jawab pemerintah atas pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha seita
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dalam hal ini perlu adanya

intervensi pemerintah yang didasarkan pada beberapa argumentasi yang berkaitan dengan
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perlindungan  konsumen  yaitu:  pertama, dalam  masyarakat modem.  pelaku  usaba
menawarkan berbagai jenis produk baru hasil kemajuan teknologi dan manajemen. Barang-
barang tersebut diproduksi secara massal (mass production and consumption).

Kedua. hasil produksi dengan cara massal dan teknologi canggih, potensial bagi
munculnya risiko produk-produk cacat yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen.
Dalam hal ini, barang yang ditawarkan kepada konsumen tidak memenuh:  standar
(substandard) dan bahkan berbahaya (hazardous product). Ketiga. hubungan antara
konsumen dan pelaku usaha berada pada posisi yang tidak seimbang. Keempat, persaingan
yang sempurna (perfect compelition) sebagai pendukung consumer sovereigniy theory
dalam prakteknya jarang terjadi

Intervensi pemerintah menjadi sangat penting khususnya yang terkait dengan
pembentukan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen sekaligus
menciptakan iklim usaha yang dapat menjamin hubungan yang fuir antara pelaku usaha dan
konsumen. Selain itu masalah penegakan hukum dan pengawasan juga menjadi sangat
penting sebab jika tidak, maka berbagai upaya untuk memberdayakan kcnsumen akan

menjadi tidak bermanfaat.

6. Dalam ketentuan Pasal 30

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan
ketentuan peraturan pcrundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah,
masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

(2) Pengawasan oleh pemcrintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

(4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang
dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri
dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat
disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
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Dari ketentuan pasal ini terlihat bahwa pengawasan lebih banyak menitikberatkan pada
peran masyarakat dan lembaga perlindungan perlindungan konsumen swadaya masyarakat
dibanding dengan peran pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh merteri dan/atau
menteri teknis terkait. Apabila dihubungkan dengan ketentuar penjelasan Pasal ayat (3) yang
menentukan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan olch masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan

cara penelitian, pengujian dan/atau survei,

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika

diharuskan, pemasangan label, pengiklanan. dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.”

Upaya yang diamanatkan dalam ketentuan tersebut tidak!ah mudah untuk dilakukan olch
masyarakat, dikarcnakan kondisi masyarakat secara umum tingkat pendidikannya masih
rendah sehingga juga mempengaruhi tingkat kesadaran hukum untuk mengadukan kepada
pihak yang berwenang terhadap permasalahan konsumen yang mereka hadapi.'

Satu-satunva pihak yang dapat melakukan pengawasan sesuai amanat ketentvan Pasal 30
i adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Namun terkait dengan
maksud melakukan pengawasan dengan cara penelitian, pengujian, dan/atau survei terhadap
aspek pemuatan informasi tentang risiko penggunsan barang, pemasangan label,
pengiklanan, dan lain-lain tentulah menuntit biaya yang besar.

Dengan demikian pengawasan yang diamanatkan untuk dilakukan oleh masyarakat dan
lembaga perlindungan konsumen swadeya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 30 ini merupakan tugas yang sangat sulit untuk diiakukan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dengan adanya Peraturan Pemenntah Nomor 58
Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen,
maka peran pemerintah dalain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Korsumen yang seolah-olah
haiya menycrahkan tugas pengawasan kepardla masyarakat dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya, kini menjadi lebih jelas. Karena dalam peraturan pemerintah tersebut,

pemerintah telah aktif dalam melakukan pengawasan sebagaimana masyarakat dan lembaga

perlindungan konsumen swadaya, walaupun dengan obyek pengawasan yang berbeda.

** Ibid., him. 186.
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Lebih jelasnya bentuk pengawasan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen, bahwa:

(1) Pengawasan olch pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar
mutu produksi barang/atau jasa, pencantuman label dan Klausula baku, serta pelayanan
purna jual barang dan/atau jasa.

(2) Pengawasan sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi.
pcnawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang dan/atau jasa

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 9 mengatur mengenai bentuk pengawasan yang

dilakukan olch masyarakat, vaitu:

(1) Pengawasan olch masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di
pasar.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian,
pengujian dan atau survei.

(3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika
diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat {2), dapat discbarluaskan kepada
masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

Bentuk pengawasan yang dilaknkan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya

diatur dalam ketentuan Pasal 10, yaiiu:

(1) Pengawasan oleh LPXSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

(2) Pengawasan scbagaimana dimaksud daiam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian,
pengujian dan atau survei.

(3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika
diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

(4) Penelitian, pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan
terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, keschatan,
kenyamanan dan keselamatan konsumen.

(5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada
masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

Dalam ketenivan Pasal 61

“Penuntutan pidana dapat dilakukan ierhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya™.
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Dalam Ketentuan Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9.
Pasal 10, Pasal 13 ayat (2). Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) hurut a. huruf b, huruf ¢, huruf ¢,
avat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama S (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal
12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f
dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupinh).

(3) Terhadap pclanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap ctau
kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan pemidanaan bagi pelaku usaha dan/atau
pengurusnya adalah ketidakseragaman hakim dalem memutuskan perkara-perkara yang
sejenis. Seharusnya yurisprudensi yang tclah ada jupa dapat menjadi pertimbangan hakim
dalam menangani perkara sejenis. Permasalahan lainnya adalzh penerapzn pidana maksimum
khusus dinilai kurang memihak pada upaya perlindungan konsumen, seharusnya dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga ditcrapkan
mengenai hetentuan pidana minimum khusus, schingga pelaku usaha yang melanggar
kewajiban konsumen dapat dikenakan sanks: yang tegas dan nyata.

Terhadap pelanggaran scbagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) apabila
terjadi pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian
diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku, yaitu Pasal 204, Pasal 205, Pasal 359, Pasal
360. Pasal 382, Pasal 383, dan Pasal 390. Selain itu pclaku usaha dan/atau pengurusnya juga
dapat dijerat dengan ketentuan perundang-undangan lain, scperti dalam Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang

Pangan.

Dalam ketentuan Pasal 63

Terhadap sanksi pidana schagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan
hukuman tambahan, berupa:
perampasan barang tertentu;
pengumuman keputusan hakim;
pembayaran ganti rugi;
perintali  penghentian kegiatan tertentt yang menyebabkan tmbulnya kerugian
konsumen;
e. kewajiban penarikan bararg dari peradaran; atau

e os
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bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi. dan cara-cara penjualan yang dapat
merugikan Konsumen.

Adapun yang dimaksud dengan standar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 102 't zhun
2000 tentang Standardisasi Nasional adalah:

“spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun
berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat
keselamatan, keamanan, keschatan, lingkungan hidup. perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang urtuk
memperoleh manfaat yang sebesar-besamya. ™2

Sedangkan pengertian standardisasi menurut Peraturan Pemerintah Nomo:r 102 Tahun

2000 tentang Standardisasi Nasional adalah:
“‘proses merumuskan, merevisi, menctapkan dan menerapkan standar, yang dilaksanakan
secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.™'
Sebelum mengkaji mengenai standardisasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 102
Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, terlebih dahulu dipahami mengenai perkembangan

lingkungan stategik yang melatarbelakangi adanya standardisasi di Indonesia dan pengaturan

standardisasi di Indonesia saut :ni.

1. Perkembangan lingkungan strategik yang melatarbelakangi standardisasi di Indoncsia.

Perkembangan perekonomian internasional yang menuju kearah penghilangan batas antar

negara (Borderless states) telah mendorong banyak negara membentuk blok-blok
perdagangan dalam rangka melindungi dan mempertahankan kepentingan perdagangannya.

Dengan menguatnya saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan masalah
secara regional dan internasional maka muncullah berbagai blok perdagangan, scperti
AFTA (Asean Free Trade Area), APEC (4sia Pasific Econon:ic Free Trade Argreement),
dan sebagainya. Kecenderungan liberalisasi perdagangan tersebut ditandai dengan adanya
perubahan menuju kesamaan lerm of trade, kebijakan yang berupa hambatan
perdagangan seperti subsidi mpul tarif impor, pajak ekspor, kuota, dan lain-lainnya
secara bertahap akan dihapuskan.?

2 lndoncsna Peraturan Pemerimaki tentang Standardisasi Nasional Indonesia, PP No.102 Tahua 2000,
pasal | angka 1.

2'IbiJ Pasal | angka 2.

Badan Slandardnsam Nasional (2), Standardisasi Delam Perspektif Hmu, '2dustri, dan Perdagangan,
(Jakarta; BSN 2006), him @) pekilf cang
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Untuk menjaga dan melindungi kepentingan dalam negeri dan masuknya barang impor,
kini banyak negara menggunakan instrument non tarif. antara lain dengan pemberlakuan
standar tertentu. Oleh Karenanya. peran standar menjadi semakin besar dalam kegatan
perdagangan internastonal.

Indonesia tclah menandatangani  kesepakatan pada beberapa organisasi dan blok
perdagangan untuk melaksanakan liberalisasi perdagangan, antara lain WTO, AFTA, APEC,
dan ASEM. Kesepakatan dalam blok-blok perdagangen yang diikuti memaksa indoncsia
harus melaksanakan liberalisasi perdagangan intermasional secara konsumen. Berarti
kebijakan perdagangan Indonesia yang sclama ini raasih mengandung unsur protcksi secara
berangsur-angsur  dihilangkan. Keadaan ini juga mendorong meningkatnya peran

standardisasi di Indonesia.?

Standar produk menjadi pembicaraan yang kian menghangat sciring dengan kian
dalamnya Indonesia masuk ke pasar bebag, terutama ASEAN China Ireec Trade Agreement
(ACFTA) yang memicu kekhawatiran banyak pihak. Dalam kondisi pasar bebas, standar
nasional menjadi pilihan tz2k terelakkan. Standar memiliki dua fungsi ntama, yaitu menjaga
kualitas barang yang masuk ke dalam negeri serta menguatkan industri dalam negen agar
mampu bersaing dengan pioduk luar guna menembus pasar exspor yang sangat kompetitif
dan memiliki standar kualitas yang tinggi.

Indonesia sendin telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh
Badan Standardisasi Nasionai (BSN) atas dasar konsensus para pemangku kepentingan
(pemerintah, pelaku usaha/industri, pakar/tenaga ahli serta masyarakavkonsumen). Dalam
ketentuar: Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi
Nasional, menyatakan bahwa penyelenggaraan, pengembangan, dan pembinaan di bidang
standardisasi dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Peranan standardisasi dalain perekcnomian nasional mengalami perkembangan vang
berarti dengan diberlakukannya Unrdang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentarg Petlindungan
Konsumen yang secara spesitik mengamanatkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi
dan/atau memperdagangkuan barang otau jasa yang tidak memeunuhi standar yang

dipersyaratkan. Selain itu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000

2 Ibid, hlm. 7.
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tentang  Standardisasi Nasional juga dapat meninghatkan peran aktit Indonesi dalam
kcgiata. standardisasi regional dan intermasional.

Namun disisi iain. kesadaran masyarakat den pelaku usaha terhadap standar dan mutu
produk relatif’ masih rendah, jumlah standar nasional yang dapat menduhung produk industri
masih di anggap belum mencukupi, peraturan yang mendorong terwujudnya penerapan
standar yang cfektit juga masih belum memadai, dan hal lain yang diperlukan dalam rangka
memlfasilitasi perdagangan dan tefjaminnya mutu produk dalem negeri dan luar negeri.

Sudah saatnya konsumen Indonesia tidak lagi menjadi objek atau targer pasar produk
impor maupun prcduk dalam negeri yang tidak layak. Sudah saatnya konsumen menjadi
subjek atau pelaku pasar yang cerdas, kritis, pandai memilih produk yung baik, dan
mengedcpankan pembelian produk-produk buatan Indonesia.

Ketika berbicara mengenai standar, ada pertanyaan yang cukup menggehitik, mengapa
ketika pelaku usaha dalam negeri akan ekspor barang harus “mati-matian” untuk memeruhi
standar negara tujuan eksnor, sementara kalau pelaku usaha dari luar negeri yang masuk ke
Indonesia dan tak memenuhi SNI, kita tenang-tenang saja. Ini berarti hita sendiri yang tidak
adil terhadap bangsa ini. Seolah-olah untuk luar negeri harus memenuhi standar tinggi.
sementara untuk daiain negeri barang apapun boleh-boleh saja. Jika membahas ~ mengenai
kualitas, tidak jarang barang-baraug kelas dua (di bawah standar) masuk ke Indonesia dengan
mudah. Tntuk itu diperlukan adanya standardisasi atas barang yang masuk ke Indonesia.

Mengingat pentingnya peran standardisasi di masa kini dan masa akan datang maka
diperlukan suatu sistem yang dapat dipakai sebagai landasan dalam menciptakan kebijakan
program pengembangan standardisasi nasional di Indonesia yang dituangkan dalam bentuk
undang-undang mengenai standardisasi, supaya lebih menjamin peranan standardisasi di

Indonesia dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan stakeholders lainnya.

. Ruang lingkup

Ruang lingkup dari SNI menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 102
Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional adalah mencakup semuz kegiatan yang berkaitan
dengan metrologi teknik, standar, pengujian dan mutu. Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dijelaskan yang
dimaksud:
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a. Metrologi teknik adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode
pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan pengembangan
melode pengukuran, perawatan dan pengembangan standar nasional untuk satuan vkuran
dan alat ukur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
memberikan kepastian dan kebenaran dalam pengukuran.

b. Pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penctapan, penentuan satu atau lebih
sifat atau karakteristik dari suatu produk bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik,
proses atau jasa. sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

¢. Mutu adalah kescluruhan karakteristik dari maujud yang mendukung kemampuannya
dalam memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang (ersiral.

Tujuar standar nasional Indonesia
Sccara fungsional, standardisasi pada dasamya untuk membantu menjembatani

kepentingan-kepentingan konsumen dan pelaku usaha dengan menetapkan standar produk

yang telah dan dapat mencerminkan dua keinginan atau aspirasi dari konsumen, pelaku usaha
sekaligus pemerintah yang secara fungsional serta moral harus dan bersikap di atas dua
kepentingan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 teutang

Stanuardisasi Nasional. bahwa tujuan standardisasi nasioral adalah:

. Meringkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kera, dan

masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian
fungsi lingkungan hidup.

2. Membantu kelancaran perdagangan.

3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Standardisasi nasional mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan keschatan dan
keselamatan kepada konsumen, tenaga kerja dan masyarakat, mewujudkan jaminan mutu dan
atau jasa seria meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha untuk mencapai pertunibuhan
ckonomi yang tinggi dan mantap dan tercapainya persaingan yang sehat dalam perdagangan
serta menunjang helestarian lingkungan hidup.

Menyadari peran terscbut, standardisast harus dapat mendorong para pelaku usaha untuk
meningkatkan mutu dan daya saing produksinya baik uniuk memenuhi kebutuhar dalam
negeri maupun untuk ekspor dan iercapainya persaingan yang sehat serta menunjang
kelestarian lingkungan hidup.

Mengenai tujuan standar nasional yang salah satunya untuk mienunjang kelestarian

lingkungan hidup, berkaitan erat dengan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik
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dan schat sekaligus kewajiban setiap orang untuh memclhihara hinghungan hidup dan
mencegah serta menangulangi kerusakan dan pencemaran.

Dari tujuan SNI sebagaimana yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulhan bahwa
pada dasarnya SNI itu memberikan perlindungan yang sclaras, scrasi dan seimbang antara
kepentingan konsumen dan pelaku usaha.” Sclain it juga untuk melahirkan sikap selektil
dan hati-hati bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk-produk teitentu. Jugs bagi pelaku
ucaha dapat termotivasi untuk berusaha meldhirkan karya dengan kualifikasi yang memenuhi

standar kuaiitas yang ditentukan.

Jenis-jenis standar nasional Indonesia
Dalam kententuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tenlang
Standardisasi Nasional. mengatur mengenai jenis-jenis standar nasional, yaitu:

(1) Standar Nasional Indenesia berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

(2) Standar Nasional Indonesia bersifat sukarcla untuk diterapkan oleh pelaku usaha.

(3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan.
keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestanan fungsi lingkungan hidup dan atau
pertimbangan ckonomis, instansi teknis dapat memberlakukan sccara wajib sebagian atau
keseluruhan spesifikasi tcknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia.

(4) Tata care Pemberlakuan Standar Nasional [ndonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3), diatur iebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan instansi eknis sesuai dengan bidany
tugasnya.

Jika diihat dari sifat peraturan yang mengatur tentang jenis-jenis SNi tersetut, maka jenis

SNI dapat dikelompokan meniadi dua yaitu:

a. SNI yang bersifat wajib, yaitu SNI yang dibebankan kepada pelaku usaha yang
melahirkan produk barang tertentu yang berhubungan dengan Kepentingan kesclamatan,
keamanan, kesehatan masyarakat atau pclestarian fungsi lingkungan hidup dan atau
pertimbangan ckonomis.

b. SNI yang bersifat sukarela, yaitu suatu standar yang penerapannya semata-mata
didasarkan pada keinginan atau kemauan dari pihak pelakuv usaha urtuk mengajukan

permohonan standar kualitas dalam beatuk sertifikat SNI.

* Badan Standardisasi Nasional (d), Sistem Standurdisasi Nasional, (Jakarta: BSN, 2001), him. 2.
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Dari dua klasifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya sifat wajib dan sukarcla
itu semata-mata  berdasarkan  pada dampak  yong timbul pada  Konsumen apabila
mengkonsumsi barang tertentu, apakah dapat mengganggu kesclamatan dan keschatan
konsumen atau tidak.

SNI yang berkaitan dengan kepentingan keschatan antara lain SNI tentang obat, bahan
obat, alat dan perbekalan kesehatar, makanan yang dibubvhi zat tambahan dan lain-lain.
Mengenai kepentingan keschatan dapat dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan. yang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 mengatur mengenai hak
setiap orang, yang diantaranya adalah sctiap orang mempunyai hak yang sama dalam
memiperoich akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan setiap orang berhak
mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat keschatan.

SNI vang berkaitan dengan keselamatan umum antara lain adalah SNI tentang alat-alat
yang berkaitan dengan gas bertekanan tinggi, kabel listrik dan lain-lain. Penctapan standar
oleh pemerintah terhadap bahan baku dan barang hasil industri dimaksudVan untuk merjamin
mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi.

Pada umuranya SNI yang bersifat sukarela ini berkaitan dengan produk barang vang tidak
berhubungan dengan kepentingan kesclamatan dan keschatan konsumen. SNI yang
penerapannya dilakukan secara sukarela dapat pula dikemudian hari ditetapkan persiapannya
secara wajib instansi teknis atas pertimbangan teknis maupun ekonomis atau pertimbangan
lainnya.

Penerapan SNI wajib dan SNI sukarela oleh perusahaan dilakukan dengan membubuhkan
tanda sertifikasi pada produk yang telah diakreditasi dan telah memenuhi persyaratan setelan
melalui inspeksi secara sistematis. Hasil dan proses perumusar: SNI adalah tanda SNI yaitu
tanda sertifikasi yang merupakan suatu tanda yang dibubuhkan pada produk, kemasan atau
label yang menyatakan bahwa produk terseout memenuhi standar atau spesifikasi teknis
tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasamya SNI yang bewujud
sertifikasi itu adalah suatu upaya dari pemerintah, organisasi pengusaha serta organisasi
terkait, untuk memberikarn suatu pengakuan tentang suatu kualitas barang atau hasil industn.

Dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisasi Nasional disebutkan bahwa:
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(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dawatau jasa. yang
tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indounesia yang telah
diberlakukan secara wajib.

(2) Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau
tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga scrtifikasi produk, dilarang memproduksi
dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Deri ketentuan tersebut, maka yang menjadi larangan dalam peraturan tersebut haryalah
:thadap barang dan/atau jasa yang telah diberlakukan sccara wajib. schingga terhadap
clanggaran tcrhadap barang dan/atau insa yang sukarcla atau tidak menggunakan SNI tetap
werujuk pada ketentuan dalam Undang-undang Nemor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
.onsumen sebagai umbrella act dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Dalam ketentuan Pusal 24 Peraturan Pemerintak Nomor 102 Tahun 2000 tentang

tundardisasi Nasional disebutkan bahwa:

) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
dan (2.) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.
') Sanksi administratif’ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bempa pencabutan sertifikat

produk dan atau pencabuian hak penggunaan taada SNI, pencabutan ijin uszha, dan atau
penarikan barang dari peredaran.

)) Sanksi peucabutan sertifikat produk dan atau hak penggunaan tanda SNI dilakukan olch
lembaga sertifikasi produk.

l) Sanksi pencabutan ijin usaha dan awau penarikan barang dari peredaran ditetapkan oleh
instansi teknis yang berwenang dar atau Pemerintah Dacrah.

i) Sanksi pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berupa sanksi pidana sesuai peraturan
peruridang-vndangan yang berlaku.

Kondisi yang diharapkan dengan adanya standardisasi nasional

Standardisasi barang dan/atau jasa oleh konsumen merupakan jaminan minimal dan
pelaku usaha kepada konsumen. Tantangan bangsz Indonesia dimasa sekarang dan
mendatang adalah era globalisasi yang menuntut persaingan yang sangat ketat dJiantara
pelaku usaha, untuk itu bangsa Indonesia perlu metperkuat landasan ekonomi vang berfokus
pada keunggulan kompetitif supaya pelaku usaha dalam negeri tidak kehilangan peraanya.
Dua faktor yang mendukung hal tersebut adalah peningkatan efesiensi dan produktivitas.

Sebugai pendorong peningkatan dan produktivitas diperlukan adanya suatu infrastruktur
standard dan penilaian kesesuaian yang dapat dikembangkan wituk mendukung
pembangunan nasional dalam menghadapi era globalisasi dengan persaingan usaha yang

meningkat. Ustuk itu diperlukan sistem standardisasi nasional yang cfisien dan efektif.
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Dengan terciptanya sistem standardisasi nasional yang cfisien dan cfekuf diharapkan

dapat menghasilkan:

tw

(V5]

4

Standar Nasional Indonesia yang mencukupi serta sclaras dengan standar internasional
untuk kebutuhar jaminan mutu intermal dan kesepakatan perdagangan.

Sistem penerapan standar yang dapat menunjang peningkatan efesiensi dan produktivitas
ditingkat produksi. keselamatan, keamanan dan pelestarian lingkungan hidup.

Keunggulan kompetitif atas produk Indonesia di pasar global.

Informasi standardisasi yang diperlukan oleh pelaku usaha, pemerintah dan konsumen
dalam rangka memperlancar arus perdagangan dalam negeri maupun internasional.
Tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sertifikasi, laboratorium, dan lembaga
inspeksi yang sehat, kredibel dan berdaya saing,.z5

Berkaitan dengan hal tersebut di atas diperlakukan suatu usaha yang didukung olch

seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder s) dan diarahkan pada:

1.

(9%

Upaya mewujudkan pusat pengembangan dibidang standardisasi dengan memanfaatkan
seluruh sumber daya manusia, sarana dan prasarana sccara terpadu dan terkoordinasi
yang largsung mendukung pelaksanaan pcmbangunan.

Pembentukan jaringan pusat informasi dan pemanfaatan informasi di bidang
standardisasi yang diwujudkan melalui pemanfaztan pusat informasi standardisasi yang
ada di dalam ;weyeri (Jaringan nasional informasi standazdisasi). dun di luar negen (/SO
information network).

Peningkatan hubungan kerjasama dengan badan siandardisasi nasional negara mitra
dagang. lembaga standardisasi internasional dan regional, pemerintah dan/atau swasta
baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ekivalensi antara siandar nasional Indonesia dengan standar internasional.
Penyempurnaan peraturan perundang-undangan dibidang standardisasi untuk menunjang
kelancaran perdagangan di pasar global.

Pengembangan sumber daya manusia melalui pembinaan yang konsisten untuk
meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan program serta pembinaan usaha
kelembagaan laboratorium uji, lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi yang sehat dan
kredibel melalui program akreditasi.”®

Dengan demikian, diharapkan upaya dengan adanya SNI untuk meningkatkan perlindungan

:pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan,

:amanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan membantu kelancaron

rrdagangan serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan akan dapat

rcapai, terlebih dalam era perdagangan bebas seperti ACFTA.

% Badan Standardisasi Nasional (b), Sistem Standardisasi Nasional, (Jakarta: BSN, 2001), klm. 7-8.
2 Ibid., him. 8.
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BAB 1
PERANAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL DALAM UPAYA
MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP BERLAKUNYA ACFTA

A. Tinjauan Singkat Mengenai Ascan China Free Trade Agreement (ACFTA)

Sebelum membahas mengenai Asean China Frec Trade Agreement (ACIFTA),
terlebih dahulu dipahami mengenai yang dimaksud free trade area atau pasar bebas. Free
trade arec atau pasar bebas vang arlinya merupakan pemberian preferensi atau
kemudahan pada produk-produk atau jasa yang dipcrdagangkan antara dua ncgara aiau
sekelompok negara.' Masing-masing negara dalam cra pasar bebas akan mengurangi
hambatan perdagangan, baik yang berwujud tarif (bea) atau non tarif (kuolu, persyaratan
kualitas produk. dan lain-lain). Dengan demikian negara peserta yang telah bersepakat
pada perjanjian pasar bebas akan mengharapkan terjadinya kenaikan tingkat perdagangan
dan jasa atau investasi di antara mereka.

Dalam melakukan perdagangan bebas ada tiga penyebab yang dapat
dikategoirikan sebagai hambatan-hambatan dalam perdagangan bebas, yz‘itu:2

1. karena tidak konsistennya badan peradilan Indonesia aias putusan-putusannya. Sering
terjadi perbedaan putusan-putusan pengadilan dalam kasus serupa, dalam kasus yang
berskala nasional saja pcngadilan belum mampu bersikap konsisten, bagaimana
dengan kasus konsumen pada era perdagangan bebas yang bernuansa internasional.

2. sebagian besar konsumen Indonesia enggan berperkara ke pengadilan, padahal ielah
sangat dirugikan oleh pengusaha. Keengganan konsumen Indonesia ini, disamping
disecbabkan ketidakkritisan mereka, juga lebih banyak didasarkan pada:

a. belum dapat diterapkannya norma-norma perlindungan di Indonesia; dalam hal ini
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang
relatif masih belum dipahami oleh sebagian besar masyarakat sebagai konsumen.

b. paktek peradilan di Indonesia yang tidak sederhana, kurang cepat, dan biaya yang
tidak ringan.

c. sikap menghindari konflik, meskipun hak-haknya scbagai konsumen dilanggar
pengusaha atau perusahaan.

3. tarik menarik berbagai kepentingan diantara pelaku ckonomi yang memiliki akses
kuat di berbagai bidang, termasuk akses pada pengambilan keputusan.

skandar, Peluang I‘anlu"gun dan Straiegi lwdap: CAFTA, Jumal SNI Valuasi Volume
4/No. 1/2010(Jakana Badan Standardisasi Masional, 2(f]

2 Yusui Sofiv, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Edisi Revisi
Cetakan Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), him. 12-13.
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ACF1A merupakan kescpakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan
China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau
mengurangi  hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif.
peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sckaligus peningkatan
aspek Kerjasama ckonomi untuk mendorong hubungan perckonomian para pihak ACFTA
dalam rangka meningkatkan kesejahterzan masyarzkat ASCAN dan China.

Prinsip dasar dari dibuatnya sctiap persetujuan perdagangan interasional arlalah
bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan keuntungan. Dengan dihapuskannya
semua atau sebagian dari rintangan perdagangan, maka negara-negara yang terlibat akan
mendapatkan kcuntungan yang sama besamnya. Artinya, ada keseimbangan antara
kemudahan yang diberikan dan yang diterima. Bagi suatu negara yang terlitat dalam
suatu persetujuan perdagangan bebas, tentunya dengan membuat persetujuan ini
diperkirakan akan mendapat keuntungan.

Dalam teori hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dikeral
aca dua paharn hukum yaitu dualisme dan monisme, Indoncsia masih menercpkan kedua
paham tersebul secara kasuistis. Mengenzi daser hukum untuk pembuatan perjanjian
internasional, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional, yang ketentuannya memberikan hak kepada Pemerintah
Republik Indonesia untuk membuat perjanjian intemasional dengan satu negara atau
lebih, organisasi internasional, atau subyek hukum iutemasional lain berdasarkan
kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut
dengan itikad baik.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun
2000 tentang Perjanjian Intermasional, menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian
internasional Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepenungan nasional dan
berdasarkan prinsip-prinsip persamaan  kedudukan, saling menguntungkan, dan
memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Bertolak dari pernyataan Pasal di atas, mencerminkan bhahwa Indonesia sangat
menghormati asas pacta sunt servanda, wajib dihormati dan dilaksanakan dengan itikad
baik. Disisi lain pemerintah juga dituntut meletakkan hukum nasional sebagai pedoman

dalam merumuskan kebijakan-kebijakannya kedalam suaiu perjanjian internasional,
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memperhatikan  prinsip-prinstp persamaan kedudukan, saling menguntunghan,  serta
menghormati hukum internasional yang berlaku.

Sebagai suatu kesepakatan perdagangan bebas. ACIFTA telah melalui beberapa
(ahap dalam penyusunan kesepakatzn tersebut, yaitu pada tahun 2001 digelar ASEAN-
China Summit di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, dalam rangka meninghathan
huburgan di bidang politk, ckonomi, perdagangan. sosial dan budaya. Dari hasil
pertemuan tersebut kemudian dikembangkan sampai pada persetujuan untuk mengadakan
perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan China dalam waktu 10 tahun. Lima
bidang kunci yang discpakati untuk dilakukan kerjasama adalab  pertanian,
teleckomunikasi, pengembangan suinberdaya manusia, investasi antar-negara  dan
pembengunan di sekitar area sungai Mekong.

Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antar Menteri Ekonomi dalam
ASEAN-China Summit pada tangga! 04 November 2002 di Phnom Penh, Vietnam.
Pertemuan ini menyepakati “Framework Agreement on Comprehensive Economic
Cooperation” (CEC), yang didalamnya iermasuk FTA. Scjak pertemuan itulah ACFTA
dideklarastkan.

Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak
menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Ecororic Cooperation
between the ASEAN and People’s Republic of China di Phnom Penh, Kamboja pada
tanggal 4 Nopember 2002. Protokol perubahan Framework Agreement ditandatangani
pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua Framework
Agrcement ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006. Indonesia teiah meratifikasi
Framewoik Agreement ASEAN-China F1A4 melaluei Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun
2004 tentang Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Mcnycluruh Antara
Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tengpata dan Republik Rakyat
China, pada tanggal 15 Juni 2004,

Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak
ditandatanganinya Trade in Goords Agrecment dan Dispute Settlement Mechanism
Agreement pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Persetujuan Jasa ACFTA
ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, pada bulan Januari

2007, sedangkan mengenai Persetujuan Investasi ASEAN China ditandatangani pada saat
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pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di
Bar.gkok. Thailand.

Adapun dalam pelaksanaan ACITA terdapat peraturan-peraturan nasional yang

terkait dengan ACI'TA, diantaranya yaitu:

A,

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 20C4 tanggal 15 Juni 2004
tentang Pengesahan  Framework  Agreement  on  Comprehensive  Economic
Cooperation bctween the Associaton of Soudheast Ascan Antions and the Pcople’s
Republic of China.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KNiK.01/2004, tanggal
21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka
Early Harvest Package ASEAN-China Free Trade Area.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005, tanggal
7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-
China Free Trade Area.

Peraturan Menteri Keuangan Repubiik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006, ranggal
15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track
ASEAN-China Free Trade Area.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007, tanggal
25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka
Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007, enggal
22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China kree
Trade Area.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008, tanggal
23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China

Free Trade Area.

Terdapat tiga tahapan pengurangan tarif dalam ACFTA, dengan skema Common

Effzctive Preferential Tariff (CEPT) yaitu Early Harvest Programme (EHP), Normal

Track, dan Sensitive Track yang meliputi Sensitive List dan Highly Sensitive List. EHP

adalah suatu program untuk mempercepat impleinentasi ACFTA dimana tarif Most

Favored Nation (MFN) sudah dapat dikapus untuk beberapa kategori komoditas tertentu.
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MEN adalah status yang diberikan hepada suatu negara oleh negara lain dalam suatu
hubungan perdagangan. Status ini memberikan kepada suawu negara keuntungan dalam
perlakuan perdagangan dalam bentuk misalnya tarif rendah atau kuota impor yang Iebih
unggi. Negara dengan status MEFN harus memperoleh perlakuan dagang yang sama dari
negara pemben status.

The Technical Committee-Turiff and Related Matters (TC-TRM) membeniuk
EHP pada talun 2003. Program ini meliputi pembebasan perdagangan daging. ikan,
produk susu dan produk ternak lain: pohon hidup, sayuran, buah dan kacang dari semua
bea 1nasuk. Dibuat tiga kategori pengurangan dan penghapusan bea masuk, yaitu negara
yang mengenakan tarif diatas 15 perscn, negara dengan tarif antara 5-10 persen dan
negara dengan bea masuk dibawah 5 persen. Terhitung sejak Juli 2003, dalam 3 tahun
bea masuk untuk semua komoditas itu harus nol. Dengan demikiar, pada tahun 2006
enam anggota maju ASEAN (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippina. Singapura and
Thailand) sudah hamis menghilangkan seluruh tarif pada komoditas yang disebutkan
diatas. Namun beras dan minyak sawit tidak termasuk dalam perjanjian ini.

Sementara dalam kategori komoditas yang masuk dalem normal track. taif
MFN-nya harus dihapus berdasarkan jadwal yang disepakati. Hampir seluruh komoditas
masuk dalam kategori ini, kecuali dimintakan pengecualizn (dengan demikian masuk
kedalam sensitive track). Penjadwalannya adalah scluruh negara sudah harus mengurangi
tarif menjadi 0-5% untuk 40% komoditas yang ada pada normal track sebelum 1 Juli
2006. Seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 60% komoditas
yang ada pada normal track sebelum 1 Januari 2007. Dan seluruh ncgara sudah harus
mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 100% komoditas yang ada pada normal track
sebelum ! Januari 2010. Maksimum sebanyak 150 tarif dapat diajukan penundaan hingga
1 Januari 2012.

Selanjutnya dalam sensitivc frack dibagi menjadi dua bagian, sensitive list dan
highly sensitive list. Tarif komoditas sensitive list sudah harus dikurangi hingga 20%
sebelum 1 Januari 2012 dan menjadi 0-5% sebclum 1 Jaruan 2018. Sedangkan tarif

komoditas highly sensitive list sudah harus dikurangi tidax melebihi 50% scbelum 1

Januari 2015.
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Adapun yang menjadi tujuan dari ACFTA menurut Ketentuan Pasal 1 Framework
Agreement on Comprehensive Lconomic Co-Opertion Between The Association of
Southeast Asia Nations and The People’s Republic of China atau Persetujuan Kerangka
Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Amtara Negara-negara Anggota Asosiasi
Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China adalah:

. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ckonomi, perdagangan, dan investas:

antara negara-negara anggota.

2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta
menciptakan suatu sistem yang t-ansparan dan untuk mempermudah investasi.

3. Menggali bidang-bidane kerjasama yang Laru dan mengembangkan kebijaksanaan
yang tepat dalam rangka kerjasama ckonomi antara negara-negara anggota.

4.

Memtasilitasi intcgrasi ckoinom yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru
(Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam - CLMV) dan menjembatant kesenjangan
pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota.

ACFTA saat ini merupakan salah satu blok perdagangan terbesar di dunia.
Dengan penduduk ASEAN ditambah dengan penduduk China sebesar 1,9 milyar,
ACFTA menjaci blok perdagangan dengan jum'ah penduduk terbanyak di dunia. Dari
sist volume perdagangan, nilai perdapangan ACFTA yang mencapai 200 milyar dolar AS
merupakan blok perdagangan terbesar setelah Uni Eropa dan NAFTA.?

Terkait dengan diberlakukannya ACFTA, banyak pihak yang meminta supaya
perjanjian tersebui dibatalkan dikarenakan alasan pelaku usaha atau produsen dalam
negeri belum siap bersaing. Namun, berdasarkan kectentuan Pasal 14 kerangka kerja
perjanjian ACFTA yang mengatur soal amandemen, yang rumusannya adalah: “The
provisions of this Agreement may be modijied inrough amendments mutually agreed
upor in writing by the Parties”. Dalam rumusan yang berbeda namun bermakna sama,
dalam ketentuan Pasal 19 Perjanjian Kerjasama ACFTA menegaskan: “This Agreement

may be amended by the muitual wrilten consent of the Parties”. Jadi, jika suatu negara
ingin membatalkan perjanjian ACFTA yang telah disepakatinya, bukan saja harus ada
kesepakatun dari seluruh pihak yang menandatangani perjanjian, tetapi juga kesepakatan

tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis diantara mereka.

3 Mudrajad Kunccro ian Di balik FTA SEAN -

kok
htl%/www0 mvcstonndonesm com/index. pnn option=com_frontpage& Itemid=1, dlakses 18 Januan f
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Era globalisasi tidak bisa menghindarkan Indonesia darni liberalisasi perdagangan.
Liberalisasi perdagangan tidak bisa dihindari dan harus dijalankan scbagai konsckuensi.
Dan Indonesia perlu terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain, di
samping karena pertimbangan liberalisasi, juga Karena adanya hambatan non tarif. Yang
bisa dilakukan pemerintah Indonesia adalah negosiasi, akan tetapi bukan untuk
membatalkan perjarjian, melainkan untik meminimalisir kesulitan yang dihadapi produk
lokal akibat perdagangan bebas ACFTA. Karena perjanjian tersebut membuka seluas-
luasnya bagi produk China dan negara-negara ASEAN lain ke pasar domestik Indonesia.

Berlakunya ACFTA telah menjadi catatan penting. karena Indonesia menjadi
bagian dari kesepakatan ini. Penerapan ACFTA akan membuka peluang produksi dari
pelaku usaha dalam negeri ke pasar ekspor anggota ASEAN ke China, sekaligus menarik
investasi. Artinya, perjanjian ini akan memacu pertumbuhan pcrekonomian antamegara
di ASEAN dan China. Namun dalam implemcntasinya terdapat dua tantangan besar yang
dihadapi Indonesia, yakni upaya untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dan
perlindungan konsumen. Daiam penulisan ini, penulis hanya memfokuskan pada
permasalahan perlindungan konsumen terkait dengan diberlakukannya ACFTA dan
upaya perlindungan konsumen melalui standardisasi produk barang.

Terkait dengan maraknya produk dari negara-negara ASEAN dan China
sebetulnya memberi keuntungan bagi konsumen, karena konsumer memiliki banyak
pilihan dalam memilih dan menggunakan barang. Namun dilain pihak. konsumen juga
harus waspada, karena tidak jarang barang yang berharga murah justru mengancam
keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen karena mengandung bahan berbahaya
serta tidak memenuhi ketentuan standar yang dipersyaratkan.

Ada tiga bentuk standar yang memang dapat diterapkan untuk menghadang atau
sedikitnya menyaring masuknya produk-produk impor masuk ke pasar nasional. pertama,
standar teknis barang. Yang artinya adalah apakah produk yang akan masuk ke pasar
suatu negara memenuhi syarat teknis atau kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya di
dalam negara tersebut. Kedua, standar kesehatan. Bentuk ini mensyaratkan apakah
produk yang akan masuk ke pasar dalam negeri mampu memberi jaminan keselamatan
kepada masyarakat, disamping keselamatan untuk hewan atau tumbuhan. Ketiga, standar

kehalalan untuk produk pangan dan miinuman, sebagaimana diatur dalam Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Syarat ini ditetaphan karena mayoritas
penduduk adalali muslim.

Ketiga bentuk penerapan standar ini harus tunduk kepada beberapa persyaratan.
Syarat-syarat untuk penerapan  standar di dalam perdagangan internasional tclah
digariskan dalam penanjian WTO (World Trade Organization). WTO membolchkan
negara anggotanya menahan atau menolak masuk produk impor apabila produk itu dapat
merusak atau merugikan nendaduk, hewan, tumbuhan, atau linghungan, sebagaimana
diatur dalam Article Pasal XX General Agreement on Tarills and Trade (GATT).

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat standar telah dituangkan dalam dua
perjanjian yang menjadi lampiran dari perjanjian WTO, yaitu perjanjian Technical
Barriers to Trade Agreement (TBT) dan perjanjian Agreement on the Application of
Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS). Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Sedangkan implementasi perjanjian TBT
dapat kita temui dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-Dag/Per/3/2007
tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagargan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia Wajib terhadap Barang dan Jasa vang Diperdagangkan. Dan terhadap
pelaksanaan perjanjian SPS tertuang di dalam Peraturan Menteri Pertanian No.
27/Peimentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap
Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Perjanjian TBT dan SPS pada prinsipnya meletakkan prinsip-prinsip bagaimana
negara dapat menerapkan labelisasi standar. Adapun prinsip-prinsip itu yaitu, perrama,
standar tidak boleh diterapkan secaia diskriminatif. Artinya, standar harus diterapkan atau
diberlakukan sama untuk scluruh produk sejenis. Produk dalam regen tidak bolsh
mendapat perlakuan istimcwa atau berbeda dengan produk impor. Kcdua, prinsip
penerapan stardar tidak boleh semena-mena atau sekadar alasan untuk menghalangi
masuknya produk impor. Di balik prinsip ini, standar harus didasarkan pada peiaturan
perundang-undangan yang berlaku. Penerapan standar tidak diberlakvkan sccara
insidental tanpa ada alasan hvkum yang sah. Ketiga, standar harus transparan dan dibuat

berdasarkan hasil penilaian atau bukti-bukti ilmiah. Menurut prinsip ini, standar suatu
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produk harus benar-benar dibuat berdasarkan hasil penclitian ilmiah yang  dapat
dipertanggungjawabkan. '

Dalam kerangka WTO. sctiap negara anggota berkewajiban menunjuk  suatu
national notification authority yang berkewajiban untuk menerapkan proscdur notifikasi
yang ditetapkan olch WTO. Scluruh regulasi teknis yang ditetapkan olch negara harus
dinotifikasikan melalui otoritas notifikasi yang ditetapkan olch pemerintah negara
tertersebut. Disamping itu, pemerintah jugs harus menunjuk national enquiry point yany
bertanggungjawab untuk memberikan jawaban dan dokumentasi yang diperlukan oleh
anggota-anggota lain yang berkepentingan. Di Indonesia, Badan Standardisasi Nasional
(BSN) telah ditetapkan sebagai national notification aithority dan netional enquiry point
untuk. TBT, den Kementerian Pertanian sebagai national notification authority dan
national enquiry point untuk SPS.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 Framework Agreement on Comprehensive
Economic Co-Opertion Between The Association of Southcast Asia Nations and The
People’s Republic of China, diatur mengenai pengecualian umum, yang pada prakteknya
dapat diberlakukan standar, yaitu:

Berkaitan  dengan persyaraiun dimana pengecualian umum  terscbut tidak
diberlakukan dalam keadazn yang akain menimbulkan suatu ketidakadilan atau
pembedaan yang tidak berdasar antar atau antara para Pihak, dimana kondisi yang
sama berlaku atau adanya pembatasan perdagangan yang terselubung dalam
ASEAN-China ITA, maka tidak ada apapun dalam Persetujuan ini yang
menghalangi setiap Pihak untuk mengambil dan menentukar langkah-langkah
untuk melindungi keamananr nasionalnya atau melindungi hal-hal yang berkaitan
dengan kesenian, sejarah dan nilai arkeologi, atau langkah-langkah lain yang
diperlukan untuk perlindungan moral masyarakat, atau perlindungan manusia,
binaiang atau tanaman hidup dan kcschatan.

Pengaturan tersebut merupakan ketentuan mengcnai hak berdaulat dari suatu
negara untuk melindungi kepentingan nasionalinya termasuk melindungi warga
negaranya, sebagai salah satu contoh adolah dengan diberlakukannya Standar Nasional

Indonesia (SNI) dalam upaya melindungi konsumen dengan tetap bepedoman pada

* Badan Standardisasi Nasional (a), Pengaitar Standardisasi Edisi Pertama, (Jakarta: Badan
Standardisasi Nasional, 2009), him. 41.
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prinsip-prinsip mengurangi atau meniadakan  hambatan-hambatan  perdagangan yang
dianut dalam pasar bebas.

Terkait dengan standardisasi dalam upaya melindungi konsumen, pemenntah
telah menugaskan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam melakukan standardisasi
terhadap produk yang beredar di pasar nasional. Penerapan standar ini pada dasamya
bersifat voluntart dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan
standa icrsebut. Sifat dasar penerapan standar yang bersifat voluntari ini dapat berubah
menjadi wajib apabila siandar tertentu diacu oleh regulasi yang ditetapkan olch
pemerintah di shatu negara.

Suatu regulasi teknis dapat memuat ketentuan yang mewajibkan kesesuaian
dengan satu standar atau lebih untuk memenuhi regulasi, schingga standar tersebut
menjadi standar wajib (mandatory standard). Satu-satunya cara untuk memenuhi regulasi
teknis yang mewajibkan standar adalah pemenuhan kescluruhan persyaratan standar
wajib. Dalam ketentuan ISO/IEC Guide 2: 2004, hal ini dinyatakan dengan istilah
“acuan ke standar di dalam regulasi (reference to standard in regulation)” yang memiliki

definisi “acuan ke satu standar atau lebih dengan ketentuan yany rinci di dalam

reguiasi”.’

Suatu standar tidak akan dapat diterapkan bila tidak terdapat piranti yang
diperlukan untuk membuktikar: kesesuaian dengan standar tersebut. Demikian juga
pernyataan kesesuaian terhadap sebuah standar, akan menjadi tidak dapat dipercaya oleh
pihak lain apabila pernyataan tersebut tidak diberikan oleh lembaga yang kompeten dan
berwibawa. Oleh karena itu peranan BSN sebagai lembaga yang ditunjuk olch
pemerintah dalam bidang standardisasi sangatlah penting dalam menjaga mniu dan
jaminan terhadap produk yang tclah diberikan label SNI.

Indonesia telah menerapkan standar wajib untuk kepentingan keselamatan,
keamanan, kesechatan masyarakat atau pclestarian fungsi lingkungan hidup dan atau
pertimbangan ekcnomis sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nornor 102 Tahun 2000 tentang Standardisast nasional.

5 Ibid,, liim. 75.
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Yerkait dengan berlakunya ACFTA, SNI merupakan salah satu cara yang efekuf
dalam melindungi pelaku usaha terhadap maraknya barang-barang impor. SNI scjatinya
bersifat non-diskriminatif, yang artinya SNI berlaku untuk semua produk yang bercdar di
Indoncsia baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan diterapkan hal
terscbut, maka akan membuat konsumen menjadi lebih aman dalam memilibh dan
mengkonsumsi barang. Olch karena itu, rencana penierintah untuk pencrapan labelisasi
standar khususnya SN terhadap produk yang beredar di pasar nasional tenitam terhadap

diberlakukannya ACFTA merupakan upaya yang patut didukung.

B. Badan Standardisasi Nasional

Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidarg standardisasi dan
dalam mengantisipasi era globalisasi perdagangan dunia seperti ASEAN Frec trade Are
(AFTA), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). dan ACFTA, maka kegiatan
standardisasi yang mcliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment)
secara terpadu periu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan

dan meningkatkan daya saing pruduk nasional. mempcrlancar arus perdagangan dan

melindungi kepentingan konsumen.

Terkait dengan diberlakukannya ACFTA, salah satu cara untuk menghadapi
ACFTA adalah melalui pelabelan berupa Standar Nasional Indonecia (SNI). Pelabelan
SNI setidaknya dapat mengurangi peredaran produk-produk palsu atau produk vang
memiiiki kualitas buruk di pasaran yang mana terhadap hal tersebut dilindungi oleh

peraturan perundang-undangan.

Kegiatan standardisasi di Indonesia dilaksanakan oleh semua stakeho!ders, yaitu
pemerintah, pelaku usaha, konsumen maupun kaum professionai (ilmuwan). Keempat
stakeholders tersebut diharapkan dapat berpanisipasi aktif dengan bebas dan terarah
dalam kegiatan standardisasi. Dan untuk menghimpun aspirasi, membina,
mengembangkar, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara
nasional adalah menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Sebagai lembaga yang bertugas menetapkan standardisasi, peran BSN sangatlah
penting terutama di era perdagangan bebas yang mana standar produk mcnjadi bal yang

tidak bisa ditawar-tawar lagi. Begitu juga dengan kesadaran konsumcn yang semakin
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i untuk menuntut hak-haknya dalam hal meminta kepada pelaku usaha untuk
kukan kewajibannya agar mencrapkan standar produk yang aman bagi konsumen.
in itu, perkembangan teknologi juga mengharuskan untuk setizp produk yang
sarkan harus memenuhi standar yang sesuai dengan keinginan pasar.

Adapun yang menjadi alasan perlu dibentuknya BSN, antara lain adalah
wenakan suatu negara menyadan untuk saling berhubungan dan saling bekerjasama
ak memenuhi kebutuhannya, maka harus ada mekanisme-mekanisme mtemnasioual
¢ disepakati dan dilaksanakan dengan dasar saling “trusi” antar negara, untuk itulah
crlukan standar. Pertimbangan lainnya adaiah pengembangan suatu standar selalu
Kait dengan perlindungan dan daya saing yang tetap inemperhatikan aspek
lindungan konsumen terhadap kesehotan, keamanan, kesclamatan dan lingkungan
lup yang dilakukan dengan cara registrasi produk yang termasuk dalam berbagai
rjanjian internasional, scperti ASEAN, APEC maupun WTO. Pertimbangan lainnya
lalah standar dibuat untuk mengurangi secara signifikar terhadap semua upaya
:malsuan produk.’

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian WTO,
Indang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan
‘emerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional adalah seri peraturan
erkait yang menjadi benang merah mengena: perlunya BSN dibentuk.

BSN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung
jawab untuk melakukan pembinaan dalam kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini
menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). BSN dibentuk dengan
Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempumakan dengan Keputusan Presiden
No. 166 Tahun 2000 tentang Keduduxan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2C05.
Dalam Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2005 mengatur bahwa BSN secara teknis berada

dalam koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.

mbang Sciiadi, Kontribusi K Cukup Memb k i stV
4/No. llZOlO(Jakarl% Badan Standardisasi N:s':'o‘nal 20 0), him, 2880 Jumai SNI Valuasi Volume
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Dalam melaksanakan tugasnya, BSN berpedoman pada Peraturan Pemerintah
nor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Sedangkan untuk pelaksanaan
is dan fungsi BSN di bidang akreditasi. menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan
wrintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dilakukan oleh
nite Akreditasi Nasional (KAN).

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000
ang Standardisasi Nasional, KAN mempunyai (ugas menctapkan akreditasi dan
nberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menctapkan sistem akreditasi
sertifikasi. Dan untuk pelaksanaarn tugas dan fungsi BSN i bidang standar nasional
uk satuan ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ulkuran

sNSU® sebagaimana diatur dalam Pasal 4 avat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 102
win 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahua 2000
tang Standardisasi Nasional, dinyatakan bahwa KSNSU mempunyai tugas
mberikan pertimbangar dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk
uan ukuran.

Adapun yang merjadi pertimbangan di daium prosedur perumusan SNI adalah

aksanakan berdasarkan falsafah-falsafah sebagai berikut: ’

Mengambil pendekatan pragmatis, yaitu bila ada standar yang cocok berasal dari
standar negara lain atau standar internasional.

Mengusahakan agar SNI yang dirumuskan harmonis dengan standar regional atau
internasional.

Sejauh mungkin mengambil keuntungan dari pengalaman negara-negara lain yang
mempunyai tingkat pembangunan dan kondisi sosial ekonomi yang sama.

Agar SNI mempcroleh keberterimaan yang luas antara para stakeholders, maka

il dirumuskan dengan memenuhi ketentuan dalam WTO mengenai code of good
actice, yaitu:

Openess (keterbukaan): Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan

dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;

" Baden Standardisasi Nasional b, Pembentukar; Panitia Tekni. UMUS i xara:
andardis Naslo;ri\al 506 O)Ihl o0 ( embentukar; Panitia Teknis Perumusai SNI, (Jakanta: Badan
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b. Transparency (transparansi):  Transparan  agar  semua  sakcholder  yang
berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman
dan perumusan sampai ke tahap penctapannya. Dan dapat dengan mudah memperolch
semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;

c. Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak): Tidak memihak dan
konsensus agar scmua  stakcholder dapat  menyalurkan kepentingannya  dan
dipcriakukar secara odil;

d. Eyectiveness and relevance: Efckif dan relevan agar dapat memfasilitasi
perdagangan karena memverhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Cokerence: Koheren dengan pengembangan standar interasional agar perkembangan
pasar negara Kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar
perdagangan internasional; dan

f.  Development dimension (berdimensi pembangunan): Berdimensi pembangunan agar
memperhatikan kepentingan pubiik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan
daya saing perckonomian nasional.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000
tentang Standardisasi Nasional, maka BSN menetapkan Standar Nasional Indonesia
(SNI) yang perumusannya dilakukan secara konsensus oleh stakeholders (pelaku usaha,
konsumen. ahli/akademisi, serta pemerintah). SNI merupakan dokumen yang beiisi
ketentuan teknis berupa aturan, pedoman atau karakteristik dari suatu kegiatan atau
hasilnya. Dan SNI ini berlaku secara nasional di wilayah Indonesia terhadap produk yang
beredar di Indonesia.

Dalam forum organisasi standardisasi intemasional dan regional, BSN aktif
menghadiri atau menjadi tuan rumah berbagai sidang International Crganization for
Standardization (ISO), International Electrotechnical Commision (IEC) dan Codex
Alimentarius Commision (CAC), serta kegiatan penerapan harmonisasi standar dan
penilaian kesesuaian dalam rangka mengurangi hambatan perdagangan di tingkat
regional ASEAN melalui ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality
(ACCSQ), di tingkat regional Asia Pasific melalui APEC - Standards and Conformance
Sub-Committee (APEC-SCSC), .1sia Pasific Laboratory Accreditation Cocperution
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(APLAC), Pacific Accreditation Cooperation (PAC), Pacific Area Standards Congress

(PASC) dan scbugainya.x

Kegiatan standardisast internasional tersebut  dapat mendukung  peningkatan
produktivitas, daya guna produksi, mutu produk, proses, sistem dan personel, schingga
menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan daya saing bangsa dan perlindungan
terhadap konsumen.  Selain itu, sebagai notification body, BSN menotifikasi atau
menyampaikan draft reguiasi tcknis pemberlakuan SNI kepada sckretariat Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO). Begitu pula scbaliknya, BSN scbagai ingriry point juga
menerima draft regulasi teknis dari negara lain untuk sclanjutnya dikoordinasikan ke
instansi teknis terkait guna meminta tanggapan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam menghadapi cra perdagangan
bebas BSN nemiliki kendala-kendala, diantaranya yaitu:

a) Sumberdaya manusia yang jumlahnya masih kurang memadai, terkait hal ini masih
kurangnya tenaga ahli dalam perumusan standar dan penerapan standar.
b) Kurangnya iaboratorium per:dukung.

¢) Sulitnya riengikuti perkembangan teknologi dan inovasi yang sangat cepat, sebagai
contoh terkait nanotechnologhy tim ahli dari BSN masih belum mampu menerapkar

standar, padahal dimasa depan nanotechnologhy adalah salah satu yang akan merubah
peta teknologi.”

Visi BSN Tahun 2010 - 2014:

Adapun yang menjadi visi BSN adalah menjadi ilembaga terpercaya dalam
mengembangkan Standar Nasional Indonesia untuk meningkatkan daya saing
perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan iptek. '

Misi BSN:

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi BSN adslah memberikan

kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi melalui:

+ Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI)
« Mengembangkan sistem pencrapan standar dan penilaian kesesuaian menyampaikan
kepentingan dan memberikan suara mereka dalam pengembangan SNI

® Ibid., him. 26.
® Op.cit., Pambang Setiadi, him. 26.

'% http://www.bsn.go.id/bsn/profile.php, diakses pada 25 Agustus 2010, pukuf 20.00.
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Meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasi pemangku kepentingan dalam
bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

Mcngembangkan kebijakan dan perawran perundang-undangan standardisasi dan
penilaian kesesuaian. "’

Fungsi BSN:

a.

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional:
Koordinasi kegiatan [ungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;

Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah  di bidang
standardisasi nasional;

Penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidung
standardisasi;

Penyelenggaraan  pembinaan  dan peleyanan  administrasi umuam  di  bidang
perencanaan umum, Kketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, chcgawaian,
keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. 2

Kewenangan BSN:

Dalam menyelenggarakan fungsi tersehui, BSN mempunyai kewenangan:

-

e o o

Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan sc.:ara makro;

Penetapan sistem informasi di bidangnya;

Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu:

1) perumusan dar pelaksanaan kebijakan iertentu di bidang standardisasi nasional;

2) perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga seitifikasi.
lembaga inspeksi dan laboratorium;

3) penciapan Standar Nasional Indonesia (SNI);

4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya;

5) penyelenggaraan peudidikan dan pelatihan di bidangnya."’

C. Peranan Badan Standardisast Nasional Terhadap Berlakunya ACFTA

ACFTA merupakan pemberlakuan keleluasaan arus barang antara negara ASEAN

dan China dengan 1arif yang menurun secara bertahap. Dengan diberlakukarnnya ACFTA,

menambah maraknya komoditas dari negara anggota ASEAN dan China dengan harga

yang relaif murah di pasar nasional. Hal ini dapat mempengaruhi pasar nasional yang

"' http://www.bsn.go.id/bsn/profile.php, diakses pada 25 Agustus 2010, pukul 20.00.

12 1bid,
3 Ibid
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sclanjutnya dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan kegiatan usaha nasional dan
juga upaya untuk melindungi konsumen. Namun demikian diberlakukannya ACFTA juga
dapat memberikan peluang dan meningkatkan daya saing komoditas produksi dalam
negeri, terutama produk primer yang bersilat resource-based commodity.

Perkembangan tcknologi yang semakin pesat, peluang pasar yang meningkat dan
kompetisi global yang semakin ketat, menyebabkan persaingan yang tidak kanya cukup
dengan mengandalkan persaingan harga. Persaingan mutu juga terjadi pada vanasi
produk yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen. Keinginan untuk dapat bersaing
ini mendorong pelaku usaha untuk serantiasa mencari dan mengembangkan cara yang
lebih efektif dan efisien dalam merancang, memproduksi, dan memasarkan berbagai jenis
produk yang berguna bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Menyikapi hal tersebut,
pelaku usaha juga dituntut untuk senantiasa berinovasi dalam mengembangkan produk
baru.

Seiring dengan perkembangan inovasi dan teknologi di era perdagangan bebas,
peran standar sangat diperlukan untuk menjamin kualitas, kesesuaian, dan kearnanan dari
suatu produk yang dihasilkan maupun proses-prosesnya. Karena standar inilah yang akan
membedakan produk di pasaran, atau dengan kata lain artinya mana produk yang baik
dan mana yang tidak. Menurut De Vries, standardisasi juga bertujuan untuk mengurangi
peningkatan variasi produk dan prosedur dalam kehidupan manusia, memudahkan
komunikasi, memberi kontribusi pada keamanan, kesehatan dan perlindungan hidup,
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta meniadakan hambatan dalam
perdagangan. 14

Dalam era perdagangan bebas terutama terhadap berlakunya ACFTA, pemerintah
Indonesia tengah memperkuat pasar dalam negeri terhadap maraknya produk-produk
impor melalui SNI yang dikeluarkan olch BSN. Lebih dan itu, melalui SNI pemerintah
berusaha mendorong pclaku usaha dalam negen untuk mampu bersaing di pasar
internasional. Disamping itu, untuk meminimalisir dampak dari ACFTA tanpa melanggar
aturan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trede Organization, WTO) maksimalisasi

peranan BSN melalui SNI-nya sangatlah diperlukan. Maksimalisasi SNI ini dJapat

" Frans Agung, Peranan Inovasi dan Standar Dalam Persaingan Global, Junal SNV Valuasi
Volume 4/No. 2/2010, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2¢10), him. 16.
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menghambat masuknya barang-barang yang tidak berkualitas ke Indonesia sekaligus
melindungi konsumen darni barang yang tidak memenuhi standard dan juga untuk
mengurangi secara stgnifikan terhadap semua upaya pemalsuan produk.

Standardisasi barang dan jasa olch konsumen merupakan hak jaminan minimal
dari sebuah barang dan jasa kepada konsumen yang sckaligus menjadi kewajiban dari
pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Uprdang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsurien. Jaminau itu intinya berupa kualitas yang baik serta adanya
perlindungan bahwa barang itu memang aman untuk digunakan atau dikonsumsi.
Permasalahan yang terjadi saat ini adalah sejauhmana konsumen mengetahui mengenai
apa yang dimaksud dengan standardisasi produk.

Konsumen pada umumnya menilai produk apapun yang sudah beredar di
masyarakat atau di pasar secara otomatis sudah memenuhi standar atau memenuhi syarat-
syarat yang berlaku. Namun mengenai SNI yang telah dikeluarkan oleh BSN masih
kurang diketahui oich konsumen, masyarakat sebagai konsumen baru-baru ini mengenal
istilah SNI karena adanya kewajiban dari pemerintah seperti diatur dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menygenai
Kewajiban pengendara motor menggunakan helm yang ber-SNI (SNI uniuk helm adalah
SNI 1811:2007) yang diberlakukan sejak 1 April 2010. Penerapan SNI helm ini dengan
maksud untuk meningkatkan kualitas helm yang diproduksi di dalam negen, serta
melindungi pasar dan konsumen dari beredarnya produk impor yang tidak memenuhi
standar.

Untuk itu pemerintah melalui BSN dan instansi teknis terkait harus lebih akuf
dalam mensosialisasikan mengenai SNI agar konsumen tahu mengenai produk yang baik
dan aman. Dan untuk menstimulus pelaku usaha supaya mendaftarkan produknya, saat
ini BSN telah memberikan SNI Award kepada pelaku usaha yang layak menerima karena
kontribusi produknya yang ber-SNI dan mampu bersaing dengan pelaku usaha dari luar
negeri, namun SNI Award ini belum dikenal tidak scperti dengan penghargaan-
penghargaan lain seperti oleh Top Brand atau yang lainnya. Agar lebin memperjelas
mengenai peranan BSN melalui SNI-nya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peranan SNI bagi konsumen
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Schagaimana telah dijelaskan dimuha bahwa SNI antara lain bertujuan untuk
memberikan perlindungan kepada konsumen, tenaga kerja dan masyarakat baik dalam
keselamatan maupun Kesehatan. Selain itu juga untuk mewujudkan jaminan mutu dan
meningkatkan daya guna. hasi guna dan produtivitas dalam mencapai mutu produk
dan atau jasa yang memenuhi standar. Untuk lebih memperjelas mengenai peranan
SNI bagi konsumen dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SN memberikan perlindungan bagi konsumen
SNI mempunyai peran strategis bagi konsumen dalam memberikan
perlindungan atau proteksi terhadap setiap upaya-upayz yang dilakukan pelaku
usaha yang akan merugikan kosumen. Disamping itu, SNI juga dapat memben
petunjuk agar lebih selektif dan berhati-hati dalam setiap kegiatan mengkemsumsi
suatu produk tertentu, schingga secara preventif dapat menghindari kerugian
karena tidak tercapai maksud dan tujuan konsumen. Sebagai contoh, masa'ah

meledaknya tabung gas telah merenggut jiwa dan harta masih bermunculan di

beberapa kota dan dicinyalir terjadi karcna produk terscbut tidak berstandar.

b. SNI menumbuhkan kepercayaan konsumen
Hubungan antara konsumen dengan pihak pclaku usaha pada dasarnya
adalah hubungan saling ketergantungan. Artinya scorang koasumen dalam rangka
memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan barang dan jasa dan pelaku usaha.

Sebaliknya pelaku usaha juga mengharapkan kchadiran konsumen dalam rangka

meraih keuntungan semaksimal mungkin. Hubungan yang demikian itu akan

tercipta apabila pihak pelaku usaha mampu secara kondusif menciptakan iklim
yang memungkinkan konsumen bisa memenuhi atau menikmati kenentingan-
kepentingannya.

Namun pemasalahan perananan SNI saat ini adalah konsumen tidak
mengetahui dengan benar barang-barang apa saja yang benar-benar memiliki
label SNI. Hal ini terkait dengan maraknya SNI palsu yang beredar dipasaran.

Mengenai banyaknya produk yang menggunakan SNI palsu di pasaran, menurut
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Huzna Gustiana Zahir ada beberapa faktor yang menycebabkan terjadinya hal ini,
. L

yaitu: .

I. adanya niat dari pelaku usaha untuk mengelabui konsumen dengain membuat

SNI palsu pada produknya;

pengawasan yang kurang dari pemerintah terhadap produk-produk ber-SNI

yang beredar di pasar

3. pclaku usaha tidak mampu niembuat produk yang sesuai scperti yang
diisyaratkan oleh SNI.

to

Untuk itu peranan dari BSN maupun instansi teknis sangat diperlukan
dalam hal pengawasan pra-pasar, pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi atau

mengkoreksi terhadap produk yany tidak memenuhi SNI aiau SNI palsu terscbut.

2. Peranan SNI bagi pelaku usaha
Untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dalan negeri dan penggunaan barang
atau jasz terait dengan SNI, terkait mengenai peranan SNI bagi pengusaha dapat
dirinci sebagai berikut:
a. Menciptakan persaingan schat
Pasal 3 Peiaturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional, antara lain menyatakais bahwa salah saw tujuan SNI
adalah untuk mewujudkan tercapainya persaingan yang sehat dalam perdagangan.
Persaingan yang sehat mengandung arti hahwa pelaku usaha harus mampu
bersaing secara wajar dan melakukan kompetisi dengan berpijak pada landasan
etika bisnis serta peraturan perundang-undangan.
b. Kesamaan kualitas
Bagi pelaku usaha, adanya standardisasi akan mencapai kesamaan kualitas
barang dan jasa yang dipasarkan. Kesamaan kualitus membawa konsekucnsi
bahwa para pelaku usaha dilarang untuk berlomba dan bersaing dalam efisiensi
dan prodiktifitas, schingga tebentuk bentuk persaingan yang schai dan jujur,
karena biaya produksi dan harga jual dari berbagai pelaku usaha itu tidak akan
berbeda jauh. Hal ini juga membuat konsumen menjadi yakin bzhwa level mutu

dari suatu produk adalah sesuai dengan standar yang diakui.

* Huzna Gustiana Zahir, Jadikan Sl Sebagai Jeminan Keamanan Produk, Jumal SNI Valuasi,
Volume 3/No.1/2009, (Jakarta: Badan Standzrdisasi asnonal 20065), him. 7-8.
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Mendorong daya saing produk nasional

Pencrapan SNI olch pelaku usaha akan dapat mendorong daya saing
produk nasional apabila SNI terscbut didasarkan pada kebutuhan industri nasional
dan pengembangannya harmonis dengan standar internasional dan/atau standar-

standar yang diterapkan di ncgara-negara tujuan ekspor.

SNI menumbuhkan kepercayaan pelaku usaha terhadap produknya

Dengan adanya SNI terbadap produk yang diproduksi pelaku usaha,
membuat pelaku usaha semzkin termotivasi dalam meningkatkan kualitas dan
mutu, serta pasar yang dituju karena memiliki produk yang ber-SNI. Sebagai
contoh salah satu pemenang SNI Award Tahun 2007, PT. Gunung Subur vang
menyatakan kepercayaan dinnya meningkat ketika menjual produk teh-nya ke
negara Arab. Selanjutnya pemenang SNI Award tahun 2008, PT. Muliaglass-i-loat
Division mendapatkan pengakuan dari pasar Eropa karena produknya telah ber-
SNL Dan yang terakliir, pemenang SNI Award Taliun 2009 dan 2010. PT.
Mahkotadewa yang memproduksi produk herbal. kini sudah memiliki cabang di
Philipina.'®
Menguhur perkembangan usaha

Kelangsungan dan pertumbuhan usaha dapat dicapai jika pelaku usaha
mampu menyediakan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen
dan diterima oleh konsumen. Agar dapat diterima olch konsumen salah satunya
adalah dengan memberikan kualitas tertentu apabila membeli barang atau jasa
yang memenuhi standar. Standar sejatinya bisa menjadi indikator berhasil atau
tidaknya suatu perusahaan dalam bismis. Dengan SNI, pelaku nsaha dapat
membandingkar produknya dengan produk sejenis yang beredar di pasar,
sehingga pelaku usaha dapat mengetahui dengan pasti seberapa jauh Kualitas
produknya dibandingkan dengan kompetitomya. Selain itu, standar bisa
digunakan untuk memberi garansi pada segi efektifitas dan efisicnsi perusahaan

karena bisa mengurangi biaya proses produksi barang dan jasa.

18 1bid, him. 9.
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3. Peranan SNI bagi pemerintah

Sasaran pembangunan nasional dibidang ekonomi akan dapat (ercapai apabila
nembangunan sektor industri dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat. Kemajuan
usaha industri dapat diraih apabila pelaku usaha, konsumen dan pemerintah
mempunyai kesadaran tentang pentingnya kemajuar industri dalam mewujudkan
kes jahteraan masyarakat.

SNI sebagai bagian dari kegiatan pembangunan nasional dapat berperan dalam
menunjang pembangunan industri. karena tujuan akhir kegiatan standardisasi adalah
mewujudkan jaminan mutu pada saat ini aspek mutu atau kualitas merupakan hal
yang mutlak bagi pelaku usaha agar dapat memenangkan persaingan baik nasional
maupun internasional. Pemerintah memerlukan SNI dalam jumlah dan mutu yang
semakin meningkat untuk menunjang tercapainya tujuan nasional dalam peningkatan
daya saing produk dalam negeri terhadap barang impor, schingga upaya
meningkatkan devisa dari ekspor dapat diwujudkan secara maksimal. Selain itu, SNI
dapat juga digunakan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah untuk menata struktur

ekonomi sccara iebih baik dan memberikan perlindungan kepada konsumen.
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BAB 1V
UPAYA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP BERLAKUNYA ACFTA

A. Dampak diberlakukannya ACFTA

Berlakunya ASEAN China iree Trade Arca (ACITA) tclah menjadi catatan penting,
kaicna Indonesta menjadi bagian dari hal ini. Indonesia memiliki peran strategis dalam
perkembangan perckonomian ACFTA dan khususnya pada tingkat ASEAN. Sclain Indonesia
menjadi salah satu pendiri ASEAN, Indonesia juga memiliki pasar yang sangat besar karena
jumlah penduduknya terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun dari kedua hal tersebut belum
mengangkat neraca perdagangan Indonesia pada China yang masih terasa sampar scmester
pertama tahun 2010. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa neraca perdagangan
Indonesia dengan China menunjukkan defisit sebesar US$ 2,946 miliar pada periode tersebut.’

Namun hal ini belum betarti dibcrlakukannya ACFTA merugikan Indonesia. defisit ini
terjadi karena disebabkar oleh pengalikan impor Indonesiz dari negara lain ke China yang relatif
lebih murah. Hal ini terlihat dari fakta bahwa meskipun defisit dengan China meningkat namun
neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan masih surplus cukup besar. Kenaikan impor
ini juga disebabkan oleh kegiatan impor dari investor China yang melakukan proses produksi di
Indonesia. Selain itu, naiknya impor dari China juga terjadi karena impor bahan baku dan barang
modal.

Sejak diberlakukannya perjanjian tersebut telah memberikan dampak positif bagi
perekonomian nasional. Hal ini terjadi karena adanya akselerasi perdagangan dan investasi
bilateral. Investasi yang terjadi bertujuan untuk memenuhi permintaan dalam negeri masing-
masing negara dan meningkatkan kapasitas suplai untuk negara ketiga. Indonesia dan China
dapat saling mengisi dalam perdagangan, karena Indonesia memerlukan produk-produk China
dan sebaliknya, China juga memerlukan produk-produk dari Indonesia.  Dan  data  statistik,
diketahui bahwa produk yang dibutuhkan Indonesia dari China terutama berupa barang modal,

bahan baku, bakan penolong, teknologi permesinan, telekomunikasi, dan transportasi. Sedangkan

' M. Hatta Rajasa, Dengan CAFTA, Indonesia dan China Saling Mengisi dalam SNI, Jumal Valuasi,
Volume 4/No. 3 Tahun 2014, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2010), him. 3.
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produk-produk unggulan dari Indonesia yang dibutuhkan olch China adalah berupa produk
tambang, migas, kelapa. CPO, kakao, karet, rempah-rempah, produk kayu dan rotan.?

Selain itu, ACFTA juga tclah memberikan kesempatan kepada scktor-sektor nsaha
nasional yang mempunyai keunggulan di pasar China untuk tumbuh lebih optimal seiring dengan
meningkatnya pertumbuhan ckonomi di China. Untuk Indonesia, China menjadi negara tujuan
ckspor kedua terbesar setelah Jepang. 1lal ini tidak merutup kesnungkinan bahwa China akan
menjadi negara tujuan ekspor nomor satu Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama yang
-ckaligus dapat meningkatkan devisa bagi negara.

Perdagangan bebas membawa konsckuensi bahwa semua barang dan jasa yang berasal
furi negara peserta perjanjian akan masuk ke pasar nasional. Masuknya barang dan jasa impor
ersebut bukannya tanpa permasalahan. Permasalahan ini bisa dalam benwk pengaduan atau
omplain dari konsumen atas barang atau jasa yang dikonsumsinya. Namun, pada umumnya
onsumen Indonesia enggan berperkara ke pengadilan, padahal telal: sangat dirugikan oleh
elaku usaha. Keengganan konsumen Indonesia ini, disamping disebabkan ketidakkritisan
wcreka, juga lebih banyak karena ketidak pahaman oich scbagian besar masyarakat scbagai
onsumen terhadap Undang-undang Nomor $ Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
tlebih dengan diberlakukannya ACFTA.

Yang diatur dalam perjanjian ACFTA adalah sctiap sengketa miengenai interpretasi,
1plementas: atau aplikasi persetujuan tersebut harus diselesaikan secara baik deagan konsultasi
in/atau mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 perjanjian ACFTA dun dalam Agreement
1 Dispute Settlement Mechanism of The Framework Agreement on Comprehensie Economic
»-operation between The Association of Scutheast Asian Nations and The People’s Republic of
nna.

Permasalahan secara yuridis juga terjadi apabila peraturan perundangan-undangan
lonesia bertentangan dengan peraturan perundangan-nndangan negara lain. Untuk itu
serlukan langkah-langkah berupa harmonisas: antara ketentuan-ketentuan nasional terhadap

entuan-ketentuan regional dan World Trade Organization (WTO).2

2 Ibid him. 7.

* Yusut Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya Edisi Revisi Cetakan
'wa, (Bandung;: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 12.
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Permasalahan lainnya adalabh menyanghut tidak tersedianya fasilitas pelayanan puma jual
bagi konsumen, karcna tidak semua pelaku usaha lvar negeri memiliki kantor perwakilan di
Indonesia. sebagai contoh maraknya penggunaan hanaphone merck blackberry di masyarakat
yang tidak diimbangi dengan adanya layanan pumajual dan baru-baru saat ini saja pihak
blackberry membuka kantor perwakilannya sekaligus melakukan layanan pumajual di Indonesia
setelah mendapat ancoman dari Kementenian Informasi dan Komunikasi untuk menutup
peredaran handphone tersebut. Terkait dengan meningkatnya barang dan jasa yang beredar di
pasara nasional, diharapkan konsumen agar lebih sclektif dalam mengkonsumsi barang, sehingga
konsumen mendapatkan barang yang terjamin kualitesnya dan aman untuk dipergunakan serta
memiliki layanan purrajual tchadap barang yang dikonsumsinya.

Penerapan ACFTA akan membuka peluang pasar ekspor dari anggeta ASEAN ke China,
sekaligus menarik investasi. Artinya, perjanjian ini akan memacu pertumbuhan perekonomian
antamegara di ASEAN. Namun dalam implementasinya ada dua 1antangan besar yang dihadapi
Indonesia, yaitu upaya untuk meningkakan daya saing produk Indonesia dan perlindungan
terhadap konsumen.

Untuk dapat memenangkan perdagangau internasional dilakukan dengan peningkatan
daya saing produk Indonesia. Daya saing adalah produktivitas dimana suatu negara atau wilayah
cluster mendayagunakan modal, sumberdaya manusia. dan potensi alamnya.’ Oleh karena itu
peranan standardisasi dan sertifikasi menjadi sangat penting dalam proses daya saing tersebut,
karena dapat mengurangi kesenjangan dalam interpretasi terhadap kualitas dan representasi dari
barang atau jasa yang diperdagangkan. Peranan sertifikasi adalah menjadi kepanjangan tangon
dan realisaci dari penerapan standar.

Pada umumnya, standar dimanfaatkan oleh konsumen sebagai acuan untuk memilih
produk. Masyarakat sebagai konsumen selalu menghendaki bahwa seluruh produk atau jasa yang
beredar di pasar merupakan barang atau jasa yang aman serta tidak membahayakan kesehatan
dan keselamatan konsumen. Persaingan yang terbuka dalam perdagangan bebas membuka
kesempatan kepada pelaku usaha untuk berbuat curang. Untuk dapat bersaing, tak jarang pelaku

usaha mengabaikan faktor keamanan deini tercapai harga produk yang murah.’

' Frans Agung, GENAP SNI, Mengualkalnzglaa’a Saing dengar: Standar, Jumal SNI Valuasi Volume

4/No.3/2010, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasiona ), him. 16.

5 Ibid., hlm. 17.
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Disinilah peran pemerintah uniuk memastikan keamanan, keselamatan dan kesehatan
svarakat, serta untuk kelestarian lingkungan hidup. Oleh Karena itu intervensi dari pemerintah
un bentuk penctapan regulasi teknis untuk menetapkan persyaratan wajib terhadap produk,
ses, dan jasa yang relevan yang diperlukan agar produk. proses, ataupun jasa tersebut aman.
nwun dalam praktiknya. apa yang ditetapkan pemcrintah scbagai pemberlakuan SNI wajib
at. menimbulkan hambatan perdagangan demi melindungi  produk dalam negeni dan
»varakat Indonesia dari serbuan produk impor yang tidak berstandar. Dengan ditetapkannya
| wajib sebenamya bukan hanya menjadi jaminan bagi pihak yang bertransaksi, tetapi juga
agai nilai tambzh karena menjadi keunggulan (competitive advantage) yang tidak mudah
-u oleh pelaku usaha dari negara lain.

Meningkatnya produk China yarg masuk ke pasar nasional baik secara legal maupun
g ilegal tidak lepas dari faktor persaingan harga. Barang-barang impor dari China relatif lebih
ah dibandingkan dengan produk dari industri nasional. Selain itu pola konsumsi masyarakat
»nesia yang lebih memilih barang murah sccara perlahan membuat pelaku usana dalam uegeri
asa tersaingi lebih produk-produk dari China. Hal ini terjadi karena masyarakat sebagai
sumen kurang memperhatikan nasionalisme dan komparasi dari segi kualitas techadap produk
g beredar di pusar. Akan tetapi, konsumen juga harus waspada karena tidak jarang barang
g murah tersebut akan mengancam keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen.
agai contoh, barang murah, terutama yang berasal dari China seperti mainan anak, kos:netika

pangan, peralatan rumah tangga, dan baja, mengandung bahan berbahaya sera tidak
nenuhi ketentuan standar yang dipersyaratkan. Hal ini nantinya akan menimbulkan kerugian
ada konsumen. Oleh karena itu, sudah saatnya konsumen Indonesia tidak lagi menjadi obyek
| target pasar produk impor yang tidak layak dan sudah szatnya konsunier menjadi subyck
| pelaku pasar yang cerdas, kntis, pandai memilih produk yang baik, dan mengedepankan
\b=lian produk buatan Indonesia.

Khusus terhadap produk pangan, jclas menjadi permasalahan tersendiri. Secara
ologis, Indonesia adalah ncgara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini
{aitan dengan standar pangan bagi umat islam yang mensyaratkan adanya jaminan halal
im setiap produknya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis nantinya membatasi objek
elitiannya pada produk pangan dan kaitannya dengan jaminan produk halal bagi konsuinen di

nesia khususnya yang beragama islam.
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Mencermati kondisi tersebut. dari sisi perlindungan hons imen. perlu beberapa langkah
aksi yang terintegrasi dan berkesinambungan untuk menghadapi pelaksanaan ACFTA. Salah
upaya pemerintoh yaitu melalui Regulatory Approach. pemerintah tetap melanjutkan penerapan
berbagai peraturan yang terkait dengan upaya perlindungan Konsumen. Seperti standardisasi
produk halal terhadap produk impor dari negara-negara yang tunduk pada perjanjian ACFTA,
standar produk, pencrapan kewajiban pencantuman label produk dalam bahasa Indonesia. serta
regulasi teknis lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan ACFFTA dan WTO. Bagi barang-
barang yang berdampak besar terhadap keamanan, keschatan, keselamatan, dapat merusak
lingkungan hidup, dan scjalan dengan kesiapan pelaku usaha di dalam negeri, secara bertahap
narus diberlakukan wajib Standar Nasionai Indonesia (SNI).

Selama ini pengaturan yang ada belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan
adanya produk yang menjamin keamanan, kesclamatan dan kehalalan produk. Selain konsumen
dirugikan dengan kondisi tersebut, produk-produk illegal dengan lcluasa semakin merangsek dan
menguasai pasar dalam negeri. Dengan adanya pengaturan jaminan produk halal, konsumen jelas
akan terjamin keselamatan. kemainan dan keschatannya scbagai hiuk-hak dasar mereka jika
ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen.

Permasalahan lainnya terkait dengan ACFTA adalah maraknya beredar barang dengan
label SNI palsu di pasar nasional. Kurang sosialisasinya mengenai SNI membuat konsumen tidak
mengetahui dengan benar barang-barang apa saja yaug benar-benar memiliki latel SNI
Mengenai banyaknya produk yang menggunakan SNI palsu di pasaran, menurut Huzna Gustiana
Zahir ada beberapa faktor yang menycbabkan tejadinya hal ini, yaitu: ®

1. adanya riat dan pelaku usaha untuk mengelabui konsumen dengan membuat SN1 palsu pada
produknya;

2. pengawasan yang kurang dari pemerintah terhadap produk-produk per-SNI yang beredar di
pasar;
3. pelaku usaha tidak mampu membuat produk yang sesuai seperti yang diisyaratkan oleh SNI.
Terkait dengan kesengajaan dari pelaku usaha untuk mengelabui kensumen dengan
membuat SNI palsu pada produknya, lazimnya produk tersebut belum memenuhi standardisasi

yang harus dipenuhi dalam SNI, namun pelaku usahanya sengaja meacantumkan label SNI

dalam produknya untuk memperoleh keuntungan. Tindakan ini merupakan tindak pidana dan

6
uzna Gustiana Zahir, Jadikun SNI Scbagai Jaminan Aeamanan Produk, Jummal SNI Valuasi, Vol
3No.1/2009 (abane Han s ek SV Scbogai Jamina rodi me
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terhadap pelakunya dapat dijerat hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk itu peranan dari BSN maupun instansi teknis sangat diperlukan dalam hal
pengawasan pra-pasar, pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi atav mengkoreksi terhadap
produk yang tidak memenuhi SNI atau SNI palsu, karena tidak menutup kemungkinan terhadap
produk yang telah ber-SNI itu temyata tidak memenuhi standar SN1 setelah diperiksa, Upaya
vang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antar instansi teknis/lembaga. baik dalam
perumusan, penerapan, pemberlakuan, maupun pengawasan SNI. Melalui koordinasi tersebut,
seluruh proses yang berkaitan dengan SNI, mulai dari perumusan, penerapan, pemberlakuan,
naupun pengawasannya dapat dilakukan secara terbuka, transparan, tidak memihak, berbasis
.ompetensi dan mengutamakan kepentingan publik.’

Olch karena hal tersebut, kesadaran konsumen terhadap standar menjadi sangat penting.
~onsumen harus lebih hati-hati dalam membeli produk agar jangan sampai hak-hak konsumen
iabaikan atau malah dirugikan.Yang perlu dilakukan konsumen adalah:

Teliti sebclum memoeli

Konsumen harus terbiasa teliti terhadap barang atau jasa yang ditawarkan di pasar. Karena
secara kasat mata setidaknya bisa diamati apakah kemasan produk tersebut dalam kondisi
baik atau rusak.

Memperhatikan labe! dan masa kadaluwarsa

Steleha melihat kondisi kemasannya, konsumen bisa melihat kadaluwarsa dan label yang
memberikan informasi tentang produk. Label ini harus ditulis dengan inenggunakan bahasa
Indonesia agar mudah dimengerti.

Pastikan produk bertanda jaminan mutu SNI

Konsumen yang memilih kualitas mutu sebaiknya mencari produk yang sudah memiliki
tanda SNI, terutama untuk produk atau jasa yang sudah diwajibkan SNJ seperti reguelater gas,
selang gas, dan tabung gas.

Membeli produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan.

Hindari membeli produk atau jasa yang hanya menuruti perilaku konsumtif.

7 Maria Elka Pangestu, Brand !mage Produk Nasional Melalui SNI, Jumal Valuasi, Volume 1/No. | Tahun
V7, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2007), him. 5.
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Selain itu masyarakat dihimbau agar menjadikan standar scbagai budaya. Budaya standar
adi syarat penting terhadap diberlakukannya ACFTA karena dengan memiliki kesadaran
va untuk menerapkan standar dalam memenuhi kebutuhan konsumen, maka dengan
kian konsumen akan selalu merasa hak-haknya dilindungi. 1.cbih dari itu, dengan pencrapan
ya standar ini dapat membantu pclaku usaba dalam negeri untuk bisa bersaing dengan
:ngkatkan kualitas sckaligus scbagai upuya mengantisipasi produk-produk luar negeri yang
: memenuhi standar. Dalam rangka membudayakan standar dalan: masyarakat, BSN melalui
tkan Nasional Pencrapan Standar Nasional Indonesia (GENAP SNI) ingin memperkuat
daran masyarakat supaya penerapan standar menjadi budaya. Oleh karena itu, standardisasi
13 dikuasai oleh setiap stakeholders, terutama terhadap pelaku usaha industri agar mampu
aing dalam pasar. Salah satu yang diharapakan duri GENAL® SNI adaiah agar masyarakat
1zai konsumen dapat turut aktif dalam kampanye menciatai produk Indonesia atau yang biasa
‘buat dengan Gerakan Cinta Produk Indonesia.

Tingkat kepedulian atau kesadaran konsumen terhadap pemenuhan konsums: barang
)g memenuhi standar masih rendah. Padahal kesadaran tersebut melindungi hzk-hak dari
sumen. Konsumen selama ini belum sadar akan pentingnya SNI dan hanya bererientasi untuk
ndapatkan barang dengan murah, bagus, dan enak digunakan Sebenamya kesadaran
nsumen terhadap penggunaan produk yang memiliki standar akan secara otomatis terbentuk
abila tingkat pendidikan dan kescjahteraan konsumen tclak terpenuhi.’

Untuk meningkatkan pendidikan terhadap konsumen membutuhkar waktu yang relatif
ma dan proses yang panjang. Agar lebih mempercepat kesadaran konsumen terhadap produk
mg ber-SNI diperlukan langkah sosialisasi yang dikemas secara menarik dan Konsisten
berlakukan yang dilakukan oleh pemerintah melalui BSN dengan melibatkan instansi teknis
rkait.

Selain itu, konsumen juga diharapkan dapat inempercayai produk-produk nasional, yakni
engan menibeli dun memakai produk nasional yang menerapkan SNI. Walaupun untuk
nenerapkan SNI merupakan beban bagi pelaku usaha, akan tetapi hal ini harus dilzkukan scbagai
ipaya peningkatan daya saing pclaku usaha dalam pasar dan juga vntuk melindungi konsumen

lart barang-barang yang tidak berstandar yang bisa merugikan hak-hak konsumen.

3 '
Handi Irawan, Jangan Anggap lemeh Standardisasi Produk, Jumal SIN1 Valuasi Vol 3/MNo.1/2009,
(Jukarta: Badan Slandardisasi%\lasinngf 5)09), him. 8. b ) orme 112009
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Terkait dengan  diberlakukan  ACFTA, pemerintah  telah melakukan  pengamanan
perdagangan dalam aegeri dengan melakukan safeguard. antidumping. berusaha mengatasi
penyelundupan atau paralel impor. Stat ini, pemerintah baru pada tahap labclisasi SNI
selanjutnya diharapkan dalam waktu dekt dapat diatasi dengan deliver.” Hal lain yang dilakukan
oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan ekspor dengan cara melakukan kerjasama bilateral

dan regiona! untuk menjaga daya saing scrta meningkatkan akses pasar.

B. Upaya yang dilakukan Badan Standardisasi Nasional dalam meclindungi kensumen
ternadap berlakunya ACFTA

Indonesia sebagai bagian dari bangsa di dunia tidak dapat dipungkiri keterlibatannya
dalam peraagangan internasionai. Saat ini Indonesia telah meratifikasi perjanjian perdagangan
internasional seperti World Trade Organization (WTO) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun
1994 tentang Pengesahan Agreement Estabilishing The World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), ASEAN Frec Trade Are (AFTA), ASEAN China
Free Trade Area melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pergesahan
Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between The Association of
South East Asian Nations and The People’s Repuvlic of China (Persetujuan Kerangka Kerjasama
Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Autara Ncgara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-
bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China.

Keinginan pemcrintah untuk melindungi produk dalam negeri mulai serius. Badan
Standardisasi Nasional (BSN), misalnya, menargetkan 50 persen industri di Indonesia akan
menerapkan Swandar Nasional Indonesia (SNI) hingga 2015 nanti. Sementara itu, Menteri
Perindustrian MS. Hidayat telah menumjuk Lembaga Penilai Kesesuzian (LPK) sebagai
pelaksana dan pengawas pemberlakuan SNI atas 58 produk industri.*°

Dalam mencapai sasaran sebesar mungkin manfaat dalam standar, maka Badan
Standardisasi Nasional diberi misi yang sangat jelas yaitu membuat Standar Nasional Indonesia
{SNI), satu-satunya standar yang berlaku sccara nasional di Indonesia. SNI disusun scbagai

standar nasional yaing efektif untuk memperkuat daya saing nasional, memperbaiki transparansi

® Frans Agung, GENAP SNI, Beginilah Sektor TPT Hadapi CAFTA, Jumal SNI Valuasi Volume
4/No.3/2010, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasionai, 2010), him. 19,

o http://www.mastan.or.id/mastar/index.php?option=com_content&task=vicw&id=44&ltemid=1, diakses
pada tanggal 14 Uktober 2010, pukul 21.05.
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dan efisicnsi, serta melindungi kesclamatan konsumen. heschatan masyarakat lingkungan dan
keamanan.

NDengan demikian, SNI menjadi salah satu bagian instrument vital untuk menghadapi
masalah-masalah yang muncul ketika berlangsungnya globalisasi di Indonesia. Selain akan
melindungi masyarakat. meningkatkan daya saing. kcamanan, keschatan dan lingkungan, maka
SNI menjadi faktor untuk menghadapi proses globalisasi yang bergerak melalui proses
keriasama regional seperti CAI'I'A, atau scbentar lagi India AFTA, Kanada AFTA dan lain-ldin.
Pada intinya, SNI harus menjadi banhasa penting  dalam  transaksi-transaksi  di  bidang
perdagangan, dan transfer teknologi di bidang industri dan teknologi. SNI adalah bahasa
nasionalisme di bidang perdagangan, industri dan teknoiogi untuk menghadapi globalisasi.

Dengan beragamnya tartangan agar mampu bersaing dalam ACFTA atau perdagangan
internasional lainnya, Indonesia perlu meningkatkan daya saing dari pelaku usaha dalam negeri.
Saat ini penierintah telah menggerakan Gerakan Nasional Penerapan Standar Nasional Indonesia
(GENAF SNI) untuk mendoiong pelaku usaha agar menyesuaikan kualitas produknya dengan
standar konsumen di pasa. internasional, sckaligus melindungi konsumen dalam ncgeri melalui
standai.

Dalam menghadapi ACF ['A dan mcngantisipasi perdagangan dunia. Badan Standardisasi
nastonal (BSN) terus melakukan upaya untuk menjadikan Standar Nasional Indonesia (SNI)
menjadi standar nasional yang efektif untuk memperkuat daya sainp nasional, meningkatkan
transparansi dan efisiensi pasar, sekaligus melindungi keselamatan konsumen, kesehatan
masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan dan keamanan.

GENAP SNI adalah "strategi non tariff" dalam rangka mendukung langkah pemerintah
terhadap diberlakuannya ACFTA pada tahun 2C10. BSN sebagai lembaga pcmernintah non
Kementerian yang mempunyai tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan
standardisasi di Indonesia mempunyai tanggungjawab memastikan tersedianya SNI yang
diperlukan unick memfasilitasi Indonesia dalam menghadapi ACFTA dan memberikan
rekomendasi dalam pengembangan iembaga penilaian kesesuaian (LPK) terutama laboratoriuin
penguji dan lembaga sertifikasi produk yang diperlukan.

GENAP SNI yang dicanangkan olch pemerintah pada awal tahun 2010 merupakan
langkah konkret yang dilakukan untuk penerapan standar. Tujuan dari GENAP SNI salah

satunya adalah mengamankan pasar dalam negeri dari maraknya produk China melalui

’8
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pencrapan standar. Untuk merealisasikan GENAP SNI, maka BSN membuat draft sthiategi non
wrif yang akan digunakan sebagai bahan yang akan didiskusikan dengan para mitra atau
pemangku kepentingan BSN  dan sckaligus menjadi rujukan. Bahan ini disusun  dengan
landasan:""

« llasil Lokakarya Nasional Standardisasi tanggal 7 - 8 Oktober 2009 terkait dengan AF LA

« Kesimpulan rapat Menko EKUIN tanggal 18 Januari 2010:

« Ilasil RDP Komisi VI dengan S Menteri bidang perckonomian (Menteri Perdagangan,
Menter: Perindustrian. Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri BUMN)
tanggal 20 Januari 2010;

o Hasil rapat kerja BSN Jdalam rangka RENSTRA BSN 2010-2014;

o ASEAN Economic Community (AEC) 2015.

S¢jak awal tahun 2010, BSN sudah aktif menyusun strategi untuk menghadapi ACFTA
dan berbagai perjanjian perdagangan bebas lainnya melalui 11 langkah prioritasnya. Salah satu
langkah yang ditempuh adalah dengan merumuskan dan mengkaji ulang SNI yang masuk dalam
11 sektor prioritas yang telah ditetapkan oleh BSN. SNI-SNI tersebut diharapkan dapat

diterapkan untuk membendung potensi membanjimya produk imper dari China. Adapun ke 11

langkah tersebut adalah sebagai berikut:'?

Menganalisis ekspor impor China dan ketersediaan SN,

Menerntukan 11 sektor prioritas produk paling terpengaruh;

Mengidentifikasi SNI dalam 11 sektor prioritas;

Menganalisi peluang membuat national differences;

Menganalisis kemampuan industri dalam 11 sektor prioritas;

Menganalisis ketersediaan dan kebutuhan pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaiun;

Mengefektifkan pemberlakuan Keppres No.80/2003 terkait keterituan penggunaan SNI dalam

pengadaan barang dan jasa oleh pemerinmah;

Mendukung instansi teknis dalam memberikan insentif LPK untuk mendukung 11 sektor

prioritas;

9. Mendukung instansi teknis dalam memberikan insentif kepada industri urtuk i sektor
prioritas;

10. Memfasilitasi penyusunan regulasi teknis dan pelaksanaan pengawasan pasar terhadap 11
sektor prioritas;

11. Mengedukasi konsumen.

N BELN -

o0

Langkah pertama adalah menganalisis neraca ekspor dan impor dari Indonesia dan China
dengan ketersediaan SNI. Rincian daii langkah pertama ini adalah dengan memilih 20 komoditas

yang paling banyak disebut cleh industri atau asesiasi melalui media massa dan selanjutnya BSN

" hitp://www.bsn.go.id/bsw/zerapsni php, diakses pada 20 April 2010, pukut 23.00.
2 Op.«it., M. llelta Rajasa, him. 8.
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nengkalkulasi SNI nilai ekspor dan impor untuk 26 komoditas dan mengidentifikasi SN1 yang
crhait dengan 20 komoditas tersebut.

Dari sudut ketersedian SNI yang telah ditetapkan pada ke-20 scktor muustri ierscbut,
srcatat terdapat 2.058 SNI atau sekitar 30% dari total 6.839 SNI yang telah ditetapkan BSN dan
Nt terbanyak ada pada scktor Makanan dan Minuman yaitu sebanyak 440 SNI.M

‘Tabel Standar Nasional Indoncesia (SNI) pada 20 Scktor Industri

No. Industni Total SNI |
I | Alas kaki 47 1
2 Aluminium 49 !
3 | Baja 141

4 Elektronika dan Keiistrikan 159

S [ Mainan Anak j 4

6 Makanan dan Minuman 440

7 Mesin dan Perkakas 156

8 Peralatan dan Industri Hasil Pertanian 121

9 Petrokimia 108 ]
10 | Plastik 79

11 | Tekstil dan Produk Tekstil 266
12 | Alat Kesehatan 133

13 | Benang dan Kain 142

14 | Fumitur 30

15 | Hortikultura 113

16 | Kosmetik 30

17 | Pengolahan Kakao 10 |
18 | Serat Sintetis 14 _
19 | Kaca Lembaran 1

20 | Ban 15

Total 2.058

Sumber: Badan Standardisasi Nasional (2010).

Langkon kedua adalah menentukan 11 scktor prionitas produk yang paling terpengaruh.
terianya adalah masuk dalam dafiar 20 komoditas unggulan, memiliki nilai impor di atas US$
) juta. BSN mengacu pada bcberapa kriteria dalam menetapkan 11 sektor industn prioritas
i GENAP SNI, yakni:"!

13 Budan Standardisasi Nasional, SNI sebagai Penguat Daya Saing Bangsa, (Jakarta: Badan Stendardisasi
ional, 2010). him. 45.

% Ibid,, him 46.
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1. Masuk ke dalam 20 sektor industri yang paling banyak disebut olch industriasosiasi dalam
media massa.

. Memiliki nilai ckspor/impor Iebih dari US$ 100 juta.

. Masuk ke dalam sektor industri yang menjadi cosrcern asil Rapat Gabungan Komisi VI
DPR RI dengan 5 Menteri bidang perekonomiar pada tanggal 20 Januari 2010 yang
dianggap terancam cksistensinya setelah F'TA seperti industri baja, tekstil. garmen, alas kaki
(scpatu). dan UKM-UKM serta komoditi lainnya yang dianggap potensial untuk menjadi
komoditi ekspor.

4. Masuk ke dalam 12 scktor prioritas Masyarakat Ckonomi ASEAN, yang meliputi industri
yang menghasilkan produk pertanian, otomoiif, clektronik, perikanan, karet, tekstii dan
pakaian jadi. kayu, perhubungan udarz, ¢-ASEAN (teknologi komunikasi dan infcrmasi),
pelayanan keschatan, pariwisata dan logistik.

. Memiliki ketersediaan SNI.

I o

wn

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut di atas ditetapkan 11 sektor industri prioritas. yang
meliputi: (1) Baja hilir, (2) Pertanian & Industri Hasil Pertanian, (3) Petrokimia Hulu, (4) Tekstil,
(5) Alumunium, (€) Mesin Perkakas, (7) Elektronika dan Kelistrikan, (8) Mainan Anak, (9)
Sepatw/Alas kaki, (10) Makanan Minuman, dan (11) Plastik.

Langkah ketiga adalah mengidentifikasi SNt dalam 11 sektor prioritas. BSN telah
mengidentifikasi 11 sektor produk prioritas yang menjadi kemungkinan besar akan terhadang
oleh produk scrupa yang berasal dari China. Adapun mcngcnai 11 sektor prioritas yang
disebutkan tersebut adalah baja, almnunium, elektronika dan kelistrikan, petrokimia, mesin dan
perkakas, hasil pertanian, makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, mainan
anak. dan plastik. Kinerja BSN ini telah sampai pda penetapan 11 sektor tersebut, setelah BSN
mempertimbangkan itnpor Indonesia dari China yang nilainya dikisaran US$ 100 juta pada tahun
2008, ketersediaan SNI, kesepakatan ACFTA, pandangan Asosiasi Industri, para ahli dan
masyarakat serta hasil masukan Lokakarya Nasional Standardisasi pada bular Oktober 2009.'

Langkah keempat, ditempuh dengan menganalisis peluarg menggunakan national
differences. Mengacu pada artikel 2.2 dari persetujuan TBT-WTO, peraturan teknis tidak boleh
disusun, ditetapkan dan diterapkan untuk maksud agar dapat menimbulkan hambatan yang tidak
perlu. dalam perdagangan internasional. Pcraturan teknis ditetapkan dan diterapkan harus
didasarkan pada alasan keamanan nasional, pencegahan praktek yang menyesatkan,
perlindungan kesehatan atau keselamatan nianusia, kehidupan atau kesehatan hewan atau

tanaman, atau lingkungannya.

'S Iskandar, Peluang, Tantangan, dan Strategi Menghadapi CAFTA, Jumal SNI Valuasi Volume
4/No 1/2010, (Jakarta: Badan Standzrdisasi Nasional, 2010), him. T1.
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Oleh karena itu, mengacu pada butir /- Annex 3 Code of Good Practice for Preparanion.
Adoption and Application of Standard dari Perjanjian TBI-WTO, Indonesia dapat memasukkan
klausul national differences. Akan tetapi, hal ini harus didasarkan pada alasan tidak efektif atau
kurang tcpatnya standar intemasional tertentu atau bagian yang relevan dan standar internasional
Jimaksud untuk diterapkan di Indoncsia, dikarcnakan tingkat perlindungannya tidak memadai
atau karena faktor iklim, laktor geografis atau masalah tcknologzi yang mendasar. Dengan
demikian, pengembangan SNI tidak serta-merta identik dengan standar intemasional. Indonesia
dapat mengembangkan SNI dengan memasukkan Klausul national differences scpanjang
didukung bukti empiris dan dapat dibuktikan secara ilmiah.

Dalem strategi menghadapi ACFTA, sangatlah penling untuk mengandalkan strategi
national differences dan terhadap pelaku usaha daiam negeri dan Juar negeri juga diterapkan
Registration Number (RN), selain itu terhadap produknya haruslah sesuai dengan Ecolabel yang
beraiti tidak mengandung beberapa jenis zat wama azo, logam berat, formaldehid bebas, dan
lain-lain. Dan produk-produk tersebut juga harus menggunakan label atau penandaan dalam
bahasa Indonesia, supaya konstmen mengetahui dengan jelas apa yvang akan dikensumsinya
tersebut. Pada prinsipnya strategi ini dupal membontu suatu negara untuk memperkvat daya
saing melalui standar yang dibuat, misalnya karena perbedaan faktor geografis, iklhn atau
maslah teknologi yang mendasar. Sebagai contoh telah diberlakukan national differences
terhadap tepung terigu yang mensyaratkan fortifikasi vitamin. Hal ini dapat dijadikan hambatan
bagi negara lain yang ingin menjual produk yang sama.

Langkah kelima adalah dengan menganalisis kemampuan industri dalam 11 sektor
prioritas. Analisis ini dibuat dengan secara rinci dengan cara mengidentifikasi pelaku usaha yang
perlu untuk meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi ACFTA. Faktor penting yang
menjadi bagian dari penerapan standar (SNI) adalah kesanggupan dan kesiapan sektor industri
sclaku pihak yang bertindak urntuk menerapkan standar dalam memproduksi barang. Oleh
karenanya, penerapan standar, apalagi yang bersifat mandatory, harus mempertimbangkan
kesanggupan sektor industri untuk menerapkan persyaratan yang ditetapkan oleh standar yang
bersangkutan

Selain itu, perlu dihindari adanya penetapan suatu standar di luar kemampuan industri
untuk menerapkannya. Karcna, standar yang ditetapkan menjadi percuma, bahkan jusiru menjadi

kontra-produktif bilamana standar tersebut bersifat mandatory. Industri menjadi tidak mampu

Peranan badan..., Fatwa Yulianto, FH Ul, 2011



93

memenuhi standar yang diwajibkan, schingga produk-produk yang dihasilkannya tidak diterima
di pasar karena tidak memenuhi standar yang diwajibkan. Pada langkah ini, juga dilakukan
pemetaan atas kemampuan industi dalam menerapkan SNI. Pemetaan ini akan dijadikan sebagai
dgasar program insentil” industri. Adapun [okus industri adalah untuk UKM. Pemberian insentif
kepada industri dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi/kementerian pembina.

Langkah keenam adalah dengan menganalisis ketersediaan dan kebutuhan pengembangan
Lembaga Perualan Kesesuaian (LPK), yaitu dengan cara menginventarisasi dan memetakan
kemampuan dan kapasitas LPK, mengidentifikasi lab penguji dan Yembaga Sertifikasi Produk
(LS Pro} yang terkait dengan 11 sektor prioritas. Selanjutnya menganalisis kcbutuhan
pengembangan kapasitas LPK yang sudah ada dan dengan mengkaji kemungkinan dibangunnya
LPK yang baru. Sektor industri nasional membutuhkan ketersediaan LPK dalam ncgeri yang
kinerjanya diakui secara internasional untuk melakukan pengujian terhadap standar yang
dipersyaratkan oleh pasar baik di tingkat domestik maupun internasional. Dengan demikian,
proses pergujian kesesuaian standar tidak perlu dilakukan di luar negeri yang berbiaya tinggi.

Langkah ketujuh adalah mengefektifkan pemberlakuan Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengefektifkan pemberlakuan Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Dengan penerapan peraturan ini, Indenesia dapat menjalankan suatu strategi yang
dapat menahan lajunya penggunaan produk-produk impor. Sekalipun tidak semua produk di 11
sektor industri prioritas ber-SNI, namun banysk di antamya telah memiliki SNI. Dengan
demikian akan mendorong agar diterapkannya penggunaan produk dalan: negeri secara optimal.

Namun pemberlakuan peraturan ini tidak sccara serta merta bisa langsung diterapkan
karena BSN tidak bisa menetapkan SNI wajib kepada scluruh komcditas barang yang masuk
pasar nasional tanpa adanya notifikasi kepada WTO. Jika pemerintah Indonesia gegabah
mewajibkan SNI kepada setiap komoditas, selain menyalahi aturan WTO, ukan ada upaya-upaya
serupa yang dilakukain oleh negara lain atas produk Indonesia di negaranya. Namun, pemerintah
bisa dengan dalih kondisi darurat (emergensi) menerapkan SNI wajib tanpa notifikasi ke WTO,
yakni jika ada kondisi yang menganggu keamanan nasional Misalnya, bahaya penyakit dengan
adanya kandungan melamin, BSN mampu memberlakukan SNI batas melamin. Namun jika

kondis: sudah dinyatakar aman, maka terhadap hal tersebut SNI wajibnya harus dicabut kembali.
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Langkah kedelapan adalah pembenian insentif kepada LLPK untuk mendukung 11 sektor
prioritas. Insentif disini betupa peralatan baru dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia
mclalui bimbingan dan  pelatihan-pelatihan. Pemberian insentift kepada LPK  peningkatan
aompetensi SDM dan pengadaan peralatan baru yang belum dimiliki namun sangat dibutuhkan
untuk penilaian  Kesesuaian. Merujuk  pada pertimbangan  anggaran, pemberian insentif
diprioritaskan dalam bentuk pelatihan dan konsultasi (capacity' building). Akan tetapt apabila
belum tersedia sama sckali Laboratorium Penguji dan L.SPro untuk suatu produk prioritas, maka
mau tidak mau diperlukan investasi untuk membangun LPK-LPK tersebut.

Langkch kesembilun adalah mendukung instansi tcknis dalam memberkan insentif
hepada industri untuk 11 sektor ptioritas. Industri merupzkan pelaku standar (SNI). Untuk
nenerapkan SNI, dibutuhkan pengetahuan dan ketcrampilan. Dan ini sangat bergantung pada
<ualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki olch industri. Insentif disini diarahkan
kepada industri yang mempunyai komitmen untuk meningkatkan daya saing 1nelalui pcnerapan
SNI dalam bentuk bimbingan dan pelatihan olch BSN dan Kementerian atau Lembaga
Pemeriniah Nor Kementerian yang terkait.

Langkah kesepuluh adalah memfasilitasi penyusunan regulasi tcknis dan pelaksanezan
pengawasan pasar terhadap 11 sektor prioritas. Penyusunan regulasi teknis ini mengacu pada
orinsip-prinsip Good Regulatory Practices (GRP), menotifikasi rancangan regulasi teknis ke
Sekretariat World Trade Organization (WTO). dan memperbaiki sistem pelaksanaan pengawasan
pasar secara konsisten. Pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan industri maupun
konsumen domcstik dapat mencrapkan regulasi khusus (teknis) sejauh hal itu dijalankan
berdasarkan mekanisme yang sesuai dengan kesepakatan perdagangan bebas (WTO). Kecuali
mengacu kepada mekanisme yang disepakati WTO, penyusunan regulasi teknis akan didasarkan
nada hasil analisa national differences yang didukung oleh penelitian ilmiah yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Untuk memfasilitasi pengawasan pasar terhadap 11 produk prioritas diperlukan sistem
pengawasan pasar yang efisien dan efektif baik di fase sebelum produk masuk ke pasar maupnn
pada saat produk berada di pasar. Tingkatan resiko terhadap kesehatan, keseiamatan, dan
keamanan serta lingkungan menjadi pertimbangan utama dari pengawasan pasar. Semakin tinggi
risiko suatu produk, maka pengawasannya harus semakin ketat. Sebaliknya, untuk produk yang

masuk dalam kategori berisiko rendah cara pengawasan pasarnya bisa iebih longgar. Pihak
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)abean menjadi mitra utama BSN dalam melakukan pengawasan produk, Khususnya produk
mpor yang akan masuk ke Indoncsia.

Dan terakhir langkah kesebelas adalah dengan melahukan cdukasi kepada konsumen.
‘dukasi tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kemudahan akses infonmasi SNI bagi
aasyarakat, pengembangan media, penerbitan  publikasi dan  penyelenggarazn  berbagai
crtemuan dalam rangka mendidik masyarakat untuk menerapkan SNI.

Standardisasi barang atau jasa olch konsumen merupakan hak jaminan minimal dari suatu
arang atau jasa kepada konsumen yang sckaligus menjadi Ycwajiban dari nelaku usaha,
cbagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
.onsumen. Jaminan itu intinya berupa kualitas yang baik serta adanya perlindungan bahwa
arang itu memang aman untuk digunakan atau dikonsumsi. Permasaluhan yang terjadi saat ini
dalah sejauhmana konsumen mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan standardisasi
roduk.

Konsumen pada umumrya menilai produk apapun yang sudah beredar di masyarakat atau
i pasar sccara otomatis sudah memenuhi standar atau memcruhi syarat-syarat yang berlaku.
tar: sebanyak 8.000 jenis produk di Tanah Air, saat ini hanya 20% yang menerapkan SNI. Pada
015, diharapkan sebanyak 50% industri telah menerapkan SNI Hal ini menjclaskan bahwa
ngkat kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan SNI memang masih rendan. '®

Mengenai hal rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap SNI dapat dicermati dengan
eberapa hal, yaitu apabila pelaku usaha tidak maimpu memenuhi persyaratan yang ada pada
NI, tentunya ada kendala dalam pencrapan SNI. Untuk itu BSN harus segera melakukan
valuasi untuk memperbaiki proses mekanisme untuk mendapatkan SNI terkait dengan
emalsuan label SNI maupun keengganan pelaku usaha untuk memberikan label SNI terhadap
roduknya.

Selain itu, peranan dari BSN maupun instansi teknis sangat diperlukan dalam hal
:ngawasan pra-pasar, pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi atau mengkoreksi terhadap
roduk yang tidak memenuhi SNI atau SNI palsu terscbut. Pengawasan terhadap produk yang
ertanda SNI diatur dalam Pasal 23 Pasal (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102

ahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pengawasan yang dilakukan terhadap barang atau

16 . . .
http://www.mastan.or.id/mastan/index.php?option=com_content& ask=view&id=43&Iltemid=2. diak
1da tanggal 14 Oktober 2010, pukul 21.05 PAPZOP - ‘ l FIEne, datses
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jasa yang telah memperoleh tanda SNI dibagi menjadi dua kategori, yaitu barang atau jasa yang
dikategorikan ENI wajib dan barang atau jasa yang dikategorikan SNI sukarela. Ruang lingkup
obyck pengawasan dan mekanisnie pengawasan antarg dua Kategori tersebut secara prinsipil
tidak ada perbedaan. Namun demikian, konsckuensi hasil pemeriksaan atau pengawasan antara
SNI wajib dan SNI sukarela terdapat perbedaan, yaitu:
a. Pada SNI wajib
Penentuan kriteria wajib terscbut dikaitkan dengan kepentingan  kesclamatan  dan
keschatan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3) Peraturan
Pemerintah  Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Apabila hasil
pengawasan terhadap produk yang telah bertanda SNI ternyata menunjukan adanya
penyimpangan atau tidek sesuai degan ketentuan teknis yang telah ditetapkan, maka terhadap
pelaku usaha yang bersangkutan dilarang untuk membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil
produksi atau jasanya dan kegiatan produksinya dihentikan serta produk yang sudah beredar
dipasar, harus ditarik kembali atau dilarang beredar, sebagaimana diatur dalam Pasal 24
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Larangan

tersebut sebagai konsekuensi wajib membubuhkan tanda SNI pada produk yang

bersangkutan.

b. Pada SNI sukarela
Apabila pada hasil pengawasan terhadap produk yang teiah mempunyai atau
membubuhkan tanda SNI ternyata menunjukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan
ketentuan teknis sesuai yang telah ditetapkan, maka terhadap pelaku usaha yang
bersangkutan dilarang untuk membubukan tanda sertifikasi SNI pada hasil produksi atau
jasanya sebagauimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2000 tentang Standardisasi Nasional. Namun, terhadap barang yang dihasilkan tersebut
masih dimungkinkan untuk beredar dipasaran asalkan tidak membubuhkan tanda SNI.
Ketentuan ini berbeda dengan penerapan terhadap SNI wajib, karena SNI sukarela masih
dimungkinkan untuk dipasarkan dengan alasan tidak berkaitan langsung dengan aspek
keselamatan dan kesehatan konsumen. Namun apabila produk tersebut berupa makanan
dan minuman dalam kemasan masih dimungkinkan untuk diedarkan asalkan dalam
kemasannya sudah membubunkan tanda terdaftar pada Kementerian Kesehatan walaupun

tidak ada tanda SN1-nya.
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Dari tujuan penctapan standar. maka posisi konsumen mendapat tempat yang sangat
enting. karena konsumen merupakan salah satu stakeholders penting dalam standar. Olch
arena itu, menjadi 4eharusan apabila pervakilan konsumen diikutsertakan dalam  proses
engembangan standar. Namun upaya pengembangan standar dengan melibatkan partisipasi
onsumen menghendaki beberapa kendala. Dua hal yang utama yang menjadi kendala adalah
erbatasnya sumberdaya kcuangan dalam pengmbangan standar dan minimnya keahlian teknis
lari konsumen itu sendri. Untuk memastikan diperolehnya barang dan jasa vang terbaik, maka
arisipasi  dari  konsumen harus semakin  diintensifkan  keterlibatannya dalam  proses
engembangan standar barang dan jasa. Partisipasi dari konsumen pada akhirnya akan
nenguntungkan pelaku usaha. Karena barang dan jasa yang distandardisasi dengan melibatkan
artisipasi konsumen akan lebih diterima pasar. Dan semua itu, akan berhasil optimal apabila
eluruh stakeholders meraberikan dukungan yang maksimal bagi keberhasilan pencrapan SNI.

Tentu saja untuk membudayakan konsumen Indonesia menjadi lebih pcka terhadap
tandar tidaklah mudai. Harus terus menerus secara berkelanjutan dilakukan edukasi kepada
:onsumen, sehingga konsumen kita semakin cerdas dalam menentukan barang atau jasa yang
kkan dipergunakannya. Saat ini para pelaku pasar di inteinasional menjadikan standar sebagai
aktor penientu transaksi perdagangan setelah harga. Dengan bahasa yang sederhana, standar
nenjadi bahasa kedua dalan setiap transaksi perdagangan. Tidak adil rasanya jika konsumen saja
rang dituntut untuk sadar terhadap budaya standar, pelaku uszha seyogyanya juga harus sadar
lengan tidak membedakan konsumen dalam negen dengan konsumen luar negeri. Bukan rahasia
agi jika kualitas barang yang di pasarkan di luar negeri jauh lebih baik bila dibandingkan vang
i pasarkan di dalam negeri.

Selain itu pemerintah melalui BSN dan instansi teknis terkait harus lebih kreatif dan
yroaktif dalam mensosialisasikan inengenai SNI. Saat ini BSN telah membenikan SNI Award
.epada pelaku usaha yang layak meneriina karena kontribusi produknya yang ber-SNI dan
nampu bersaing dengan pelaku usaha dari lvar negen, namun SNI Award belum familiar award
rang dikeluarkan seperti oleh Top Brand dalam kepuasan pelanggan (ICSA Award).

Peranan pemerintah menjadi sangat penting, tidak hanya untuk kepentingan pelaku usaha
lan konsumen. Pemerintah berperan sebagai regulator dan policy maker. Salah satu upaya untuk

nelindungi konsumen adalab dengan menggunakan standardisasi produk. Standardisasi produk

nenjadi rujukan atau syarat kepada pelaku uszha untuk membuat produk yang akan dipasarkan.
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Dengan pencrapan standardisast produx, pemerintah berperanserta dalam memberikan cdukasi

kepada konsumen dan juga pelaku usaha.
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BAB YV
PENUTUP

A. Xesimpulan
Berdasarkan pembahasan, analisis dan pemecahan masalah Jalam bab-vab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 01 Januan 2010, telah resmi diberlakukan ASEAN - China Fre« Trade
Agreement (ACFTA). Terkait dengan diberlakukannva ACFTA, untuk dapat
meredam laju produk impor dan mengurangi peredaran barang palsu, serta barang
yang memiliki kvalitas buruk di pasar nasional, sekaligus untuk melindungi
konsumen, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan
standardisasi melalui pelatelan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam
pelaksanaannya, pengaturan mengenai standardisasi yang diatur dalam Undang-
uncang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan
Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, tidak juga
mampu untuk memberikan jaminan perlindungan kepadz konsumen atas barang yang
beredar di pasar nasional. Untuk itu diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif
yang mengatur mengenai standar.

2. Peranan Badan Standardisasi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab
untuk melakukan pengembangan dan pembinaan dalam kegiatan standardisasi di
Indonesia adalah dengan memaksimalisasi Standar Nasional Indonesia (SN1). Hal ini
dilakvkan untuk menghambat masuknya barang-barang yang tidak berkualitas ke
pasar nasional, sekaligus melindungi konsvmen dan barang yang tidak memenuhi
standar dan juga unwwk mengurangi secara signifikan terhadap semwua upaya
pemalsuan produk.

3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional terhadap berlakunya
ACFTA adalah dengan membentuk Geral:an Nasional Penerapan Standar Nasional
Indonesia (GENAP SNI) untuk mendorong pelaku usaha agar menyesuaikan kualitas
produknya dengan standar konsumen di pasar intemasional, sekaligus raeiindungi
konsumen dalan negeri melalu standar. Badan Standardisasi Nasional telah

melakukan 11 langkah prioritasnya dalam rangka melindungi kepentingan pelaku
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usaha dalam negen dan melindungi masyarakat sebagai konsumen. Adapun ke 11

tangkah terscbut adalah sebagai benikut:

a. Menganalisis ekspor impor China dan ketersediaan SNI;

b. Menentukan 11 sektor prioritas prodvk paling terpengaruh;

¢. Mengidentifikasi SNI dalam 11 cektor prioniias;

d. Menganalisis peluang membuat national differcnces,

e. Menganalisis kemampuan industn dalam 11 sektor prioritas;

f. Menganalisis keiersediaan dan kebutuhan pengembangan Lembaga Penilaian
Kesesuaian,

g. Mengefektifkan pemberlakuan Keppres No.80/2003 terkait ketentuan penggunaan
SNI dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah;

h. Mendukung instansi teknis dalam memberikan insentif LPK untuk mendukung 11
sektor prioritas;

i.  Mendukung instansi teknis dalam memberikan iuseatif kepada industri untuk 11
sektor prioritas;

J- Menifasilitasi penvusunan regulas: teknis dan pelaksanaan pengawasan pasar
terhadap 11 sektor prioritas;

k. Mengedukasi konsumen.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan demi tercapainya upaya perlindungan

terhadap konsumen terhadap diberlakukannya ACFTA  antara lain sebagai bernkut:

1.

Diperlukan perangkat hukum yang lebih menjamin mengenai oenerapan standar

terhadap barang atau jasa dalam upaya melindungi konsumen, yaitu dalam bertuk

undang-undang tentang standardisasi. Selain itu, konsumen dan pelaku usaha diminta

untuk menjadikan standar sebagai budaya. Dengan demikian konsumen akan selalu

dilindungi hak-haknya dan dengan penerapan budayaz standar ini dapat membantu

pelaku usaha dalam negeri untuk bisa bersaing dengan meningkatkan kualitas

barangnya sekaligus sebagai upaya mengantisipasi barang-barang dan luar negen

yang tidak memenuhi standar.
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2. Peranan Badar Standardisasi Nasional dengan melibatkan instansi terkait melalui
penerapan SNI sangatlah diperlukan dalain hal pengawasan pra-pasar, pengawasan
pasca-pasar untuk mengawasi atau mengkorekst terhadap barang yang tidak
memenuhi SNI dan terhadap barang yang memiliki SNI palsu yang beredar di pasar
nasional. Badan Standardisasi Nasional diharapkan dapat memberlakukan SNI wajib
tethadap barang-barang yang masuk ke pasar nasional untuk memberkan
periindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenzga kerja, dan masyarakat lainnya
baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestaiian fungsi lingkungan
hidup, yaitu dengan caia melakukan notifikasi dan mengharmonisasikan dengan
ketentuan-ketentuan standar dari World Trade Organizaticn (WTO).

3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional dan instansi teknis terkait
adalah dengan mensosialisasikan mengenai pentingnya SNI mela'ui Gerakan
Nasional Penerapan Standar Nasional Indonesia (GENAP SNI) secara lebih kreatif
dan proaktif. Dikarapkan dengan upaya sosialisasi SNI ini dapat meningkatkan
perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainunya
baik untuk keseiamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan

hidup, dan membantu kelancaran perdagangan serta mewujudkan persaingan usaha
yang sehat.
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